GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 193 /KEP/HK/2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Menimbang

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang
efektif dan efisien serta untuk meningkatkan kinerja
Aparatur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya Dinas
Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Nusa Tenggara Timur, diperlukan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara
Timur Nomor : 104A/KEP/HK/2021 telah ditetapkan
Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan Dinas Kesehatan, Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur;

bahwa terdapat perubahan dan penambahan terhadap
dokumen Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan yang tercantum dalam lampiran
Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada
huruf b, sehingga perlu dilakukan penyesuaian,;

d. bahwa ...



Mengingat

bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Keputusan Gubernur tentang Standar

Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan pada
Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28
Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2017 Nomor 27) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara
Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28
Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2020 Nomor 44);

MEMUTUSKAN : ...



Menetapkan
KESATU

KEDUA

MEMUTUSKAN :

: Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Provinsi Nusa Tenggara Timur.

: Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

sebagaimanadimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:

a. Penerbitan Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan
Dinas (SPPD);
b. Penerbitan Surat Keterangan Selesai Masa Bakti Bagi

Dokter/Dokter Gigi dan Bidan;

e, Penyusunan Laporan Kehadiran Pegawai;

d. Pengusulan Kenaikan Pangkat;

€. Pengusulan Cuti PNS;
Pembuatan Surat Usulan SK Tugas Belajar / Izin
Belajar;

g. Penyelenggaraan Pertemuan / Sosialisasi / Workshop /
Advokasi;

h. Pengusulan Karis/Karsu;

1. Pengusulan Calon Penerima Tanda Kehormatan Satya
Lencana Karya Satya;

3 Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi;

k. Pengarsipan Dokumen / Naskah Dinas;

[
H

Pemeliharaan dan Perbaikan Fasilitas Kantor;

m. Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK);

n Penyelenggaraan Audit Internal Manajemen Mutu;
Publikasi Kegiatan Dinas Kesehatan, Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT;

o

P- Penyusunan Laporan E-Survei Kepuasan Masyarakat
(E-SKM);

q. Penerimaan Mahasiswa/Siswa Magang/Praktek Kerja
Lapangan;

o Penyelenggaraan Rapat Berkala;

s. Penerimaan Tamu ...
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Penerimaan Tamu;

Pelayanan Hotline Dinas Kesehatan, Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT;

Penjatuhan Hukuman Disiplin Ringan Bagi PNS Yang
Melanggar Kewajiban Masuk Kerja dan Menaati
Ketentuan Jam Kerja;

Penyampaian Rekapitulasi Pengisian Laporan Harta
Kekayaan ASN (LHKASN]);

Pelayanan Pengaduan;

Penetapan Pegawai Teladan;

Pembangunan Zona Integritas;

Penanganan Whistle Blowing System (WBS);
Penanganan Surat Keluar Dengan Menggunakan
Aplikasi E - Nadi;

Pembangunan/Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan
Internet;

Penyusunan Dokumen Revisi SOP AP;

Penyampaian Rekapitulasi Pengisian Laporan Harta
Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN);

Pelayanan Data dan Informasi;

Penilaian Kinerja ASN;

Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen;

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Pegawai;

Serah Terima Jabatan;

Penyusunan Peta Proses Bisnis;

Penanganan Benturan Kepentingan;

Penanganan Pelaporan Gratifikasi;

Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran RKBMD;
Penyusunan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah
(SAKIP);

Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan
Rincian Anggaran Biaya (RAB) Sub Bagian Program,
Data dan Evaluasi (PDE);

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA);
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Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja);
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP);

Pengendalian  Maturitas  Penyelenggaraan  SPIP
Terintegrasi;

Penyebaran Informasi Kesehatan Melalui Website;
Penyusunan Program Kegiatan DAK (Fisik dan Non
Fisik);

Penyusunan Program Kegiatan APBN;

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran
(Perubahan RKA);

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
Manajemen Data dan Informasi Kesehatan Substansi
PDE;

Penyusunan Laporan Tahunan;

Penyusunan Rencana Kerja (Renja);

Penyusunan Profil Kesehatan;

Pencairan Dana Kegiatan;

Verifikasi Kebenaran, Kelengkapan dan Keabsahan
Dokumen Pendukung SPP;

Pelaporan Laporan Realisasi Anggaran Belanja APBD;
Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Seksi;

Pembinaan dan Pengawasan Mutu Sumber Daya
Manusia (SDM) Kesehatan Bersama Organisasi Profesi;
Pemantauan Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan;
Pemeriksaan Akreditasi Institusi Pendidikan Tenaga
Kesehatan;

Pengusulan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa
Kedokteran dan Dokter Muda;

Pengesahan Ijasah dan Transkrip Nilai Tenaga
Kesehatan (DO-D3);

Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan
Rincian Anggaran Biaya (RAB) Program Pengembangan
SDM Kesehatan;
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Pengembangan SDM Kesehatan;

Pengusulan Peserta Program Pendidikan Tugas Belajar
(Tubel) SDM Kesehatan;

Pengusulan Peserta Program Pendidikan Dokter
Spesialis/Dokter Gigi Spesialis (PPDS/PPDGS);
Penyusunan Daftar Penerima Bantuan Biaya
Pendidikan Bagi Mahasiswa Kedokteran dan Dokter
Muda;

Penunjukkan Fasilitator Pelatihan SDM Kesehatan di
Kabupaten /Kota;

Pengusulan Peserta Pelatihan TOT/MOT;

Sistem Informasi Manajemen dan Website (SI - PATEN);
Penyelenggaraan  Visitasi Registrasi Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Secara Online;
Verifikasi Data Kepesertaan PBI, PBPU dan BP JK
Pemda Prov. NTT;

Laporan Umpan Balik Monitoring dan Evaluasi
Akreditasi FKTP Ke Kab/Kota;

Penerbitan Surat Rekomendasi Registrasi Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);

Penyelenggaraan Penilaian Kelayakan
Puskesmas/Visitasi Registrasi Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP);

Pengiriman Data Mapping Akreditasi FKTP Ke
Kemenkes RI;

Pembuatan Surat Permintaan Data Mapping Akreditasi
FKTP Ke Kabupaten /Kota;

Penerbitan Rekomendasi Survei Akreditasi FKTP;
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Akreditasi FKTP;
Penyelenggaraan Pelayanan Dokter Spesialis Dalam
Rangka Pelayanan Kesehatan Rujukan ke RSUD
Kabupaten Non Rujukan Regional;
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Validasi Data Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat
Kesehatan (ASPAK) Rumah Sakit Kelas B;

Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan
Rincian Anggaran Biaya (RAB) Program Pelayanan
Kesehatan Rujukan;

Manajemen Data dan Informasi Program Pelayanan
Kesehatan Rujukan;

Penyelenggaraan Visitasi Rumah Sakit Kelas C dan D;
Penerbitan Rekomendai Penetapan Kelas Rumah Sakit
Kelas B;

Penerbitan Rekomendasi Izin Operasional Rumah
Sakit Kelas B;

Penerbitan Rekomendasi Mendirikan Rumah Sakit
Kelas B;

Validasi Registrasi Akun Sistem Rujukan Terintegrasi
(SISRUTE) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

Validasi Registrasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
Pengaktifan Disaster Medical Team (DMT) Provinsi
NTT;

Pengaktifan Tim Cluster Kesehatan;

Penugasan Tim Rapid Health Assessment (RHA)
Provinsi NTT;

Manajemen Data dan Informasi Program Kefarmasian
dan Alat Kesehatan;

Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan
Rincian Anggaran Biaya (RAB) Program Kefarmasian
dan Alat Kesehatan;

Distribusi Obat Buffer;

Distribusi Obat Program, Vaksin dan Perbekalan
Kesehatan;

Penerimaan Donasi Logistik Pihak Ketiga;
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Distribusi Donasi Logistik Pihak Ketiga;
Penerimaan Obat, Vaksin dan Perbekalan
Kesehatan;

Penyimpanan Obat dan Perbekalan Kesehatan;
Penyimpanan Vaksin;

Penyusunan Laporan Mutasi Obat Program, Vaksin
dan Perbekalan Kesehatan;

Pengusulan Pemusnahan Obat, Vaksin dan
Perbekalan Kesehatan;

Penerimaan Vaksin COVID-19;

Penyimpanan Vaksin COVID-19;

Pendistribusian Vaksin COVID-19 dan Logistik
Pendukung;

Verifikasi Sertifikat Standar (Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko) CDAKB untuk PAK Cabang, Izin
PBF Cabang, Izin Pedagang Besar Kosmetika, 1zin
Pedagang Besar Obat Tradisional melalui OSS RBA
Berbasis Resiko;

Verifikasi dan Pelaporan Rencana Kebutuhan Obat
(RKO) Melalui Aplikasi E-Monev Obat;

Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) Buffer
Stok Provinsi sumber Dropping Pusat;

Penyampaian Rencana Obat Program (ROP) Melalui
Aplikasi E-Monev Obat;

Penyampaian Feedback Hasil Analisis dan
Perencanaan Program Penanganan Stunting ke
Kabupaten /Kota;

Perencanaan Kebutuhan Obat KIA dan Gizi;
Penanganan Penurunan AKI AKB dan Stunting;
Pembinaan dan Monev Data Upaya Kesehatan
Bersumberdaya Masyarakat (UKBM);
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Analisis Data Kebutuhan Media Promosi 10
Penyakit Terbesar dan Isu Strategis;

Pembinaan dan Monev Tentang Penyebaran
Media Promosi Kesehatan;

Promosi Kesehatan Melalui Media Cetak;
Manajemen Data dan Informasi Program Promosi
Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (TOR)
dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Program
Promosi Kesehatan dan
Masyarakat;

Promosi Kesehatan Melalui Media Elektronik;

Pemberdayaan

Penyusunan Laporan Program Promosi Kesehatan
dan Pemberdayaan Masyarakat;

Penerbitan Surat Perintah Mengeluarkan Barang
(SPMB) Obat, Vaksin dan Perbekalan Kesehatan;
Pengusulan Penetapan Eliminasi Penularan
Penyakit Menular;

Investigasi Sinyal Kewaspadaan Dini Penyakit
Berpotensi KLB;

Penyelidikan Epidemiologi (PE) Pada
Kejadian Luar Biasa (KLB) Skala Besar;

Saat

Investigasi
(KIPI);

Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan
(RAB)

Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi

Rincian Anggaran Biaya Program
Surveilens dan Imunisasi;

Manajemen Data Press Rilis dan Data Laporan
COVID-19;

Manajemen Data dan
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak

Menular dan Kesehatan Jiwa;

Informasi Program



bbbbbb. Penyusunan Rencana Kebutuhan Logistik
Program Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan
Jiwa;

(5o o Manajemen Data dan Informasi Pendaftaran
Penduduk;

dddddd. Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan
Rincian Anggaran Biaya (RAB) Program Fasilitasi
Pendaftaran Penduduk;

eceeee. Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Pendaftaran
Penduduk;
iiiiil Penyelenggaraan Pemantauan dan Evaluasi

Pendaftaran Penduduk;

ggggeg. Penyelenggaraan Supervisi Pendaftaran
Penduduk;

hhhhhh. Penyelenggaraan Pemantauan dan Evaluasi
Pencatatan Sipil;

1111, Manajemen Data dan Informasi Program

Fasilitasi Pencatatan Sipil;

1idids. Penyelenggaraan Supervisi Pencatatan Sipil;

kkkkkk. Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Pencatatan
Sipil;

1L Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan

Rincian Anggaran Biaya (RAB) Program Fasilitasi
Pencatatan Sipil;

mmmmmm.Penyusunan Naskah Perjanjian Kerjasama
Pemanfaatan Data NIK, Data Kependudukan dan
KTP Elektronik Oleh Lembaga Pengguna,;

nnnnnn.  Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan
Rincian Anggaran Biaya (RAB) Program
Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
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Pemberian Data Informasi Kependudukan dan
Pencatataan Sipil;

Penyusunan Buku Profil Perkembangan
Kependudukan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Manajemen Data dan Informasi Program
Pengelolaan Informasi Administrasi

Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
Penetapan Pemuktahiran Daftar Informasi Publik
yang dikecualikan;

Pemuktahiran Daftar Informasi Publik;

Pengdokumentasian Informasi yang Dikecualikan;

Pendokumentasian Informasi Publik;

Pengelolaan Keberatan;

Pelayanan Permohonan Informasi Publik;

Uji Konsekuensi Informasi Publik;

Penyelesaian Sengketa Informasi;

Penanganan Surat Masuk;

Penanganan Surat Keluar;

Penerbitan Nota Dinas;

Penatalaksanaan Absensi Sidik Jari;

Penerbitan Nota Dinas Mutasi PNS;

Penerbitan SK Kenaikan Gaji Berkala;

Permohonan Izin Tidak Masuk Kerja Karena Sakit;

Permohonan Izin Tidak Masuk Kerja / Terlambat
Masuk Kantor / Pulang Awal;

Pengusulan Pensiun PNS;

Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan
Rincian Anggaran Biaya (RAB) program di Sub
Bagian Kepegawaian & Umum;
Penerbitan Surat Keputusan Kepala Dinas
Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi NTT;

Penyusunan Draft Surat Keputusan Gubernur;
Pembersihan Toilet dan Lingkungan Kantor;
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Pengamanan Lingkungan Kantor;
Penyusunan Laporan Pengelolaan Barang
Milik Daerah;

Pemakaian Ruangan Aula Dinas;
Penerbitan SPM UP/GU/TU/LS;

Penerbitan SPP dan SPM Gaji Pegawai;
Penyusunan Laporan Keuangan;

Pengajuan SPP LS dan SPM Barang dan
Jasa;

Penerimaan Retribusi Daerah;

Pengajuan SPP DAN SPM UP, GU, TU,dan
LS APBN;

Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan
(TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB)
Sub Bagian Keuangan;

Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP);

Verifikasi Dokumen Surat
Pertanggungjawaban (Dokumen SPJ);
Penerbitan SPP dan SPM TPP;

Penomoran Buku Kas Umum (BKU);
Pengarsipan Dokumen / Naskah Dinas Sub
Bagian Keuangan;

Manajemen Data dan Informasi Program
Pelayanan Kesehatan Primer dan
Tradisional;

Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan
(TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB)
program Pelayanan Kesehatan Primer dan
Tradisional;

Penyusunan Rencana Kebutuhan Logistik
Program Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Menular;
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Manajemen Data dan Informasi Program
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Menular;

Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan
(TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB)
Program Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Menular;

Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan
(TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB)
Program Pencegahan Dan Pengendalian
Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan
Jiwa;

Penerbitan Surat Perintah Mengeluarkan
Barang (SPMB) Obat Program Kesehatan
Jiwa;

Penyusunan Dokumen Monitoring dan
Evaluasi Program  Pencegahan  dan
Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan
Kesehatan Jiwa;

Penerbitan Surat perintah Mengeluarkan
Barang (SPMB) obat/bahan/perbekalan
kesehatan program kesga, gizi dan KB;
Manajemen Data dan Informasi Program
Kesehatan Keluarga, Gizi dan KB;
Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan
(TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB)
Program Kesehatan Keluarga, Gizi dan KB;

mmmmmmmm. Pembuatan Surat Permintaan Pengkaji
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Eksternal Audit Maternal Perinatal (AMP);
Penyusunan Daftar Pemberian Makanan
Tambahan (PMT);
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Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas
Petugas Gizi dan KIA;

Penerbitan Surat Perintah Mengeluarkan
Barang (SPMB) Program  Kesehatan
Lingkungan, Kesehatan kerja dan olahraga;
Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan
(TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB)
Program Kesehatan Lingkungan, Kesehatan
Kerja dan Olahraga;

Manajemen Data dan Informasi Program

Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja

dan Olahraga;
Pendistribusian Buku dan
peralatan/perlengkapan Program

Kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan
olahraga;

Penyelenggaraan Bimbingan Teknis /
Pembinaan / FasilitasiTeknis Program
Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja
dan Olahraga;

Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi
Program Kesehatan Lingkungan, Kesehatan
Kerja dan Olahraga;

Pengarsipan Dokumen / Naskah Dinas
Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan
Kerja dan Olahraga;

Penyelenggaraan Pertemuan |/ Sosialisasi
/ Workshop/ Advokasi/ Diseminasi/
Orientasi Program Kesehatan Lingkungan,
Kesehatan Kerja dan Olahraga;
Penyampaian surat umpan balik atas
laporan online Kesehatan Lingkungan,
Kesehatan Kerja dan Olahraga;
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Penerbitan Surat Rekomendasi Lolos Butuh
Apoteker;

Penerbitan Surat Penugasan  Dokter
Spesialis;

Penerbitan Surat Tanda Registrasi Tenaga
Teknis Kefarmasian (STRTTK);

Penerbitan Surat Bukti Lapor Apoteker;
Manajemen Data dan Informasi Program
Legalitas Tenaga Kesehatan dan Institusi
Diklat SDM Kesehatan;

Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan
(TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB)
Program Legalitas Tenaga Kesehatan dan
Institusi Diklat SDM Kesehatan;

Penetapan Angka Kredit Jabatan
Fungsional Tenaga Kesehatan;

Legalisasi Surat Tanda Registrasi (STR),
Pembuatan/Legalisasi Surat
KeteranganSTR Dalam Proses, dan
Pembuatan/Legalisasi Surat Keterangan
Perbaikan Kesalahan Data;

Permintaan Usulan Tenaga Kesehatan
Teladan dari Kabupaten / Kota;

Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan
Tingkat Provinsi dan Nasional;

Pengusulan Draft SK Tenaga Kesehatan
Teladan Tingkat Provinsi dan Nasional;
Pengajuan Proposal Pelaksanaan Uji
Kompetensi Fungsional Kesehatan;
Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan
Fungsional Kesehatan;

Penerbitan Sertifikat Uji Kompetensi
Jabatan Fungsional Kesehatan;
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pendayagunaan Tenaga Kerja Warga
Negara Aasing skala Provinsi;

Penerbitan SK Tim Penilai Tenaga
Kesehatan Teladan Tingkat Provinsi dan
Nasional;

Penerbitan SK Tim Penguji dan Tim
Pelaksana Uji Kompetensi Jabatan
Fungsional Kesehatan Tingkat Provinsi
NTT;

Penerbitan SK Sekretariat Tim Penilaian
Angka Kredit Jabatan Fungsional
Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan
Provinsi NTT;

Penyusunan Laporan Keanggotaan dan
Kegiatan Organisasi Profesi Provinsi NTT;
Permintaan Usulan Peserta Uji Kompetensi
Jabatan Fungsional Kesehatan;

Pembuatan Surat Pemberitahuan
Penjemputan Tenaga Kesehatan Nusantara
Sehat;

Penerbitan surat pemberitahuan mengikuti
desk Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat;
Pengusulan Puskesmas Penempatan NS
Team base dan Individu;

Pembuatan Surat Usulan Kebutuhan
Dokter Spesialis;

Pengusulan Wahana Pendayagunaan
Dokter Spesialis (PDS);

Pembuatan Surat Pemberitahuan Visitasi
Wahana Pendayagunaan Dokter Spesialis
(PDS);
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Penyelenggaraan Seleksi Tenaga Kesehatan
Tidak Tetap Daerah /PTT,;

Pengusulan Tenaga Kesehatan Tidak Tetap
Daerah/PTT untuk ditetapkan dengan SK
Gubernur;

Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan
(TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB)
Program Perencanaan dan Pendayagunaan
SDM Kesehatan;
Pembuatan Pemberitahuan

Pemulangan dan Penerimaan Peserta

Surat

Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI);

Pembuatan Surat usulan Pembukaan

Wahana  Program  Internsip Dokter
Indonesia (PIDI);
Pembuatan Surat Usulan Nama

Pendamping PIDI Yang Akan Mengikuti
Pelatihan;

Pembuatan Surat Pemberitahuan Visitasi
Wahana Program Internsip Dokter
Indonesia;

Serah Terima Peserta Program Interensip
Dokter Indonesia;

Penyelenggaraan Workshop Perhitungan
Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan
Tingkat Provinsi;

Penyelenggaraan Workshop Penyusunan
Dokumen Kebutuhan SDM
kesehatan Tingkat Provinsi;

Penyusunan Dokumen Rencana Kebutuhan
SDM Kesehatan Tingkat Provinsi;
Penerbitan Surat

Spesialis Selesai Pendidikan PPDS/PPDGS;

Rencana

Penempatan Dokter
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Penyusunan Dokumen Profii SDM
Kesehatan Provinsi NTT;

Penerbitan Surat Rekomendasi
Pendidikan Lanjut Tenaga Kesehatan;
Manajemen Data dan Informasi Kesehatan
Program Perencanaan dan
Pendayagunaan SDM Kesehatan;
Penyusunan Laporan Bulanan;
Penyusunan Laporan Triwulan;
Penyusunan Laporan Semester;
Penyusunan Laporan Perjalanan Dinas;
Pemantauan dan Pelaksanaan Penemuan
Kasus Secara Aktif Pada Fasilitas
Tertutup;

Pemantauan dan Pelaksanaan Penemuan

Kasus Secara Aktif pada
Instansi/Perkantoran;

Layanan Informasi Pemeriksaan
Laboartorium;

Pencairan Dana Kegiatan;

Penyusunan Laporan;

Penanganan Surat Keluar;

Penanganan Surat Masuk;

Penyusunan Rencana Kegiatan dan
Anggaran (RKA);
Penyusunan Rencana Kerja;

Penyusunan Program dan Anggaran;
Penyelenggaraan Bimtek; dan

Mobile Service Laboratorium.



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Tembusan:

: Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini.

Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan monitoring dan
evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dan
dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun.

: Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur

Nusa Tenggara Timur Nomor : 104A/KEP/HK/2021 tentang
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Nusa Tenggara Timur, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal |9 Mg 2023

W,GUBERNUR NYSA TENGGARA TIMUR/

S

/e, VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang.



DAFTAR SOP AP DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI NTT TAHUN 2022

NO |NOMOR SOP AP JUDUL SOP AP
1|1 Tahun 2022 Penerbitan Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
2|2 Tahun 2022 Penerbitan Surat Keterangan Selesai Masa Bakti Bagi Dokter/Dokter Gigi dan Bidan
3|3 Tahun 2022 Penyusunan Laporan Kehadiran Pegawai
4|4 Tahun 2022 Pengusulan Kenaikan Pangkat
5{5 Tahun 2022 Pengusulan Cuti PNS
6|6 Tahun 2022 Pembuatan Surat Usulan SK Tugas Belajar / Izin Belajar
7|7 Tahun 2022 Penyelenggaraan Pertemuan / Sosialisasi / Workshop / Advokasi
8(8 Tahun 2022 Pengusulan Karis/Karsu
9|9 Tahun 2022 Pengusulan Calon Penerima Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya
1010 Tahun 2022 Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi
11{11 Tahun 2022 Pengarsipan Dokumen / Naskah Dinas
12{12 Tahun 2022 Pemeliharaan dan Perbaikan Fasilitas Kantor
13|13 Tahun 2022 Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
14|14 Tahun 2022 Penyelenggaraan Audit Internal Manajemen Mutu
15|15 Tahun 2022 Publikasi Kegiatan Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT
16|16 Tahun 2022 Penyusunan Laporan E-Survei Kepuasan Masyarakat (E-SKM)
17|17 Tahun 2022 Penerimaan Mahasiswa/Siswa Magang/Praktek Kerja Lapangan
18[18 Tahun 2022 Penyelenggaraan Rapat Berkala
19|19 Tahun 2022 Penerimaan Tamu
20|20 Tahun 2022 Pelayanan Hotline Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT
21|21 Tahun 2022 Penjatuhan Hukuman Disiplin Ringan Bagi PNS Yang Melanggar Kewajiban Masuk Kerja dan
Menaati Ketentuan Jam Kerja
22|22 Tahun 2022 Penyampaian Rekapitulasi Pengisian Laporan Harta Kekayaan ASN (LHKASN)
23]23 Tahun 2022 Pelayanan Pengaduan
24|24 Tahun 2022 Penetapan Pegawai Teladan
25]25 Tahun 2022 Pembangunan Zona Integritas
26|26 Tahun 2022 Penanganan Whistle Blowing System (WBS)
27{27 Tahun 2022 Penanganan Surat Keluar Dengan Menggunakan Aplikasi E - Nadi
28|28 Tahun 2022 Pembangunan/Pemeliharaan infrastruktur Jaringan Internet
29|29 Tahun 2022 Penyusunan Dokumen Revisi SOP AP
30|30 Tahun 2022 Penyampaian Rekapitulasi Pengisian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)
31|31 Tahun 2022 Pelayanan Data dan Informasi
32|32 Tahun 2022 Penilaian Kinerja ASN
33|33 Tahun 2022 Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen
34|34 Tahun 2022 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Pegawai
35|35 Tahun 2022 Serah Terima Jabatan
36|36 Tahun 2022 Penyusunan Peta Proses Bisnis
37|37 Tahun 2022 Penanganan Benturan Kepentingan
38|38 Tahun 2022 Penangana Pelaporan Gratifikasi
39(39 Tahun 2022 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran RKBMD
40|40 Tahun 2022 Penyusunan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)
41141 Tahun 2022 Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) Sub Bagian
Program, Data dan Evaluasi (PDE)
42|42 Tahun 2022 Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA
43|43 Tahun 2022 Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja)
44|44 Tahun 2022 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
45|45 Tahun 2022 Pengendalian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi
46|46 Tahun 2022 Penyebaran Informasi Kesehatan Melalui Website
47|47 Tahun 2022 Penyusunan Program Kegiatan DAK (Fisik dan Non Fisik)
48|48 Tahun 2022 Penyusunan Program Kegiatan APBN
49(49 Tahun 2022 Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (Perubahan RKA)
50|50 Tahun 2022 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
51|51 Tahun 2022 Manajemen Data dan Informasi Kesehatan Substansi PDE
52|52 Tahun 2022 Penyusunan Laporan Tahunan
53(53 Tahun 2022 Penyusunan Rencana Kerja (Renja)
54|54 Tahun 2022 Penyusunan Profil Kesehatan
55|55 Tahun 2022 Pencairan Dana Kegiatan
56|56 Tahun 2022 Verifikasi Kebenaran, Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Pendukung SPP

57

57 Tahun 2022

Pelaporan Laporan Realisasi Anggaran Belanja APBD




58

58 Tahun 2022

Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Seksi

59

59 Tahun 2022

Pembinaan dan Pengawasan Mutu Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan Bersama Organisasi
Profesi

60|60 Tahun 2022 Pemantauan Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan
61|61 Tahun 2022 Pemeriksaan Akreditasi Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan
62|62 Tahun 2022 Pengusulan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Kedokteran dan Dokter Muda

63

63 Tahun 2022

Pengesahan ljasah dan Transkrip Nilai Tenaga Kesehatan (D0-D3)

64

64 Tahun 2022

Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) Program
Pengembangan SDM Kesehatan

65

65 Tahun 2022

Manajemen Data dan Informasi Program Pengembangan SDM Kesehatan

66

66 Tahun 2022

Pengusulan Peserta Program Pendidikan Tugas Belajar (Tubel) SDM Kesehatan

67

67 Tahun 2022

Pengusulan Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis (PPDS/PPDGS)

68

68 Tahun 2022

Penyusunan Daftar Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Kedokteran dan Dokter
Muda

69|69 Tahun 2022 Penunjukkan Fasilitator Pelatihan SDM Kesehatan di Kabupaten/Kota

70|70 Tahun 2022 Pengusulan Peserta Pelatihan TOT/MOT

71|71 Tahun 2022 Sistem Informasi Manajemen dan Website (51 - PATEN

72|72 Tahun 2022 Penyelenggaraan Visitasi Registrasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Secara Online
73|73 Tahun 2022 Verifikasi Data Kepesertaan PBI, PBPU dan BP JK Pemda Prov. NTT

74

74 Tahun 2022

Laporan Umpan Balik Monitoring dan Evaluasi Akreditasi FKTP Ke Kab./Kota

75|75 Tahun 2022 Penerbitan Surat Rekomendasi Registrasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

76|76 Tahun 2022 Penyelenggaraan Penilaian Kelayakan Puskesmas/Visitasi Registrasi Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)

77|77 Tahun 2022 Pengiriman Data Mapping Akreditasi FKTP Ke Kemenkes RI

78|78 Tahun 2022 Pembuatan Surat Permintaan Data Mapping Akreditasi FKTP Ke Kabupaten/Kota

79|79 Tahun 2022 Penerbitan Rekomendasi Survei Akreditasi FKTP

80|80 Tahun 2022 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Akreditasi FKTP

81|81 Tahun 2022 Penyelenggaraan Pelayanan Dokter Spesialis Dalam Rangka Pelayanan Kesehatan Rujukan ke RSUD
Kabupaten Non Rujukan Regional

82|82 Tahun 2022 Validasi Data Aplikasi Rumah Sakit Online

83|83 Tahun 2022 Validasi Data Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (ASPAK) Rumah Sakit Kelas B

84|84 Tahun 2022 Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) Program Pelayanan

Kesehatan Rujukan

85|85 Tahun 2022 Manajemen Data dan Informasi Program Pelayanan Kesehatan Rujukan

86|86 Tahun 2022 Penyelenggaraan Visitasi Rumah Sakit Kelas C dan D

87|87 Tahun 2022 Penerbitan Rekomendai Penetapan Kelas Rumah Sakit Kelas B

88|88 Tahun 2022 Penerbitan Rekomendasi Izin Operasional Rumah Sakit Kelas B

89|89 Tahun 2022 Penerbitan Rekomendasi Mendirikan Rumah Sakit Kelas B

90|90 Tahun 2022 Validasi Registrasi Akun Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
91(91 Tahun 2022 Validasi Registrasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan

92|92 Tahun 2022 Pengaktifan Disaster Medical Team (DMT) Provinsi NTT

93(93 Tahun 2022 Pengaktifan Tim Cluster Kesehatan

94|94 Tahun 2022 Penugasan Tim Rapid Health Assessment (RHA) Provinsi NTT

95(95 Tahun 2022 Manajemen Data dan Informasi Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

96

96 Tahun 2022

Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) Program
Kefarmasian dan Alat Kesehatan

97|97 Tahun 2022 Distribusi Obat Buffer
98|98 Tahun 2022 Distribusi Obat Program, Vaksin dan Perbekalan Kesehatan
99|99 Tahun 2022 Penerimaan Donasi Logistik Pihak Ketiga

100|100 Tahun 2022 Distribusi Donasi Logistik Pihak Ketiga

101{101 Tahun 2022 Penerimaan Obat, Vaksin dan Perbekalan Kesehatan

102|102 Tahun 2022 Penyimpanan Obat dan Perbekalan Kesehatan

103|103 Tahun 2022 Penyimpanan Vaksin

104|104 Tahun 2022 Penyusunan Laporan Mutasi Obat Program, Vaksin dan Perbekalan Kesehatan
105|105 Tahun 2022 Pengusulan Pemusnahan Obat, Vaksin dan Perbekalan Kesehatan

106|106 Tahun 2022 Penerimaan Vaksin COVID-19

107|107 Tahun 2022 Penyimpanan Vaksin COVID-19

108|108 Tahun 2022 Pendistribusian Vaksin COVID-19 dan Logistik Pendukung




109

109 Tahun 2022

Verifikasi Sertifikat Standar (Perizinan Berusaha Berbasis Resiko) CDAKB untuk PAK Cabang, Izin PBF
Cabang, Izin Pedagang Besar Kosmetika, Izin Pedagang Besar Obat Tradisional melalui OSS RBA
Berbasis Resiko

110

110 Tahun 2022

Verifikasi dan Pelaporan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) Melalui Aplikasi E-Monev Obat

111|111 Tahun 2022 Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) Buffer Stok Provinsi sumber Dropping Pusat

112|112 Tahun 2022 Penyampaian Rencana Obat Program (ROP) Melalui Aplikasi E-Monev Obat

113]113 Tahun 2022 Penyampaian Feedback Hasil Analisis dan Perencanaan Program Penanganan Stunting ke
Kabupaten/Kota

114|114 Tahun 2022 Perencanaan Kebutuhan Obat KIA dan Gizi

115|115 Tahun 2022 Penanganan Penurunan AKI AKB dan Stunting

116{116 Tahun 2022 Pembinaan dan Monev Data Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)

117|117 Tahun 2022 Analisis Data Kebutuhan Media Promosi 10 Penyakit Terbesar dan Isu Strategis

118|118 Tahun 2022 Pembinaan dan Monev Tentang Penyebaran Media Promosi Kesehatan

119

119 Tahun 2022

Promosi Kesehatan Melalui Media Cetak

120

120 Tahun 2022

Manajemen Data dan Informasi Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

121|121 Tahun 2022 Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Program Promosi
Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

122122 Tahun 2022 Promosi Kesehatan Melalui Media Elektronik

123]123 Tahun 2022 Penyusunan Laporan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

124|124 Tahun 2022 Penerbitan Surat Perintah Mengeluarkan Barang (SPMB) Obat, Vaksin dan Perbekalan Kesehatan

125|125 Tahun 2022 Pengusulan Penetapan Eliminasi Penularan Penyakit Menular;

126|126 Tahun 2022 Investigasi Sinyal Kewaspadaan Dini Penyakit Berpotensi KLB

127|127 Tahun 2022 Penyelidikan Epidemiologi (PE) Pada Saat Kejadian Luar Biasa (KLB) Skala Besar

128|128 Tahun 2022 Investigasi Kejadian lkutan Pasca Imunisasi (KIP1)

129|129 Tahun 2022 Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) Program Surveilens
dan Imunisasi

130|130 Tahun 2022 Manajemen Data Press Rilis dan Data Laporan COVID-19

131|131 Tahun 2022 Manajemen Data dan Informasi Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
dan Kesehatan Jiwa

132|132 Tahun 2022 Penyusunan Rencana Kebutuhan Logistik Program Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

133|133 Tahun 2022 Manajemen Data dan Informasi Pendaftaran Penduduk

134|134 Tahun 2022 Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) Program Fasilitasi
Pendaftaran Penduduk

135[135 Tahun 2022 Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk

136{136 Tahun 2022 Penyelenggaraan Pemantauan dan Evaluasi Pendaftaran Penduduk

137{137 Tahun 2022 Penyelenggaraan Supervisi Pendaftaran Penduduk

138{138 Tahun 2022 Penyelenggaraan Pemantauan dan Evaluasi Pencatatan Sipil

139|139 Tahun 2022 Manajemen Data dan Informasi Program Fasilitasi Pencatatan Sipil

140|140 Tahun 2022 Penyelenggaraan Supervisi Pencatatan Sipil

141]141 Tahun 2022 Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil

142(142 Tahun 2022 Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) Program Fasilitasi

Pencatatan Sipil

143|143 Tahun 2022 Penyusunan Naskah Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data NIK, Data Kependudukan dan KTP
Elektronik Oleh Lembaga Pengguna

144|144 Tahun 2022 Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) Program
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

145|145 Tahun 2022 Pemberian Data Informasi Kependudukan dan Pencatataan Sipil

146

146 Tahun 2022

Penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Nusa Tenggara Timur

147|147 Tahun 2022 Manajemen Data dan Informasi Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan
Pemanfaatan Data

148|148 Tahun 2022 Penetapan Pemuktahiran Daftar Informasi Publik yang dikecualikan

149149 Tahun 2022 Pemuktahiran Daftar Informasi Publik

150|150 Tahun 2022 Pengdokumentasian Informasi yang Dikecualikan

1511151 Tahun 2022 Pengdokumentasian Informasi Publik

152

152 Tahun 2022

Pengelolaan Keberatan

153

153 Tahun 2022

Pelayanan Permohonan Informasi Publik

154

154 Tahun 2022

Uji Konsekuensi Informasi Publik

155

155 Tahun 2022

Penyelesaian Sengketa Informasi

156

156 Tahun 2022

Penanganan Surat Masuk

157

157 Tahun 2022

Penanganan Surat Keluar

158

158 Tahun 2022

Penerbitan Nota Dinas




159|159 Tahun 2022 Penatalaksanaan Absensi Sidik Jari

160{160 Tahun 2022 Penerbitan Nota Dinas Mutasi PNS

161|161 Tahun 2022 Penerbitan SK Kenaikan Gaji Berkala

162|162 Tahun 2022 Permohonan Izin Tidak Masuk Kerja Karena Sakit

163|163 Tahun 2022 Permohonan lzin Tidak Masuk Kerja / Terlambat Masuk Kantor / Pulang Awal

164

164 Tahun 2022

Pengusulan Pensiun PNS

165

165 Tahun 2022

Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) program di Sub
Bagian Kepegawaian & Umum

166|166 Tahun 2022 Penerbitan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi
NTT

167{167 Tahun 2022 Penyusunan Draft Surat Keputusan Gubernur

168|168 Tahun 2022 Pembersihan Toilet dan Lingkungan Kantor

169|169 Tahun 2022 Pengamanan Lingkungan Kantor

170{170 Tahun 2022 Penyusunan Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah

171|171 Tahun 2022 Pemakaian Ruangan Aula Dinas

172{172 Tahun 2022 Penerbitan SPM UP/GU/TU/LS

173|173 Tahun 2022 Penerbitan SPP dan SPM Gaji Pegawai

174{174 Tahun 2022 Penyusunan Laporan Keuangan

175|175 Tahun 2022 Pengajuan SPP LS dan SPM Barang dan Jasa

176|176 Tahun 2022 Penerimaan Retribusi Daerah

177|177 Tahun 2022 Pengajuan SPP DAN SPM UP, GU, TU,dan LS APBN

178|178 Tahun 2022 Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) Sub Bagian
Keuangan

179|179 Tahun 2022 Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

180

180 Tahun 2022

Verifikasi Dokumen Surat Pertanggungjawaban (Dokumen SPJ)

181

181 Tahun 2022

Penerbitan SPP dan SPM TPP

182

182 Tahun 2022

Penomoran Buku Kas Umum (BKU)

183

183 Tahun 2022

Pengarmpan Dokumen / Naskah Dinas Sub Baglan Keuangan

184

184 Tahun 2022

185

185 Tahun 2022

Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan(TOR) dan Rmc:an Anggaran Blaya (RAB) program Pelayanan
Kesehatan Primer & Tradisional

186

186 Tahun 2022

Penyusunan Rencana Kebutuhan Logistik Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

187

187 Tahun 2022

Manajemen Data dan Informasi Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

188

188 Tahun 2022

Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB)
programPencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

189

189 Tahun 2022

Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) Program
Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

190

190 Tahun 2022

Penerbitan Surat Perintah Mengeluarkan Barang (SPMB) Obat Program Kesehatan Jiwa

191

191 Tahun 2022

Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

192

192 Tahun 2022

Penerbitan Surat perintah Mengeluarkan Barang (SPMB) obat/bahan/perbekalan kesehatan
program kesga, gizi dan KB

193

193 Tahun 2022

Manajemen Data dan Informasi Program Kesehatan Keluarga, Gizi dan KB

194

194 Tahun 2022

Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) Program Kesehatan
Keluarga, Gizi dan KB

195

195 Tahun 2022

Pembuatan Surat Permintaan Pengkaji Eksternal Audit Maternal Perinatal (AMP)

196

196 Tahun 2022

Penyusunan Daftar Pemberian Makanan Tambahan (PMT)

197

197 Tahun 2022

Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Petugas Gizi

198

198 Tahun 2022

Penerbitan Surat Perintah Mengeluarkan Barang (SPMB) Program Kesehatan Lingkungan,
Kesehatan kerja dan olahraga

199

199 Tahun 2022

Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) Program Kesehatan
Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga

200{ 200 Tahun 2022 Manajemen Data dan Informasi Program Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga

201)201 Tahun 2022 Pendistribusian Buku dan peralatan/perlengkapan Program Kesehatan lingkungan, kesehatan kerja
dan olahraga

202|202 Tahun 2022 Penyelenggaraan Bimbingan Teknis/Pembinaan/FasilitasiTeknis Program Kesehatan Lingkungan,

Kesehatan Kerja dan Olahraga

203

203 Tahun 2022

Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Program Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan
Olahraga




204|204 Tahun 2022 Pengarsipan Dokumen / Naskah Dinas Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga

205|205 Tahun 2022 Penyelenggaraan Pertemuan /Sosialisasi/Workshop/Advokasi/Diseminasi/Orientasi Program
Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga

206|206 Tahun 2022 Penyampaian surat umpan balik atas laporan online Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan
Olahraga

207|207 Tahun 2022 Penerbitan Surat Rekomendasi Lolos Butuh Apoteker

208|208 Tahun 2022 Penerbitan Surat Penugasan Dokter Spesialis

209|209 Tahun 2022 Penerbitan Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK)

210{210 Tahun 2022 Penerbitan Surat Bukti Lapor Apoteker ;

211|211 Tahun 2022 Manajemen Data dan Informasi Program Legalitas Tenaga Kesehatan dan Institusi Diklat SDM
Kesehatan

212|212 Tahun 2022 Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) Program Legalitas
Tenaga Kesehatan dan Institusi Diklat SDM Kesehatan

213|213 Tahun 2022 Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan

214|214 Tahun 2022 Legalisasi Surat Tanda Registrasi (STR), Pembuatan/Legalisasi Surat KeteranganSTR Dalam Proses,
dan Pembuatan/Legalisasi Surat Keterangan Perbaikan Kesalahan Data

215{215 Tahun 2022 Permintaan Usulan Tenaga Kesehatan Teladan dari Kabupaten / Kota

216|216 Tahun 2022 Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Provinsi dan Nasional

217{217 Tahun 2022 Pengusulan Draft SK Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Provinsi dan Nasional

218(218 Tahun 2022 Pengajuan Proposal Pelaksanaan Uji Kompetensi Fungsional Kesehatan

219|219 Tahun 2022 Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan

220{220 Tahun 2022 Penerbitan Sertifikat Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan

221

221 Tahun 2022

Penyusunan Laporan hasil pemantauan pendayagunaan Tenaga Kerja Warga Negara Aasing skala
Provinsi

222|222 Tahun 2022 Penerbitan SK Tim Penilai Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Provinsi dan Nasional

223|223 Tahun 2022 Penerbitan SK Tim Penguji dan Tim Pelaksana Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan Tingkat
Provinsi NTT

2241224 Tahun 2022 Penerbitan SK Sekretariat Tim Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan di Lingkungan

Dinas Kesehatan Provinsi NTT

225)225 Tahun 2022 Penyusunan Laporan Keanggotaan dan Kegiatan Organisasi Profesi Provinsi NTT
226|226 Tahun 2022 Permintaan Usulan Peserta Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan

227|227 Tahun 2022 Pembuatan Surat Pemberitahuan Penjemputan Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat
228|228 Tahun 2022 Penerbitan surat pemberitahuan mengikuti desk Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat
229)229 Tahun 2022 Pengusulan Puskesmas Penempatan NS Team base dan Individu

230{230 Tahun 2022

Pembuatan Surat Usulan Kebutuhan Dokter Spesialis

231|231 Tahun 2022 Pengusulan Wahana Pendayagunaan Dokter Spesialis (PDS)

232|232 Tahun 2022 Pembuatan Surat Pemberitahuan Visitasi Wahana Pendayagunaan Dokter Spesialis (PDS)

233|233 Tahun 2022 Penyelenggaraan Seleksi Tenaga Kesehatan Tidak Tetap Daerah/PTT

234|234 Tahun 2022 Pengusulan Tenaga Kesehatan Tidak Tetap Daerah/PTT untuk ditetapkan dengan SK Gubernur

235(235 Tahun 2022 Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) Program
Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan

236|236 Tahun 2022 Pembuatan Surat Pemberitahuan Pemulangan dan Penerimaan Peserta Program Internsip Dokter
Indonesia (PIDI)

237{237 Tahun 2022 Pembuatan Surat usulan Pembukaan Wahana Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI)

238|238 Tahun 2022 Pembuatan Surat Usulan Nama Pendamping PIDI Yang Akan Mengikuti Pelatihan

2391239 Tahun 2022 Pembuatan Surat Pemberitahuan Visitasi Wahana Program Internsip Dokter Indonesia

240|240 Tahun 2022 Serah Terima Peserta Program Interensip Dokter Indonesia

241|241 Tahun 2022 Penyelenggaraan Workshop Perhitungan Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan Tingkat Provinsi

242|242 Tahun 2022 Penyelenggaraan Workshop Penyusunan Dokumen Rencana Kebutuhan SDM kesehatan Tingkat
Provinsi

243|243 Tahun 2022 Penyusunan Dokumen Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan Tingkat Provinsi

244|244 Tahun 2022 Penerbitan Surat Penempatan Dokter Spesialis Selesai Pendidikan PPDS/PPDGS

245|245 Tahun 2022 Penyusunan Dokumen Profil SDM Kesehatan Provinsi NTT

246|246 Tahun 2022 Penerbitan Surat Rekomendasi Pendidikan Lanjut Tenaga Kesehatan

2471247 Tahun 2022 Manajemen Data dan Informasi Kesehatan Program Perencanaan dan Pendayagunaan SDM
Kesehatan

248|248 Tahun 2022 Penyusunan Laporan Bulanan




249)249 Tahun 2022 Penyusunan Laporan Triwulan

250/250 Tahun 2022 Penyusunan Laporan Semester

251|251 Tahun 2022 Penyusunan Laporan Perjalanan Dinas

252|252 Tahun 2022 Pemantauan dan Pelaksanaan Penemuan Kasus Secara Aktif Pada Fasilitas Tertutup
253|253 Tahun 2022 Pemantauan dan Pelaksanaan Penemuan Kasus Secara Aktif Pada Instansi/Perkantoran
254|254 Tahun 2022 Layanan Informasi Pemeriksaan Laboartorium

255|255 Tahun 2022 Pencairan Dana Kegiatan

256|256 Tahun 2022 Penyusunan Laporan

257(257 Tahun 2022 Penanganan Surat Keluar

258|258 Tahun 2022 Penaganan Surat Masuk

259|259 Tahun 2022 Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA)

260|260 Tahun 2022 Penyusunan Rencana Kerja

261|261 Tahun 2022 Penyusunan Program dan Anggaran

262|262 Tahun 2022 Penyelenggaraan Bimtek

263|263 Tahun 2022 Mobile Service Laboratorium




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP AP - |11 Tahun 2022
Tanggal Pembuatan __: |01 Februari 2021
Tanggal Revisi - [17 Oktober 2022
Tanggal Efektif

Disahkan oleh : ¢ Kepala Dil;ﬁu

Judul SOP AP : Pengarsipan Dol

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1 Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 43
Tahun 2008 Tentang Kearsipan

3 Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

4 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

5 Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Klasifikasi Arsip

6 Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia

7 Peraturan Gubernur NTT Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata MNaskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

8 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Gubemnur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi NTT.

1. Pendidikan minimal SLTA.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1 SOP AP Penanganan Surat Masuk.
2 SOP AP Penanganan Surat Keluar.

1. Alat Tulis Kantor.
2. Buku ﬁgenda Surat Masuk dan Surat Keluar

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila Pengarsipan Dokumen / Naskah Dinas tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka akan
Mdempak pada penelusuran Dokumen / Naskah Dinas

2. Disimpan sebagai data manual.

1. Pada agenda Surat Masuk dan Surat Keluar.




Memerintahkn engadministrasi

10 menit

' Dokumen / skah

Dokumen / Naskah
Umum untuk mengarsipkan Dokumen / Dinas Dinas, Disposisi,
Naskah Dinas Petunjuk
. |Mengecek Dokumen / Naskah Dinas Dokumen / Naskah 10 menit  |Dokumen / Naskah,
dan memberikan Kode pada Dokumen Dinas, Disposisi, Kode Arsip
/ Naskah Dinas sesuai jenis dan pokok Petunjuk
urusan
. |[Mencatat pada buku agenda / File Dokumen / Naskah, 10 menit Dokumen / Naskah,
Arsip Kode Arsip Kode Arsip, Agenda, File
Arsip
. |Menyimpan dokumen / naskah dinas Dokumen / Naskah, 10 menit  |Dokumen / Naskah, Masa simpan arsip

pada tempat pengarsipan yang
tersedia

Kode Arsip, Agenda,
File Arsip

Kode Arsip, Agenda, File

Arsip

disesuaikan dengan
masa waktu kebutuhan
akan arsip tersebut




O

2 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintghan

3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah

4 Peraturan Gubemnur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Petunjyk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerjntah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

i o - |Nomor SOP A‘P : |12 Tahun 2022
Tanggal Pembuatan : |01 Februari 2021
Tanggal Revisi : J07 Juni 2022
Tanggal Efektif ¢ !
Disahkan oleh 3 ‘., Kepala ]

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SEKRETARJAT
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
Judul SOP AR : Pernelih
Dasar Hukum : ) Kualifikasi pelaksana : ?
1 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2016 tentang Grand Design Refprmasi Birokrasi 1 Pendidikan minimal SMA
2010 - 2025

Keterkaitan :
1 SOP AP Pengamanan Lingkungan Kantor
2 SOP AP Pembersihan Toilet dan Lingkungan Kantor

PeralatanIPeriengkapan 5
1 Dokumen Barang
2 Inventaris

3 SOP AP Penerbitan SPM UP/GU/TU/LS

|Peringatan : 4 ) ) )

Jika Pemeliharaan dan Perbaikan Fasilitas kantor tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka
akan menghambat aktivitas perkantoran

.

Pencatatan dan Pendataan :
Database Sub Bagian Kepegawaian dan Umum




Menerima nota dinas dari ota dinas dari 15 menit | Disposisi

Bidang/sekretariat terkait kebutuhan Bjdang/sekretariat terkait

pemeliharaan/perbaikan fasilitas kantor kebutuhan

dan memerintah Kasubag untuk pemeliharaan/perbaikan

menindaklanjuti nota dinas fasilitas kanto

Mengecek fasilitas kantor yang diajukan Disposisj - 2jam Laporan fasilitas kantor dan

oleh bidang bidang/sekretariat dan pagu anggaran

kesgsuaian dengan pagu anggaran.

Selanjutnya, melaporkan ke Sekretaris

dinas

Menerima laporan dari Kasubag dan Laporan fasilitas kantor dan 30 menit  |Disposisi

pengelola sarang & prasarana. Jika setuju pagu anggaran

memerintah pengelola sarana & prasarana Y

untuk pemeliharaan/perbaikan fasilitas Tlc‘lak

kantor, jika tidak memeyintah Kasubag

untuk menyampaikan ke

bidang/sekretariat yang mengajukan Ya

permintaan

Melaksanakan pemeliharaan/perbaikan Disposisi 1 hari Terlaksananya pemeliharaan /|- Terkait SOP AP

fasijitas secara internal maupun dengan perbaikan fasilitas kantor Pencairgn Dana

pihak ketiga. Selanjutnya melaporkan - Kegiatan

kepada Kasubag

Memeriksa dan mengontrol pelaksanaan Terlaksananya pemeliharaarn / 1 hari Terlaksananya pemeliharaan /|- Waktu dapat

pemeliharaan/perbaikan fasilitas kantor. perbaikan fasilitas kantor perbaikan fasilitas kantor berubah sesuaij
dengan kondisi

kerusakan fasilitas
kantor




Nomor SOP AP : |13 Tahun 2022
Tanggal Pembuatan : |01 Februari 2021
Tanggal Revisi : |17 Oktober 20257 |\ ©
Tanggal Efektif : v
Disahkan oleh i i3 &
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SEKRETARIAT :
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM Judul SOP AP g Penyusuhn mmléﬂngnun (DUK)
Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana : -

1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 1. Pendidikan minimal D3

2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan (DUK) 2. Memahami Penyusunan DUK

3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan 3 Sabar dan teliti

Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

4 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri
Sipil

5 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

6 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi

7 Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 Tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara

|Keterkaitan : Peralatan/periengkapan :
1 SOP AP Pengusulan Kenaikan Pangkat 1. ATK
2 SOP AP Pengusulan Pensiun PNS 2. Komputer
3. Printer
[Peringatan Pencatatan dan pendataan :

Apabila penyusunan daftar urut kepangkatan tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka  |Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy di sub Bagian Kepegawaian dan Umum
akan menghambat objektifitas dalam pembinaan para pegawai negeri sipil berdasarkan
sistem karir dan sistem prestasi kerja.




Mengumpulkan bahan Penyusunan Daftar
Urut Kepangkatan (DUK) dan menyusun
konsep DUK, selanjutnya menyerahkan ke
Kasubag

DUK tahun sebelumnya,
SK Kenaikan Pangkat
terakhir PNS, SK jabatan,
ijazah terakhir, SK
Penyesuaian ijazah

3 minggu

konsep DUK

Memeriksa konsep DUK, Jika setuju, v konsep DUK 1jam |konsep DUK yang telah
memaraf dan menyampaikan kepada sekdis. Tidak Ya disetujui kasubag

Jika tidak setuju mengembalikan kepada ’

PPengelola Kepegawaian untuk diperbaiki

Memeriksa konsep DUK, Jika setuju, \ konsep DUK yang telah 30 menit |konsep DUK yang telah
memaraf dan menyampaikan kepada Kepala Tidak Ya disetujui kasubag disetujui kasubag dan
dinas. Jika tidak setuju mengembalikan sekretaris

kepada kasubag untuk diperbaiki

Memeriksa konsep DUK, Jika setuju konsep DUK yang telah 15 menit |DUK

menandatangani dan menyerahkan kepada Tidak disetujui kasubag dan

sekdis. Jika tidak setuju mengembalikan sekretaris

kepada sekdis untuk diperbaiki.

Menyerahkan DUK kepada Kasubag untuk DUK 10 menit |DUK

ditindaklanjuti

Menyerahkan DUK kepada Pengelola DUK 10 menit |DUK

Kepegawaian

Mengarsipkan dan Mendokumentasikan DUK DUK 1Jam |DUK




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP AP * |14 Tahun 2022

| Tanggal Pembuatan _ * |01 Februari 2021

L]'mal Revisi |17 Oktober 2022

| Tanggal Pengesahan

Disahkan oleh Pencatatan
< “TENGUr =

Judul SOP AP : Penyeienggai‘iﬁrmpm'nal Manajemen Mutu

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

4 Peraturan Gubermur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa

1 Pendidikan minimal S1

2 Memahami sistematika penyusunan notulen

3 Memahami tata naskah dinas

Tenggara Timur.
Keterkaitan : Peralatan/periengkapan :
1 SOP AP Penanganan Surat Keluar 1 ATK
2 SOP AP Penanganan Surat Masuk 2 Komputer
3 SOP AP Penyusunan Laporan 3 Printer
4 SOP Pengarsipan Dokumen / Naskah Dinas
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :

Apabila Penyelenggaraan Audit Internal Manajemen Mutu tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka
akan berdampak pada Hasil Sertifikasi 1SO 9001:2015

Disimpan sebagai Softcopy dan Hardcopy di Subag Kepegawaian & Umum




7 Mengaskan retaris untuk periekan

Audit Internal Manajemen Mutu

enda Kerja

Disposisi _

2 |Memerintahkan kepada Kasubag Kepegawaian Disposisi 15 menit |Disposisi
dan Umum untuk mempersiapkan Rapat
Persiapan Audit Internal Manajemen Mutu

3 |Melaksanakan Rapat Persiapan Audit internal Disposisi 1Jam |Pembagian Tugas
Manajemen Mutu

4 |Menyusun Program Audit Internal Manajemen Pembagian Tugas 3Jam |Program Audit
Mutu dan menyampaiakn kepada Lead Auditor Internal

5 |Membuat Jadwal dan Daftar Periksa Audit Program Audit 3Jam |Jadwal dan Daftar
Internal Manajemen Mutu (Check List) Internal Periksa Audit

€6 |Pembukaan Audit Internal Manajemen Mutu Jadwal dan Daftar 1Jam |Jadwal dan Daftar
dengan menyampaikan agenda pelaksanaan Periksa Audit Periksa Audit
Audit Sertifikasi ISO pada masing-masing Bidang

7 |Melaksanakan Audit Internal Manajemen Mutu Jadwal dan Daftar 1 Hari |Hasil Audit
sesuai jadwal dan lingkup yang telah ditetapkan Periksa Audit Sementara

8 |Rapat Auditor yang dipimpin oleh Lead Auditor Hasil Audit 2 Jam |Hasil Audit
dengan agenda penyampaian temuan oleh Sementara
masing-masing Auditor dan Perumusan Hasil
AUDIT

9 [Penutupan Audit Internal Manajemen Mutu Hasil Audit 3Jam |Hasil Audit, Berita
dengan agenda pemaparan hasil temuan Audit Acara Tindak Lanjut
Sertifikasi 1ISO 9001:2015 Hasil Audit

10 |Penyusunan Laporan Audit Internal Manajemen Hasil Audit, Berita 1 Hari |Laporan Audit Internal
Mutu beserta tindaklanjutnya yang telah Acara Tindak Lanjut Manajemen Mutu
ditandatangani oleh auditor dan auditee dan Hasil Audit
menyerahkan kepada Tim ISO

11 |Mengarsipkan dan menyampaikan Laporan Audit Laporan Audit 5 menit |Laporan Audit internal

Internal Manajemen Mutu Kepada Kepala Dinas

Internal Manajemen
Mutu

Manajemen Mutu




Nomor SOP AP - |15 Tahun 2022
Tanggal Pembuatan : |01 Februari 2021
| Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Judul SOP AP

Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :

1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

3 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 -
2025

4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan
5 Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

Peraturan Gubermnur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1 Mampu mengoperasikan komputer dan jaringan internet

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1 SOP AP Penanganan Surat Masuk 1 Laptop/komputer
2 SOP AP Penanganan Surat Keluar 2 Printer
3 ATK
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika publikasi kegiatan dinas tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka akan menghambat Database Sub Bagian/Seksi/Substansi

penyampaian informasi kegiatan dinas kepada masyarakat




Membuat konten/berita sesuai template dan Laporan Kegiatan, video Konsep Konten/berita Foto dan video
menyampaikan ke Kasubag / Kasie / Sub dan foto kegiatan sudah diedit dan
Koordinator siap diupload
Memeriksa Konsep Konten/berita, jika setuju Konsep Konten/berita 1 jam Konsep Konten/berita
menyampaikan ke Kepala Bidang / Tidak Ya yang telah disetujui oleh
Sekretaris. Jika tidak setuju mengembalikan Kasubag / Kasie / Sub
ke Petugas untuk diperbaiki Koordinator Substansi
Memeriksa Konsep Konten/berita, jika setuju Konsep Konten/berita 30 menit | Draft Konten/berita
menyampaikan ke Kepala Dinas. Jika tidak Tidak Ya yang telah disetujui oleh
setuju mengembalikan ke Kasubag / Kasie / Kasubag / Kasie / Sub
Sub Koordinator Substansi untuk diperbaiki ? Koordinator Substansi
Memeriksa draft konten/berita, jika setuju \ Draft Konten/berita 20 menit  |Konten/berita
menyampaikan ke Admin Website dan Tidak ‘ Ya
Medsos untuk diposting pada website dan
medsos. Jika tidak setuju mengembalikan ke
kabid/sekretaris untuk diperbaiki
Memosting/mengupload konten/berita pada Konten/berita 2 jam Terpublikasinya
website/medsos Dinkes Dukcapil Prov. NTT * konten/berita kegiatan

Dinkes Dukcapil Prov,

NTT




Nomor SOP AP 16 Tahun 2022

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Tanggal Pembuatan 13 September 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif :

Disahkan oleh dan Pencatatan

Judul SOP AP

" |SKM)

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

1. Pendidikan minimal SLTA

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-f 2. Mampu mengoperasikan Komputer dan Mc. Office
2025 3. Memahami tata naskah dinas
3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
4. Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 201S tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. -
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP AP Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi 1. ATK
2. SOP AP Penyusunan Laporan 2. Komputer
3. Telepon/Faximile
4. Printer

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Lzporan E-Survei Kepuasan Masyarakat (E-SKM) tidak dilaksanakan sesuai prosedur
maka akan berdampak pada mutu kualitas pelayanan Publik

Data disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy di Sub Bagian Keegawaian dan
Umum




Mengarahkan pengguna layanan untuk

i E-SKM yang telah
i mengisi survei kepuesan masyarakat melalui barcode E-SKM diisi oleh pengguna
i link atau barcode yang tersedia di meja layanan
i resepsionis
| Memeriksa hasil E-SKM yang telah diisi cleh E-SKM yang 1hari  |E-SKM yang telah :
pengguna layanan telah diisi oleh diperiksa oleh F.emenksaan
pengguna Admin dilakukan
layanan setiap 3 bulan
Menyusun konsep Laporan E-SKM dan E-SKM yang 1 minggu [konsep Laporan E-
menyampaikan ke Kasubag telah diperiksa SKM
i oleh Admin
1 Memeriksa kansep Laporan E-SKM, jika konsep Laporan| 1jam |[konsep Laporan E-
g setuju memaraf dan menyampaikan ke Tidak Ya E-SKM SKM
i Sekretaris dinas. Jika tidak setuju
| mengembalikan ke Admin E-SKM untuk
diperbaiki
Memeriksa kansep Laporan E-SKM, jika konsep Laporan| 30 menit |draf Laporan E-
setuju memaraf dan menyampaikan ke Tidak Ya E-SKM SKM
Kepala dinas. Jika tidak setuju
mengembalikan ke Kasubag Kepegawaian
dan Umu untuk diperbaiki
Memeriksa draf Laporan E-SKM, jika setuju draf Laporan E- | 15 menit |Laporan E-SKM,
menandatangani dan menyampaikan ke Tidak SKM disposisi
Sekretaris dinas untuk ditindaklanjutl. Jika
tidak sstuju mengembalikan ke Sekretaris
dinas untuk diperbaiki Ya
|
Menyampalkan Laporan E-SKM ke Kasubag ﬁ draf Laporan E- | 10 menit |Laporan E-SKM,
untuk ditindaklanjuti SKM disposisi
Menyampaikan Laporan E-SKM ke Admin E- Laporan E- 10 menit [Laporan E-SKM,
SKM untuk ditindaklanjuti SKM, disposisi disposisi
Mengarsipkan dan mendoukemntasikan Laporan E- 1jam |Laporan E-SKM
Laporan E-SKM * SKM, disposisi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP : |17 Tahun 2022
Tanggal Pembuatan _: |07 Juni 2022
Tanggal Revisi .
Tanggal Efektif £
Disahkan oleh e Kepalamﬁ esehatam-Kepahdtigkan dan Pencatatan Sipil
T s e
Hiy F
H [+ )
\\ /. - ,
Judul SOP AP Penenmaaﬂ@ vt Magang/Praktek Kerja Lapangan

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi

Birokrasi 2010 - 2025

2 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayzan Nomor 50 tahun 2020 tentang

Praktik Kerja Lapangan bagi Peserta Didik

4 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017
Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur

1. Memiliki Kemampuan Microsoft Office (Word dan Excel)

2 Memiliki Kemampuan untuk membimbing para peserta magang

Keterkaitan : Peralatan/ Perlengkapan :
1. SOP AP Penanganan Surat Masuk 1. Komputer
2. SOP AP Penanganan Surat Keluar 2. ATK
3 Printer

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika Penerimaan Mahasiswa/Siswa Magang/Praktek Kerja Lapangan tidak
dilaksanakan sesuai prosedur maka akan berdampak pada tingkat pemahaman

maupun kemampuan peserta magang pada saat terjun ke dunia kerja

Disimpan sebagai hardcopy dan softcopy pada Sub Bagian Kepegawaian & Umum




A Surth Perr;'rohor_aan

1 hari

Mendisposisi surat permohonan magang/praktek Terkait SOP AP
kerja lapangan dari lembaga pendidikan magang/praktek kerja Fenanganan
(SMK/Universitas, dil) untuk ditindaklanjuti lapangan Surat Masuk
Membuat surat balasan permohonan disposisi 1 hari surat balasan permohonan |Terkait SOP AP
magang/praktek kerja lapangan kepada magang/praktek kerja Penanganan
lembaga pendidikan (SMK/Universitas, dll) lapangan Surat Keluar
Menerima mahasiswa/siswa magang/praktek surat balasan permohcnan |2 jam disposisi
kerja lapangan (PKL) dan memberikan arahan magang/praktek kerja
kepada para peserta magang. Selanjutnya lapangan
memerintah Analis Tata Usaha untuk
menyiapkan rota dinas penempatan bagi peserta
magang/raktek kerja lapangan (PKL)
Membuat nota dinas penempatan bagi peserta disposisi 1 hari nota dinas penempatan Terkait SOP AP
magang/raktek kerja lapangan (PKL) mahasiswa/siswa Penerbitan
magang/PKL Nota Dinas
Mendistribusikan mahasiswa/siswa magang/PKL nota dinas penempatan |1 jam Terdistribusinya
ke subag/seksi sesuai nota dinas mahasiswa/siswa mahasiswalsiswa
magang/PKL magang/PKL ke
subag/seksi sesuai nota
dinas
Membimbing para mahasiswa/siswa selama \ Terdistribusinya Sesuai Terlaksananya
melaksakanakan program magang/PKL mahasiswa/siswa waktu pembimbjngan
- magang/PKL ke magang/ |mahasiswa/siswa
subag/seksi sesuai nota |PKL magang/PKL
as.
Membuat sertifikat magang bagi #naksamnya 1 hari Sertifikat magang bagi
Mahasiswa/siswa magang/PKL pembimbingan Mahasiswalsiswa
mahasiswalsiswa magang/PKL
magang/PKL




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SEKRETARIAT

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

"[Nomor SOP AP : |18 Tahun 2022

Tanggal Pembuatan : |07 Juni 2022

Tanggal Revisi :

Tanggal Efektif _ § .

Disahkan oleh ; rKepéiQD arl Aeganfuduia ;an Pencatatan
o i 3 i

X7ENGG
Judul SOP AP : |Penyelenggaraan-Rapat Berkala

Dasar Hukum:

'|Kualifikasi Pelaksana:

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomeor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Adminjstrasi Pemerintahan.

3. Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2019 teptang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomar 44 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan dj
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenagara Timur.

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Mampu mengoperasikan Komputer dan Mc. Office
3. Memahami tata naskah dinas

Keterkaitan:

1. SOP AP Penerbitan Nota Dinas
2. SOP AP Penyusunan Laporan

' Paralataanerlequagan:

1. ATK

2. Komputer

3. Telepon/Faximile
4. Printer

Peringatan

"[Pencatatan dan pendataan :

Apabila Pelaksangan Rapat Berkala tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka pengambilan
keputusan tidak dapat berjalan lancar

Data disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy di Sub Bagian / Seksi




disposisi
" "I I Mm‘ " —I m I 3 .. ‘ 10"'”1“ l. L e v
mempeysiapkan ruangan rapat, sound system, LCD,
pqhdqnpuhnglmpnnluhmknbtm
ruangan, LCD, sound System, dafar hadir, ATK, nota
dinas undangan rapat, konsumsi, dil uptuk keperiuan
rapat
[Menyiapkan ruangan, LCD, sound System, dafar hadir, disposisi " 1hari |Tersedianya ruangan, LCD,
ATK, urdangan rapat, konsumsi, dil untuk kegeriuan soynd System, dafar hadir,
rapat ATK, nota dinas undangan
rapat, konsumsi, dil untuk
keperiuan rapat

Mengecek kesiapan pejaksanaan rapat dan kehadiran Tersedianya ruangan, LCD, 15 menjit |Kesiapan peserta rapat
peserta rapat sprta menyampajkan kepada Sekretaris soupd Systam, dafar hadir,
dinas ATE, nota dinas undangan

rapat, konsumsi, dif untuk

keperiuan rapat
Melaksanakan [apat berkala laparan kesiapan rapat " 1jam |Terjaksananya rapat berkala
Mengetjk / mencatat nctulen dan mendokumentasikan Terlaksananya rapat berkala " 1jam |notulen rapat, bukti
pohkwmmpl‘t dokumentasi




Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dipas di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Pepyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di

3.

4.

Nomor SOP AP 19 Tahun 2022
Tanggal Pembuatan 21 April 2022
Tanggal Revisi ' /l
Tanggal Efektif : 0
pisahkan oleh : | Kepal {Lﬁa esehatan, dan Pencatatan
s ipt '
= A‘T N
: el \:_\‘-'FJ\\U‘JUU"“A
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR W % PENCATMA o
DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL W 2 . Laiskod Apt, M.M
SEKRETARIAT '\'\gsﬁ'ﬁ, . 1969 03 2 001
' \--.‘_‘:"-' e &
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM Judul SOP AP + IPans erlmaa\ﬁ\r' LE'H »_S-i' 7
Dasar Hukum: ‘ " Kualifikasi Pelaksana: i ]
1. Pefaturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-| 1. Mengetahui struktur dan lokasi unit kerja
2025 2. Mampu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik
2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan

Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Ter_:ggara Timur
|Keterkaitan: ) i Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP AP Pengamanan Lingkungan Kantor 1. Meja )

2. Kursi
3. Buku Tamu
4. Tanda Pengenal
5. Telepon

Peringatan - y encatatan dan pendataan : ol

Apabila SOP penerimaan tamu tidak dilaksanakan dengan baik, maka tamu yang datang akan

Data disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy di Sub Bagian Kepegawaian dan
Umum

merasa pelayananan kurang sehingga tamu tidak puas

T y




tamu/blangko tamu memberi tanda pengenal tamu
dan famu meninggalkan kartu identitasnya.
Menghubungi bidang/sekretariat apakah bersedia
menerima tamu jika Kebutuhan tamu bukan terkait
pelayanan publik

Menerima tamu, mempersilahkan untuk mengisi buku|

(artu identitas tamu

Buky tamy dan tanda pengenal

|Mengarahkan tamu ke tujuan/peyanan sesuai Buku tamu dan tanda pengenal 10 menit |Tamu sampai ke tempat tujuan /-
kebutuhan urusannya pelayanan
[Melayani tamu sesuai degan kebutuhan urusannya Tamu sampai ke tempat tujuan / 1jam |Terlgyaninya kebutuhan urusan Waktu' dap#t
pelayanan tamy berubah
sesua
kebutuhan
|Menerima kembali tanda pengenal darj tamy sertg Terlayaninya kebutuhan urusantamu | 15 menit |Terlaksananya penerimaan tamu ; ‘ '

manyarahkan kartu identitasnya dan mengarahkan
tamu untuk mengisi Survey Kepuasan Masyarakat
melalui link/barcode

dengan baik




~ |Nomor SOP AP : |20 Tahun 2022

Tanggal Pembuatan * 119 Juli 2022

Tanggal Revisi : a4

Tanggal Efektif /!

Disahkan oleh ke 1= enduduka

/
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SEKRETARIAT : "= NiP-"T95908;
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM Judul SOP AP ) Pelayanan Hoﬂ\"neD__gs\K' hg‘tan Kependudukan dan
o : Pencatatan Sipil Prwmﬂﬂ

basar Hukum :
1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

3 Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik

4 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010
- 2025

5 Peraturan Menteri PAN dan RB Nompr 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

6 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomar 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

" |Kualifikasi pelai(sana -

1.  Mampu memberikan pelayanan prima
2. Menguasai penggunaan teknolgi informasi
3. Cepat dan tanggap untuk meneruskan informasi

di Lingkungan Pemerintah Proyinsi Nusa Tenggara Timur
|Keterkaitan : ) ) ' ' '

1 SOP AP Pelayanan Pengaduan

2 SOP AP Penanganan Whistle Blowing System (WBS)

3 SOP AP Penerimaan Tamu

" |Peralatan/Periengkapan :

1 Tablet
2 Jaringan internet

=

Peringatan :
Jika Pelayanan Hotline Dinas Kesehatan, Kependudykan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT

" |Pencatatan dan Pendataan :

Dismpan sebagai hardcopy dan softcopy di Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

. s -

tidak dilakukan sesuai prosedur maka akan menghambat pelayanan publik




Menerima permintaan untuk bertemu dengan Kepala Permintaan untuk 5 menit an untuk pertemu
Dinas/Sekretaris/Kepala Bidang melalui nomor hotline berteinu dengan Kepala dengan Kepala
Dinas Kesehatan, Kependudukan gdan Pencatatan Sipi| Dinas/Sekretaris/Kepala Dinas/Sekretaris/Kepala
Provinsi NTT Bidang Bidang
Meneruskan parmintaan untuk berfemu dengan Kepala |Permintaan untuk 15 menit |Permintaan untuk pertemu
Dinas/Sekretaris/Kepala Bidang ke grup whatsapp bertemu dengan Kepala dengan Kepala
hotline Dinkes Dukcapil Provinsi NTT Dinas/Sekretaris/Kepala Dinas/Sekretaris/Kepala
Bidang Bidang yang telah
diteruskan ke group
whatsapp g ;
Menindaklanjuti permintaan yang disampaikan melalui |Permintaan untuk 1 hari Terlaksananya pelayanan
group whatsagp dengan menghubungi nomor bertemu dengan Kepala hotiine Dinkes Dukcapil
handphone masyarakat y ang meminta untuk bertemu Dinas/Sekretaris/Kepala Provinsi NTT
Bidang yang telah
diteruskan kg group

whatsapp




o

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP 21 Tahun 2022
Tanggal Pembuatan 13 Juli 2022
| Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif
Disahkan oleh : : ;S\
T+ 3 endudukan
=1 SV EAFNns
sl A S
T\
“\,Sf .' th D. Laiskodat! S Si/

Judul SOP AP Penjatuhan Hukuman Disiplint Ringan Bagi PNS Yang Melanggar

Kewajiban Masuk Kerja dan Menaati Ketentuan Jam Kerja

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1 Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

3 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025

Peraturan Menteri PAN dan RB Npmor 35 Tahyn 2012 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Operasional Progedur Administrasi Pemerintahan

5 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusupan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

1 Menguasai peraturan kepegawaian
2 Mampu mengoperasikan microsoft office

Keterkaitan : Peralatan/ Perlengkapan :
1 SOP AP Penanganan Suraf Masuk 1 Komputer '
2 SOP AP Penanganan Surat Keluay 2 ATK
3 SOP AP Penerbitan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan 3 Printer
Pencatatan Sipil Provinsi NTT
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Jika Penjaiuhan Hukuman Disiplin PNB tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka atasan
langsung atau pimpinan perangkat daerah dapat diberikan sanksi hukuman disiplin karena
tidak ada upaya peringatan atau pembjnaan hawahgn

Disimpan sebagai hardcopy dan softcopy pada Sub Bagian Kepegawaian dan Umum




Mengevaluasi kehadiran / temuan pelanggaran
disiplin dan menyampaikan kepada Sekretaris
Dinas / Kepala Bidang

Rekapitulasi Daftar
Hadir, Pengaduan

1 minggu

Evaluasi kehadiran

Meneliti dan menelaah Evaluasi kehadiran/
Temuan Pelanggaran Disiplin dan memerintah
Kasubag / kasie untuk memanggil PNS yang tidak
Masuk Kerja tanpa alasan dalam yang sah selama

1 (satu) tahun untuk diberikan teguran lisan / fertulis
/ permyatagn tidak puas

Evaluasi kehadiran

1 hari

Evaluasi kehadiran, disposisi

g

Memberikan :
- teguran lisan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja
tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3
(tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;

- teguran tertulis bagi PNS yang tidak Masuk Kerja
tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4
(empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1
(satu) tahup;,

- pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS
yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah
secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan

Evaluasi kehadiran, disposisi

1 minggu

Surat teguran lisan / tertulis /
pernyataan tidak puas

Terkait SOP AP
Penerbitan Surat
Keputusan Kepala Dinas
Kesehatan,
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi
NTT

10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SEKRETARIAT

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Dasar Hukum :

Nomor SOP 22 Tahun 2022
Tanggal Pembuatan _: |20 Juli 2022
Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif : ay
Disahkan oleh s Kepala J o€ehatan, Kepen p dan Fencatatan Sipi
) = mu 7
it | ot )
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Judul SOP AP : |Penyampaian R poran Harta Kekayaan
ASN (LHKASN)

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Pemegrintahan yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

2 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 teptang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

4 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta
Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi
Peraturan Remerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intem Pemerintgh

Korupsi
6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

7 Peraturan Fresiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Refarmasi Birokrasi 2010-
2025

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Apayatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1
Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laparan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara
("LHKASN?”) Di Lingkungan Instansi Pemerintah

1 Mampu mengoperasikan Microsoft Office
2 Mampu mengoperasikan komputer dan jaringan internet

3 Menguasai peraturan perundangan terkait LHKASN

10 Peraturan Gubemnur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Gubemnur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Adminisfrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Keterkaitan : Peralatan/ Perlengkapan :
1. SOP AP Penanganan Surat Masuk 1. Komputer dap jaringan internet
2. SOP AP Penanganan Surat Keluar 2. ATK
3. SOP AP Penanganan Whistle Blowing System (WBS) 3 Printer
Peringatan : j ' ) ‘ Pencatatan dan Pendataan :

Jika Penyampajan Laporan Harta Kekayaan ASN (LHKASN) tidak dilaksanakan sesuai prosedur
maka dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturgn yang berlaku

Disimpan sebagai hardcopy dan softcgpy pada Sub Bagian Kepegawaian dan Umum




ol S
Menerima dispgsisi surat pemberitahuan untuk

e 10 =

pengisian LHKASN Dinkes Dukcapil Provinsi
NTT dan UPTO ke Inspektorat Daerah

Uy

Dinkes Dukcapil Provinsi NTT dan
UPTD

Dukcapil Provinsi NTT dan UPTD

pengisian LHKASN dari Inspektorat Daerah * Fenanganan Surat
Masuk
Membuat password untuk pengisian LHKASN di ; Surst dan lembar disposisi 1 ringgu | Passward untuk pengisign LHKABN di |
aplikas| SIHARKA untuk setiap ASN selain aplikasi SIHARKA untuk Pejabat
pejabal struktural pada Dinkes Dykeapil Frovinsi Fungsional / Pelaksana Lingkup Ginkes
NTT temasuk UPTD Dukeapjl Provinsi NTT dan UPTD
Membagikan pgssword untuk pengisian Password untuk pengisian 1 minggu | Passward untuk pengisign LHKASN di
LHKASN di aplikasi SIHARKA kepada setiap LHKASN di gplikasi §IHARKA aplikasi SIHARKA yang talah dibggikan
Pejabat Fungsional / Pejaksana Lingkup Dinkes untuk setiap Pejabat Fungsional / kepada setiap Pejabat Fungsional /
Dukcapil Provinsi NTT dan UPTD Pelaksana Lingkup Dinkes Pelaksapa Lingkp Dinkes Dukcapil
Dukcapil Provinsi NTT dan URTD Provinsi NTT dap UPTD
Melapcrkan LHKASN peda aplikasi SIHARKA, Password untuk pengisi 2bulan | Bukti pelaporanL HKASN masing-
lalu mencetak bukti pelaporan dan LHKASN di gplikasi §IHARKA, masing Pejabat Fungsional / Pelaksana
menyampaikan admin LHKASN yang telah dibagikan kepada satiap Lingkup Dinkes Dukcapil Provinsi NTT
Pejabat Fungsional / Pelaksana dan UPTD
Lingjup Dinkes Dukcapil Provinsi
NTT dan UPTD
" |Membuat rekapjtulasi pengisian LHKASN Dinkes Bukii pelaporanLHKASN masing- |2 rringgu | Konsep rekapitulasi pengisian LHKASN
Dukcapil Provinsi NTT dan UPTE berdasarkan masing Pejabat Fungsional / Dinkes Dukcapil Provinsi NTT dan
bukti pelaporan LHKASN yang diterima lalu Pelaksana Lingkup Dinkes UPTD
menyampaikan ke Kasubag Dukcapil Proyinsi NTT dan URTD
" |Memeriksa rekapitulasi pengisiajn LHKASN A Kongep rekapitulasi pangisian’ 30 menit | Konsep rekapitulasi pengjsian LHKASN
Dinkes Dukcapil Provinsi NTT dan UPTD, jika Tidak ’ Ya LHKASN Dinkes Dulkcapil Provinsi Dinkes Dukcapil Provinsi NTT dan
setuju memaraf dan mepyampaikan ke sekreatris * NTT dan UPTD UPTD yang telah diparaf oleh Kasubag
dinas, jika tidak setuju mengembalikan ke Admin y
LHKASN untuk diperbaii
Memerjksa rekapitulasi pengisian LHKASN Kongep rekapitulasi pangisian 15 menit | Draft rekapitulas| pengisign LHKASN
Dinkes Dukeapil Provinsi NTT dgn UPTD, jika Tidak b & ya LHKASN Dinkes Duksapil Provinsi Dinkes Dukcapil Provinsi NTT dan
setuju jr f dan mepyampaikan ke Kepala ! ‘ : NTT dan UPTD yang telah digaraf UPTD yang telah diparaf oleh Kasubag
dinas, jika tidak setuju mengembalikan ke oleh Kasubag dan Sekretaris Dinas
Kasubag untuk diperbaiki T
‘|Memeriksa rekapitulasi pengisian LHKASN Draf rekapitylasi pengisian 10 menit |Rekapitulasi pengisian LHKASN Dinkes
Dinkes Dukcapil Provinsi NTT dan UPTD, jika LHKASN Dinkes Dukcapil Provinsi Dukcapijl Provinsi NTT dan UPTD
setuju menandgtangani dan menyampaikan ke Tidak NTT dan UPTD yang telah diparaf
Admin LHKASMN, jika tidak setujy g o oleh Kuubl' dan Seiretaris
gembalikan, ke Sekretaris Dipas untu Dinas
ciparbniid = e —
Mengagendakaj dan mengirimkan Rekapitulasi > Rekapituiasi pengisian LHKASN |1 Kari Rekapitulasi pengisian LHKASN Dinkes




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP 23 Tahun 2022

Tanggal Pembuatan 13 Juni 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif :

Disahkan oleh :

S ENCATATS

nuthU. Lais

by E L
Judul SOP AP Pelayanan Pengaduan’z s o n & 7
R e

" —

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 terrtané Keterbukaan Informasi Publik

1 Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Administrasi Pemerintahan

2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 {entang Pelayanan Publik 2 Mengetahui dan memahami peraturan tentang Layanan Pengaduan
3 Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 3 Mengetahui dan Memahami Peraturan tentang Keterbukaan Informasi Publik
Tentang Keterbukaan Informasi Publik
4 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pglaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Keterkaitan : Peralatan/ Perlengkapan :
1. SOP AP Penanganan Whistle Blowing System (WBS) 1. Komputer )
2. ATK
3 Printer
|Peringatan : Pencatatan dan Pengdataan :

Jika Pelayanan Pengaduan tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka akan menghambat
evaluasi terhadap pelaksanaan standar pelayanan publik

Disimpan sebagai hardcopy dan softcopy pada Sub Bagian Kepegawaian dan Umum




Menerima laporan pengaduan yang masuk ke
website SP4N Lapor / E - box pengaduan

Laporan pengaduan

15 menit

Memilah laporan pengaduan yang masuk sesuai ~ [Lapgran pengaduan 2jam  [laporan pengaduan yang
| bidang urusan masing-masing dan sudah dipilah
menyampaikan ke bjdang terkait untuk

meningaklanjuti laporan pengaduan

Memerintah Kasubag/Kasie/Sub Koordinator - " |laporan pengaduan yang [1jam  |disposisi

untuk menindaklanjuti laporan pengaduan sudah dipilah

Menyampaikan jawaban atas laporan pengaduan  |disposisi Thari  |Jawaban atas laporan
tersebut kepada Adrnin Pelayanan Pengaduan pengaduan

Mengupload jawaban atas laporan " |[Jawaban atas laporan = [2jam  |Jawaban atas laporan
dalam website SP4N Lapor / E - Box Pengaduan pengaduan pengaduan




Nomor SOP 24 Tahun 2022
Tanggal Pembuatan 13 Juli 2022
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan aleh r KepalgD Pencatatan Sipil
= F
|
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR (l
DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL ‘\ 5 ! 0
SEKRETARIAT 1969083
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM Judul SOP AP Penetapan P&\&\ﬁgt@ 4
Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :

1 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 -
2025

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nompr 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nompr 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasianal Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

2
3

1 Menguasai alur pemilihan role model

2 Mampuy mengoperasikan komputer dan Ms. Office
3 Memahami tata naskah dinas

Masuk Kerja dan Menaati Ketentuan Jam Kerja

Keterkaitan : Peralatan/ Perlengkapan :
1 SOP AP Penanganan Whistle Blowing System (WBS) 1 Komputer
2 SOP AP Pelayanan Pengaduan 2 ATK
3 SOP AP Penjatuhan Hukuman Disiplin Ringan Bagi PNS Yang Melanggar Kewajiban 3 Printer

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika I5E|etpan Pegawai Teladan tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka akan menghambat
penyusunan rencana aksi role model

Disimpan sebagai hardcopy dan softcopy pada Sub Bagian Kepegawaian dan Umum




Rekapan aﬂar hadir PNS

Rekapan dar hadir PNS

Tanggal 1-3

Menyerahkan rekapan daftar hadir PNS yang 3 hari
terlambat/ijin/tanpa berita dan catatan dan catatan kedisiplinan dan catatan kedisiplinan  |setiap bulan
kedisiplinan berpakaian dinas kepada Kepala berpakaian dinas berpakaian dinas
Bidang/Sekretaris sebagai bahan penjaringan
awal calon pegawai teladan
Melakukan seleksi internal berdasarkan rekapan Rekapan daftar hadir PNS |2 hari Nama pegawai terpilih dari|Tanggal 4 - 5
daftar hadir PNS yang terlambat/ijin/tanpa berita dan catatan kedisiplinan masing-masing bidang /  |setiap bulan
dan catatan kedisiplinan berpakaian dinas dan berpakaian dinas sekretariat
menyampaikan nama pegawai terpilih kepada
Analis Tata usaha
Menginput nama pegawai terpilih dari masing- Nama pegawai terpilih |2 hari Nama pegawai terpilih dari
masing bidang / sekretariat ke dalam sistem dari masing-masing masing-masing bidang /
voting (menggunakan google form) bidang / sekretariat sekretariat yang telah
m
Memilih pegawai teladan melalui sistem voting Nama pegawai terpilih |3 hari Nama pegawai teladan  [tanggal 6 - 8
(menggunakan google form) dari masing-masing terpilih setiap bulan
bidang / sekretariat yang
telah diinput dalam sistem
voting
Membuat sertifikat penetapan pegawai teladan Nama pegawai teladan |1 hari Sertifikat penetapan
terpilih pegawai teladan
Mengumumkan pegawai teladan terpilih Sertifikat penetapan 1 jam Hasil Penetapan pegawai |Setiap tanggal
pegawai teladan teladan 10 setiap bulan




Nomor SOF : | 25 Tahun 2022

Tanggal Pembuatan : |22 September 2022

 Tanggal Revisi

Tanggal Efektif : y

Disahkan oleh y Kepala; fkanfian Pencatatan Sipil
ity f { B
e ‘:,=: lmur e

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Rl T '
DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PEMCATATAN SIPIL W\ thi-B: Bi, Apt, MM
SEKRETARIAT \ “.NIP.196908%14199703 2 001
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM Judul SOP AP : Pembangunanggi mﬁ@;ﬁ;/
e ,:;".‘.‘I§
Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Pemerintahan
vana Bersih dan Eebas dari Korunsi. Kolusi. dan Nenotisme

2 Undang-Undang Momor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi

2 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025

4  Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melavani di Linakunaan Instansi Pemerintah

5 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan

dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administras: Pemerintahan.

€ Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

1 Mampu mengoperasikan Microsoft Office

2 Mampu mengoperasikan komputer dan jaringan internet

Keterkaitan : Peralatan/ Perlengkapan :
1. SOP AP Penanganan Surat Masuk 1. Komputer dan jaringan internet
2. SOP AP Penanganan Surat Keluar 2. ATK
3. SOP AP Penerbitan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan ’
Pencatatan Sipil Provinsi NTT 3. Printer
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Jika I'5embangunan Zona Integritas tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka akan
manghambat terwujudnya WBK WBBM pada unit Kerja

Disimpan sebagai hardcopy dan softcopy pada Sub Bagian Kepegawaian dan Umum




Membentuk tim pembanunan zona integritas

Agenda Kerja

1 minggu

SK Tim

Terkait SOP AP Penerbitan

dan regulasi Pembangunan ZI |Surat Keputusan Kepala Dinas
Kesehatan, Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi NTT

Menyusun Rencana Kerja Tim Pembangunan SK Tim 2 jam Rencana Kerja
Zona Integritas Pembangunan Tim

Zl Pembangunan

Zona Integritas

Mengumpulkan Rencana Kerja Tim Rencana Kerja |1 minggu |Rencana Kerja
Pembangunan Zona Integritas dari setiap pokja Tim Tim
dan menyampaikan ke Kepala Dinas Pembangunar Pembangunan

Zona Integritas Zona Integritas
Memeriksa Rencana Kerja Tim Pembangunan Rencana Kerja |3 hari Rencana Kerja
Zona Integritas dari setiap pokja jika setuju Tidak Tim Tim
menandatangani, jika tidak setuju Pembangunar Pembangunan
mengembalikan ke sekretariat Tim Pembanguan Zona Integritas Zona Integritas
ZI untuk diperbaiki dari setiap pokja Dinkes Dukcapil

Ya Prov, NTT

Melaksanakan rencana kerja tim pembangunan Rencana Kerja |1tahun |Terlaksananya
zona integritas sesuai dengan Rencana Kerja Tim Pembangunan
yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Pembangunar; Zona Integritas

Zona Integritas Dinkes Dukcapil

Dinkes Dukcapil Prov. NTT

Prov. NTT




Nomor SOP : |26 Tahun 2022
Tanggal Pembuatan 10 Juni 2022 )
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif N
Disahkan oleh fs Ke {?;;‘atatan Sipil
PEMERINTAH PRQVINS! NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM Judul SOP AP
Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 fentang penyelenggaraan Pemerintahan
vana Bersih dan Bebas darj Korunsi. Kolusi. dan Nenotisme

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsj

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 {entang Perlindungan Saksi dan Kotban

2
3

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran
Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Kgrupsi

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah Korupsi

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tenfang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 'tentang Pedpman Penyusunan
dan Penerapan Standar Operasiopal Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusynan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

1 Mampu mengoperasikan Microsoft Office
2 Mampu mengoperasikan komputer dan jaringan internet

3 Menguasai peraturan perundangan terkait whistle blowing system

|

| Keterkaitan : Peralatan/ Perlengkapan :
1. SOP AP Penanganan Surat Masuk 1. Komputer dan jayingan interet
2. SOP AP Penanganan Surat Keluar 2. ATK

3. SOP AP Pelayanan Pengaduan 3 Printer

Peringatan : ' Fencatatan dan Pendataan :

Jika penanganan whistle blowing System tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka akan
menghambat penanganan tindak kecurangan yang terjadi dalam pemerintahan.

Disimpan sebagai hardcopy dan softcopy pada Sub Bagian Kepegawaian dan Umum




Menerima laporan pengaduan yang masuk ke

box pengaduan pengaduan pengaduan

2 |Memilah laporan pengaduan yang masuk. Jika: Lembarfjaporan 2jam  [laporan pengaquan
termasuk kategori Whistle Blowing System pengaduan ketegori WBS
(WBS) maka pengaduan diserahkan ke Tim
Penanganan WBS Dinkes Pukcapil untuk
ditindaklanjuti

3 |Mempelajari laporan WBS dan laporan pengaduan { minggu |Penanganan WBS
menindaklanjuti‘menyelesaikan laporan tersebyt ketegori WBS

4 |Melaparkan hasil pepanganan WBS ke Kepala Pgnanggnan WBS {hari  |Laporan Penanganan
Dinas WBS




Nomor SOP AP : 21 Tahun 2022
Tanggal Pembuatan - |22 September 2022
Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif
Disahkan cleh
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
NA o
Judul SOP AP : lPenanganan SM&mﬁMn Menggunakan Aplikasi E - Nadi
Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :
1 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2019 tentang Grand Design Reformasi g "
Birokrasi 2010 - 2025 1 Menguasai Tata Naskah Dinas
2 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 3& Tahun 2012 tentang Pedoman 2 Mampu mengoperasikan aplikasi E - Nadi

Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi

3 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubermur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017
Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerirtah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1 SOP AP Penanganan Surat Masuk 1 Tablet
2 SOF AP Penanganan 3urat Keluar 2 Jaringan Internet
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika Penanganan Surat Keluar Dengan Menggunakan Aplikasi E - Nadi tidak Subag/seksi/substansi sesuai dengan jenis surat

dilaksanakan sesuai prosed..r maka akan menyulitkan pengontrolan dan pengendalian
surat kelar




Menginput draft surat keluar ke dalam Konsep surat keluar 1jam  |Surat keluar yang
aplikasi E-Nadi, memaraf dan terinput dalam [z-
meneruskan kepada Sekretaris/Kepala Nadi

Bideng

Memeriksa konsep surat iceluar, jika Surat keluar yang 30 menit | Draft surat keluar
setuju memaraf dan menyampaikan ke Tidak Ya terinput dalam E- melalui aplikasi E-
Kepala Dinas melalui aplikasi E-Nadi. - Nadi Nadi

Jika tidak setuju mengembalikan ke I

Kasibag / Kasie / Sub Kcordinator 1

Substansi untuk diperbaiki melalui

aplikasi E-Nadi

Memeriksa draft surat keluar, jika setuju Draft surat keluar 15 menit |Surat keluar dajam
menandatangani melalui aplikasi E- Tidak é Ya melalui aplikasi E- aplikasi E - Naci
Nadi. Jika tidak setuju mengembalikan g — s Nadi

ke Kepala Bidang / Sekre:aris untuk

diperbaiki melalui aplikas; E-Nadi

Mencetak surat keluar dan Surat keluar dalam 15 menit |Arsip Surat keluar

mengarsipkan

Tidak

aplikasi E - Nadi




Q

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN, KEFENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP AP 28 Tahun 2022

Tanggal Pembuyatan 11 Oktober 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

dan Pencatatan Sipil
7

Disahkan oleh

Gl UT" A
Judul SOP AP Pembangunan!PeM iﬂfrﬁstruktur Jaringan Interpet

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

2 Peraturan Presiden Nomor §1 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010 - 2025

3 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

5 Peraturan Gubemnur Nusa Tenggaja Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Nuysa Tenggara Timyr Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1 Mampu mengoperasikan Jaripngan Internet

2 Mampu mengoperasikan komputer

. " " 0

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1 SOP AP Penanganan Surat Masuk
2 SOP AP Penanganan Surat Keluar
3 SOP AP Penyelenggaraan Monitofing dan Evaluasi

1 Tablet/komputer
2 Jaringan Internet

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

JikaPembangunan/Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Internet tidak dilaksanakan sesuai
prosedur maka akan mempenngaruhi kualitas dan kapasitas jaringan internet yang digunakan

Disimpan sebagai softcopy dan hardcopy di Sub Bagian Kepegawaian dan Umum




i

Mengajukan permohonan /pemeliharaan Suraf permohonan Surat ohonan Terkgit SOP AP
jaringan internet ke Dinas Kominfo /pemeliharaan jaringan /pemeliharaa jaringan Penapganan Surat
Provinsi NTT internet internetm tanda terima Kelugr
Menerima hasil identifikasi Kebutyhan ! " |surat permohonan 30 menit |Hasil identifikasi "| Terkait SOF AP
perangkat/jaringan dari Dinas Kominfo /pemeliharaan jaringan Kebutuhan Penapganan Surat
Provinsi NTT dan memerinfah ) internetm tanda terima perangkat/jaringan dari Masuk
Pengejola Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Kominfo Provinsi
untuk melaksanakan penggdaan / NTT, disposisi
belanja perangkat
Melaksanakan pengadaan / belanja i Hasil identifikasi 1 minggu |Terlaksananya pengadaan
perangkat Kebutuhan / belanja perangkat
perangkat/jaringan dari
Dinas Kominfo Pravinsi
NTT, disposisi
Melaksanakan moniforing dan evaluasi . . i " |Terlaksananya 1 minggu |Laporan monitoring dan | Terkgit SOF AP
penggunaan jaringan internet -: pengadaan / belanja evaluasi penggunaan Penyelenggaraan
perangkat jaringan internet Monitoring dan
Evalqasi

Menindaklanjuti hasil monitoring dan
evaluasi penggunaap jaringan internet

" |Laporan manitoring dan

evalyasi penggunaan
jaringan internet

Tindak lanjut hasil
monitoring dan evaluasi
pengginaan jaringan

internet




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SEKRETARIAT

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

‘|Nomor SOP AP 29 Tahun 2022
Tanggal Pembuatan 01 September 2022
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh ‘_Kepala Di dan Pencatatan
\._N_ A ,(J “‘:
Judul SOP AP : |Penyusunan D?Rum Revisi SOP AP

Dasar Hukum:

‘| Kualifikasi Pelaksana:

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di ‘'Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomar 44 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasiopal Prosedur Administrasi Pemerintahan dj

1. Memahami instrumen monitoring dan evaluasi

2. Mampu mengoperasikan komputer dan Ms. Office
3. Memahami tata naskah dinas
4. Memahami Juknis Penyusunan SOP AP

Lingkungan Femerintah Provingi Nusa Tenggara Timur.
Keterkaitan: - - ) o

|Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP AP Penyelenggaraan Monitoring dan Evalugsi

1. ATK

2. Komputer

3. Telepon/Faximile
4. Printer

Peringatan

‘|Pencatatan dan pendataan :

Apabila Penyusunan Dokumen Revisi SOP AP tidak djlaksanakan sesuai prosgdur maka akan
menghambat penerbitan dokumen SOP AP yang telah direvisi

Data disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy di Sub Bagian Kepegawaian dan
Umum




Menugaskan Kasubag untuk mempersiapkan - b Agenda Kerja menit |Disposisi

instrumen monitoring dan evaluasi SOP AP sesuai
dengan perubahan kebijakan / tupoksi / rotasi
jabatan struktural / akfifitas gengan sistem
berbasis aplikasi elektronik
2. |Memerintahkan Analis Layanan Umum unfuk Disposisi ' 15 menit |Disposisi
mengumpulkar; bahan penyysunan instrumen
monitoring dan evalugsi SOP AP sesuai dengan
perubahan kebjjakan / tupoksi / rotasi jabatan
struktural / aktifitas dengan sistem berbasis
aplikasi elektronik
3. |Mengumpulkan dan menyerghkan bahan ' i - - ) f i ‘ ' = j Disposisi ' { minggu |Bahan penyusunan
penyusunan instrumen monitoring dan evaluasi Instrumen monitoring dan
SOP AR kepada Kasybag - evgluasi SOP AR,
disposisi.
" 4. |Mengonsep instrumen monitpring dan evaluasi ' ' ' / ' ‘ i ‘ “ i Bahan penyusunan "2 hari  |Bahan penyusunan
SOP AF kemudian menyerahkan kepada ; Instrumen monitoring Instrumen monitering dan
Sekretaris dan evaluasi SOP AP, evgluasi SOP AR,
disposisi. disposisi.
5. |Memeriksa konsep instrumen monitoring dan ) ' 5 ' ' ) i - . : Bahan penyusunan - "1jam |Draf Instrumen monitoring
evaluasi SOP AP. Jika setujy menyampaikan Instrumen manitoring dan evaluasi SOP AP,
kepada kepala Dinas. Jika tidak setuju Tidak dan evaluasi BOP AP, disposisi.
mengembalikap kepada Kasubag uptuk diperbaikj disposisi.
6. |Memeriksa draft instrumen monitoring dan ) E Draf Instrumen i “1jam [Instrumen monitoring dan
evaluasi SOP AP. Jika setujy memerintahkan Tidak monitgring dan evaluasi evaluasi SOP AR,
kepada Sekretaris untuk mejaksanakan i ) ) : ) ) i ' ) SOP AP, disgosisi. disposisi.
monitoring dan evalugsi SOP AP. Jjka tidak setuju
mengembalikan kepada Sekretaris untuk Ya
diperbaiki. - ’ y *
" 7. |Memberi petunjuk kepada kasubag untuk . g ) ; : ) i ¢ ‘ ) ) Instrurnen maonitoring 30 menit |Instrumen monitoring dan
melaksgnakan monitoring dan evaluasi SOP AP. ﬁ dan evaluasi SOP AP, evgluasi SOP AR,
disposisi. disposisi.
" 8. [Melaksanakan monitoring dan evalyasi. ' : ’ : . : i ' ' ' Instrumen monitoring ‘3 hari  |Terlaksananya monitoring
-f dan evaluasi SOP AP, dan evaluasi SOP AP
disposjsi.
" 9. |Menyusun Laperan monitoring dan avaluasi ) ) ) ) - - i i i ) i Instrumen manitoring 2 minggu [Laporan Monitoring dan | Terkait SOP AP
dan evaluasi Evaluasi Pepyelenggaraan
Monitoring dan
Evaluasi




10 |Mgnyusun draft revisi SOP AP Sub Bagian Laporan Monitorjng dan| 2 bulan |draft revisi SOP AP Subag
kepegawaian dan Umum dan menyampaikan ke Evaluasi Kepegum
Kasubag

11 [Mgnyampaikan draft reyisi SOP AP ' ‘ draft revisi SOP AP 2 bulan |draft revisi SOP AP
Subag/seksi/substansi kepada Analis Layanan Subag Kepegum Dinkes Dukcapil Prov.
Umum ' NTT

11 |Melaksanakan konsultasi SOP AP dengan Bjro draft revisi SOP AP 1 hari |draft revisi SOP AP
Organiasasi Setda Proyinsi NTT - Dinkes Dukcapil Prov. Dinkes Dukcapil Prov.

NTT NTT yang telah dikoreksi
plehBiro Organiasasi
Setda Provinsi NTT

12 |Menyampaikan hasil konsultasi dengan Biro draft revisi SOP AP 2 hari |draft revisi SOP AP
Organisasi Setda Provinsi NTT kepada Kasubag / Dinkes Dukcapil Prov. Dinkes Dukcapil Prov.
Kasie / Sub Koordinatoy Substansi NTT yang telah NTT yang telah dikoreksi

dikoreksi olehBirp plehBiro Organiasasi
Organiasasi Setda Setda Provinsi NTT
; Provinsi NTT :

12 |Memperbaiki draft SOP AP sesuai dengan hasil draft revisi SOP AP 2 minggu |draft revisi SOP AP
kgnsultasi dengan Biro Organiasasi Setda Provinsi Dinkes Dukcapil Prov. Dinkes Dukcapil Prov.
NTT, memaraf dan menyampaikan ke NTT yang telah NTT
Kabid/Sekretaris dikoreksi olehBiro

Organiasasi Setda
Provinsi NTT

13 |Memeriksa drfat SOP AP Bidang/Sekretariat, jika draft revisi SOP AP 1 hari  |[draft revisi SOP AP
setuju memaraf dan menyampaikan ke Kepala Tidak Ya Dinkes Dukcapil Prov. Dinkes Dukcapil Prov.
Dinas, Jika tidak setuju mengembalikan ke g NTT NTT
Kasubag/Kasie/Sub Koprdinator Substansi uptuk
diperbaiki

14 |Mpmeriksa drfat SOP AP masing-masing draft revisi SOP AP 1hari |Dokumen revisi SOP AP
Bidang/Sekretariat, jika setuju menandatangani, Tidak Dinkes Dukcapil Prov. Dinkes Dukcapil Prov,
Jika tidak setuju mengembalikan ke Kepala : NTT NTT
Bidang/Sekretaris untuk diperbaiki Ya

4
15 |Mengumpulkan dokumen Revisi SOP AP dari Dokumen revisi SOP 1 minggu [Dokumen revisi SOP AP |Terkait SOP AP

Bidang/sekretariat dan mengantarkan ke Biro
Organisasi: Setda Provipsi NTT untuk ditetapkan

AP Dinkes Dukcapil
Prov. NTT

Dinkes Dukcapil Prov.
NTT

Penyusunan Dyaft
Surat Keputusan
Gubernur

dengan Keputusan Gukernur




Nomor SOP 30 Tahun 2022

i

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

| Tanggal Pembuatan _:

11 Oktober 2022
Tanggal Revisi :

[ Tanggal Efektif

dan
Timu

Disahkan oleh

Juclul SOP AP

P, tatan Sipil
A

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaragn Pemerintahan| 1 Mampu mengoperasikan Microsoft Office
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
2 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tantang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana | 2 Mampu mengoperasikan komputer dan jaringan internet
Korupsi
3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 3 Menguasai peraturan perundangan terkait LHKASN/LHKPN
4 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran
Serta Masyarakat dgn Pemberian Pepghargaan dalam Pgncegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
5 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah Korupsi
6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
7 Peraturan Presiden Nemor 81 Tahun 2010 tentang Grand Dgsign Reformasi
Birokrasi 2010-2025
8 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 teptang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pamearintahan
9 Surat Edaran Menteri Pendayagunagn Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan
Aparatur Sipil Negara (“.HKASN") Di Lingkungan Instansi Pemerintah
10 Peraturan Gubernur MNusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Gupernur Nusa Tenggara Timur Nomoy 28 Tahun 2017
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintaly Provinsi Nusa
ur
Keterkaitan : Peralatan/ Perlengkapan :
1. SGP AP Penanganan Surat Masuk 1. Komputer dan jaringan internet
2. SGP AP Penanganan Surat Keluar 2. ATK
3. SGP AP Penyampaian Rekapitulasi Pengisian Laporan Harta Kekayaan ASN 3 Printer
1 HKASN)Y
4. SCP AP Penanganan Whistle Blowing System (WBS)
Peringatan : : ) ' Pencatatan dan Pendataan :

Jika Penyampaian Laporan Harta Kekayaan ASN (LHKASN) tidak dilaksanakan sesuai
prosedur maka dapat dikengi sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku

Disimpan sebagai hardeppy dan softcopy pada Sub Bagian Kepegawaian dan Umum




Menerima dﬁpﬂ‘lﬁl aunlt pembermhunn untuk
pengisian LHKPN dari Inspektorat Daerah

Surat Masuk

Membuat dan membagikan pota dinas untuk Surat dan lembar disposisi (1 minggu |Nota dinas pengisian
pengisian LHKPN bagi seluruh Pejgbat LHKPN
Struktural Lingkup Dinas Kesehatan,
Kependudukan dan Pencatgtan Sipjl Provinsi
UPTD
Melaporkan [ HKPN pada aplikasi LHKPN, falu Nota dinas pengisian 2bulen  |Bukti pelaporan LHKPN
mencetak bykti pelaporan dan menyampaikan LHKPN masing-masing Pejabat
admin LHKPN Struktural Lingkup Dinkes
Duykcapil Provinsi NTT dan
UPTD
Membuat rekapitulasi pengisian LHIKPN Dinkes ‘ Bukti pelaporan LHKPN |2 minggu |Kansep rekapitulasi
| Dukcapil Provinsi NTT dan UPTD bardasarkan # ! masing-masing Pejabat pengisian LHKPN Dinkes
bukti pelaporan LHKPN yang diterima lalu Struktural Lingkup Dinkes Dykcapil Provinsi NTT dan
menyampaikan ke Kasubag Dukcapil Provinsi NTT dan UPTD
UPTD
Memeriksa jekapitulasi pengisian LHKPN " Konsep rekapitulasi 30 mepit  |Kansep rekapitulgsi
Dinkes Dukcapil Provinsi NTT dan UPTD, jika Tidak ’ Ya pengisian LHKPN Dinkes pengisian LHKPN Dinkes
setuju memaraf dan menyampaikan ke ¥ ¥ Dukcapil Provinsi NTT dan Dykcapil Provinsi NTT dan
sekreatris dinas, jiks tidak setuju mangembalikan 1 UPTD UPTD yang telah diparaf
ke Admin LHKPN untuk dipgrbaiki olgh Kasupag
Memeriksa rekapitulasi pengisian LHKPN Konsep rekapitulasi {15 meit | Draft rekapitulasi pengisign
Dinkes Dukcapil Prqvinsi NTT dan UPTD, jjka Tidak ¥ Ya isian LHKPN Dinkes LHKPN Djnkes Dukcapil
setuju memaraf dan menyampaikan ke Kepala v ’, . Dukcapil Provinsi NTT dan Provinsi NTT dan UPTD
dinag, jika tidak setyju mengembalikan ke UPTD yang telah diparaf yang telah diparaf oleh
Kasybag untuk diperbaiki A oleh Kasubag Kasubag dan Sekretaris
Dipas
Memeriksa fekapitulasi pengisian LHKPN Draft rekapitulasi 110 mepit |Rekapitulgsi pengisian
Dinkes Dukcapil Provinsi NTT dan UPTD, jika pengisian LHKPN Dinkes LHKPN Dinkes Dykcapil
setuju menandatangani dan menyampaikan ke Tidak Dukcapil Provinsi NTT dan Provinsi NTT dan UPTD
Admin LHKEN, jika tidak setuju mengembalikan X UPTD yang telah diparaf
ke Sekretaris Dinas untuk djperbaiki oleh Kasubag dan
Ya Sekretaris Dinas
[ . - e
Mengagendgkan dan mengifimkan Rekapitulasi ; Rekapitulasi pengisian 1 hari Rekapitulgsi pengjsian
pengisian LHKPN Dinkes Dukcapil Provins] NTT LHKPN Dinkes Dujccapil LHKPN Dinkes Dukcapil
dan UPTD kg Inspektorat Daerah Proyinsi NTT dan UPTD Provinsi NTT dan UPTD




Nomor SOP 31 Tahun 2022

PEMERINTAH PRQVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SEKRETARIAT

Tanggal Pembuatan

H

Msllmvisi

I!_nggaliEhktif

Disahkan oleh

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Judul SOP AP

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 fentang Keterbukaan Informasi Publik

1 Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Administrasi Pemerintahan

2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Mengetahui dan memahami Data dan Informasi yang diminta
3 Peraturan Pemerintah tentgng Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 3 Mengetahui dan Memahami Peraturan tentang Keterbukaan Informasi Publik
Tentang Keterbukaan Informasi Publik
4 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Keterkaitan : Feralatan/ Perleggkapan :
1. SOP AP Penerimaan Tamu 1. Komputer
2. SOP AP Pelayanan Hofline Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2. ATK
Provinsi NTT 3 Printer
3. SOP AP Penanganan Surat Masuk
4. SOP AP Penyusunan Laporan E-Survei [Kepuasan Masyarakat (E-SKM)
|Peringatan : e Pencatatan dan Pendataan :

Jika Pelayanan Data dan Informasi tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka akan
berdampak pada survey kepuasan masyarakat

Disimpan sebagai hardcopy dan softcopy pada Sub Bagian Kepegawaian dan Umum




[Memerintah Analis Layanan Umum untuk

! Surat izin

5 menit

erkait SOP AP
menindaklanjuti surat jzin penelitian/pengambilan Penanganan Surat Masuk
penelitian/pengambilan data dari DPMPTSP data dari DPMPTSP
Provinsi NTT i i Provinsi NTT , '
Berkoordinasi dengan Kasubag/Kasie/Sub Disposisi 2 jam Disposisi
Koordinator Substansi untuk menentukan
narasumber sesuai dengan judul
penelitian/permintaan data
Mengarahkan mahasiswa/masyarakat yang ‘ ‘ Dispasisi 2jam  |Arahan Terkait SOP AP
akan mengambil data kepada narasumber yang Penerimaan Tamu
telah ditunjuk oleh Kasubag/Kasie/Sub
Koordinator Substansi
Melayani mahasjswa/masyarakat sesuai Arahan Terlaksananya pelayanan

dengan keperlugn data / penelitian masing-
masing

data dan informasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUNI

Nomor SOP AP : |22 Tahun 2022

Tanggal Pembuatan :
Tanggal Revisi :

| Tanggal Efektif :

Disahkan oleh

IP.19690337<1997

Judul SOP AP : Peni{aian

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1 Undang -Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

3 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025.

4 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomeor 19 Tahun 2016 tentang Fedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah

6 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubemnur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal S1
2. Memahami peraturan kepegawaian dan penilaiar, kinerja ASN

|Keterkaitan : Peralatan/periengkapan :
1 SOP AP Penanganan Surat Keluar 1. ATK
2 SOP AP Penanganan Surat Masuk 2. Komputer
3. Printer
|Peringatan : Pencatatan dan pendataan :

/Apabila prosedur Penilaian Kinerja ASN tidak dilkasanakan sesuai prosedur maka kinerja AN
tidak dapat diukur dengan tepat

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy di sub Bagian Kepegawaian dan Umum




Menginput kinerja sehari-hari dalam aplikasi E-
Kinerja dan mengajukan kepada atasan
langsung

Agenda Kerja

Hasil Kinerja yang terinput
dalam E-Kinerja

Menginput kinerja sehari-hari dalam aplikasi E- Hasil Kinerja yang terinput 1 hari |Hasil Kinerja yang terinput
Kinerja dan mengajukan kepada atasan dalam E-Kinerja dalam E-Kinerja dan nilai
langsung serta melakukan verifikasi dan kinerja Pejabat
memberikan nilai kualitaskinerja pada Pejabat Fungsional Umum /
Fungsional Umum / Tertentu pada masing- Tertentu

masing Subag/Seksi/Substansi

Menginput kinerja sehari-hari dalam aplikasi E- Hasil Kinerja yang terinput 1 hari |Hasil Kinerja yang terinput
Kinerja dan mengajukan kepada atasan dalam E-Kinerja dan nilai dalam E-Kinerja dan nilai
langsung serta melakukan verifikasi dan kinerja Pejabat Fungsional kinerja Kasubag/Kasie
memberikan nilai kualitas kinerja pada Umum / Tertentu

Kasubag/Kasie pada masing-masing

bidang/sekretariat

Menginput kinerja sehari-hari dalam aplikasi E- Hasil Kinerja yang terinput 1 hari |Hasil Kinerja yang terinput

Kinerja dan mengajukan kepada Sekretaris
Daerah Provinsi NTT serta melakukan verifikasi
dan memberikan nilai kualitas kinerja pada
Sekretaris Dinas / Kepala Bidang

dalam E-Kinerja dan nilai
kinerja Kasubag/Kasie

dalam E-Kinerja dan nilai
kinerja Sekretaris Dinas /
Kepala Bidang




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SEKRETARIAT
SUE BAG|AN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP 33 Tahun 2022

Tanggal Pembuatan 07 Oktober 2022 ===

Tanggal Revisi " PR,

Tanggal Efektif

Disahkan oleh an dan Pencatatan Sipil
Judul SOP AP Pelaksanaan Rapa

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 -
2025

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tghun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemeriptahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

2
3

4

1 Menguasai alur Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen
2 Mampu mengoperasikan komputer dan Ms. Office

3 Memahami tata naskah dinas

Keterkaitan : Peralatan/ Perlengkapan :
1 SOP AP Penyelenggaraan Audit Internal Sertifikasi ISO 9001:2015 1 Komputer
2 SOP AP Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi 2 ATK
3 Printer

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataap :

Jika Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen tigak dilaksanakan sesuai prosedur maka akan
menghambat pelaksanaan audit inteynal

Disimpan sebagai hardcopy dan softcopy pada Sub Bagian Kepegawaian dan Umum




Memerintah Kasubag i; elal';aaakan pat genda Kerja, SK Tim

finjauan manajemen Manajemen Mutu

Memerintah Analis Layanan Umum untuk i Disposisi 30 menit | Disposisi

menyiapkan gafar hadir, ATK, nota dinas

undangan rapat, konsumsi, dil untuk keperiuan

rapat

Menyiapkan daftar hadir, ATK, nota dinas Disposisi 2 hari daftar hadir, ATK, nota -

|undangan rapat, konsumsi, dil dinas undangan rapat,
konsumsi, dil

Membagikan pota dinas undangan rapat tinjauan daftar hadir, ATK, nqgta dings |1 hari Tanda terima nota dinas

manajemen undangan rapat, konsumsi, dil

Melaksanakan rapat tinjauan manajemen Tanda terima pota dinas 1 hari Terlaksananya rapat
tinjauan manajemen,
daftar hadif, notulen,

dokumentasi




'|Nomor SOP AP 34 Tahun 2022
Tanggal Pembuatan 13 Oktpber 2022
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh dan Pencatatan
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 4
DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL A at, $.9 A
SEKRETARIAT N NHR, 19690831 498703 2 001
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM R rgr!ﬁ—{;p.%“{ '
Judul SOP AP : |Penyusunan P utuhan Pegawai
Dasar Hukum: o '|Kualifikasi Pelaksana:

1 Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

1. Memahami peraturan ASN

2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS 2. Mampu mengoperasikan komputer
3 Peraturan Prgsiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-| 3. Mampu mengoperasikan Ms. Office
2025
4 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
5 Peraturan Gubemnur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
6 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomar 44 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomer 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan dj
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Keterkaitan: |Peralatan/Perlengkapan:
1 SOP AP Penanganan Surat Masuk T 1. ATK '
2 SOP AP Penanganan Surat Kejuar 2. Komputer
3. Telepon
4. Printer
Peringatan _|Pencatatan dan pendataan :

Apabila Penyusunan Perencanaan Kebutyhan Pegawai tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka
akan berdampak pada kuantitas dan Kualifikasi pegawai yang dibutuhkan

Data disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy di Sub Bagian Kepegawaian dan
Umum




Menyusun Anjab dan ABK Dinas Kesehatan, Kependydukan dan

pencatatan Sipil Provinsi NTT dalam aplikasi SIANJAS

Z bulan’

Draft Anjak dan K Dinas
Kesehatan, Kependudukan dan
pencatatan Sipil Provinsi NTT

Waktu dapat berubah
sesuai dengan waktu
yang diberikan oleh
Biro Organisasi

25 :eia&sanal:(’pn validasi hasil Anjab da; ABK Dinas Kesehatan, i Draft Anjab dap ABK Dinas 1 bulan |Anjab dan ABK Dinas |setda Provinsi NTT
ependudukan dan pencatatan Sipil Provinsi NTT bersama Kesehatan, Kependuqukan dan Kesehatan, Kependudukan dan
dengan Bire Organisasi Setda Provinsi NTT pencatatan Sipil Provijnsi NTT pencatatan Sipil Frovinsi NTT
yang telah divalidasi
3. '|Mencetak hasil Anjab dan ABK Dinas Kesehatan, Kependudukan ' Anjab dan ABK Dinas 1 minggu |Anjgb dan ABK Dinas |Terkajt SOP AP
dan pencatatan Sipil Provinsi NTT yang telah divalidasi dan Kesehatan, Kependudukan dan Kesehatan, Kependudukan dan |Penyysunan Draft
menyampaikan ke Biro Organisasi Setda Provijnsi NTT untuk pencatatan Sipil Provinsi NTT pencatatan Sipil Frovinsi NTT | Surat Keputusan
ditetapkan dengan Keputysan Gubernur yang telah divglidasi Gubernur NTT
4. [Menganalisis dan menyusun perencanaan Kebutuhan pegawai ' Anjab dan ABK Dinas 1 minggu |Konsep perencanaan
berdasarkan Anjab dan ABK Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Kesehatan, Kependudukan dan Kebutuhan pegawai
pencatatan Sipil Provinsi NTT dan menyampaikan ke Kasubag pencatatan Sipil Provinsi NTT
5. |Memeriksa konsep perencanaan Kebutyhan pegawai. Jika setuju Konsep perencanaan 1jam |Konsep perencanaan
memaraf dan menyampaikan ke Sekretaris Dinas, jika tidak setuju Tidak Ya Kebutuhan pegawai Kebutuhan pegawai yang telah
mengembalikan ke Analis Tata Usaha untuk diperbaiki ' Y diparaf oleh Kasubag
6. [Memeriksa konsep perencanaan Kebutyhan pegawai. Jika setuju Tidek ' Konsep perencanaan 30 menit |Draft perencanaan Kebufuhan
memaraf dan menyampaikan ke Kepala Dinas, jika tidak setuju " i Kebutuhan pegawai yang telah pegawai yang telah diparaf oleh
mengembalikan ke Sekretaris Dinas untuk diperbaiki diparaf pleh Kgsubag Kasubag
7. |Memeriksa Draft perencanaan Kebutuhan pegawai. Jika setuju ) % ; Draft perencanaan Kebutuhgn | 15 menit |Dokumen perencanaan | Dokumen
menandatangani dan menyampaikan ke Sekretaris Dinas untuk "'_" pegawaj yang felah diparaf Kebutuhan pegawai, disposisi |Perencanaan
ditindaklanjuti, jika tidak satuju mengempbalikan ke Sekretaris gleh Kasubag Pegawai
Dinas untuk diperbaiki diperbaharui jika ada
8. '|Menyampaikan Dokumen perencanaan Kebutuhan pegawai y : Dokumen perencanagn 5 menit |Dokumen perencgnaan ' :::‘u:;:’p'z::;?h
kepada Kasubag untuk ditindaklgnjuti r Kebutuhan pegawai, disposisi Kebutuhan pegawai, disposisi pegawai
9. |Memerintah Analis Tata Usaha untuk mengarsjpkan dan ' 5 Dokumen perencanagn £ menit |Dokumen perencgnaan
mendokumentasikan Dokumen perencanaan Kebutuhan pegawai _“ Kebutuhan pegawai, disposisi Kebutuhan pegawai, disposisi
10."|Mengarsipkan dan mendokumentasikan dokumen perencanaan Dokumen perencanaan 2jam  |Dokumen perencanaan

Kebutuhan pegawai

|Kebutuhan pegawai, disposisi

Kebutuhan pegawai, bukti
dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP AP : 135 Tahun 2022
Tanggal Pembuatan :

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Judul SOP AP

Dasar Hukum :
1 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 -
2025
2 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomeor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

3 Peraturan Gubemnur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

4 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kualifikasi pelaksana :
1 Pendidikan minimal SMA

2 Menguasai Tata Naskah Dinas

Keterkaitan :
1 SOP AP Penanganan Surat Masuk
2 SOP AP Penanganan Surat Kekuar

Peralatan/Perlengkapan :
1 Alat Tulis Kantor
2 Buku Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar
3 Menguasai Tata Naskah Dinas

Peringatan :
Apabila Serah Terima Jabatan terlambat dilakukan maka akan berdampak pada pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi terkait jabatan tersebut

Pencatatan dan Pendataan :

1 Pada agenda Surat Masuk dan Surat Keluar
2 Disimpan sebagai data manual




Memerintahkan Kasubag Surat masuk, lembar Surat masuk,
Kepegawaian dan Umum untuk disposisi dan lembar disposisi
mempersiapkan acara serah perintah dan perintah
terima jabatan.

Menginformasikan ke Pejabat Surat masuk, lembar 5 Menit  |Surat masuk,
yang akan dimutasi untuk disposisi dan lembar disposisi
menyiapkan laporan kinerja dan perintah dan perintah
keuangan

Menyusun konsep laporan W Ya Surat masuk, lembar 14 Jam Surat masuk,
kinerja dan keuangan dan disposisi dan lembar disposisi
menyampaikan kepada atasan _ Laporan Realisasi dan Laporan
dan keuangan Realisasi
Mengoreksi konsep laporan W Konsep memori 15 Menit | Memori serah
kinerja dan keuangan. Jika Tidak serah terima jabatan terima jabatan
setuju diserahkan kepada

Kasubag Kepegawaian dan

Umum untuk dilakukan serah

terima jabatan. Jika tidak setuju

dikembalikan kepada pejabat

lama untilk dikoreksi

Menyerahkan ke Kasubag N Memori serah terima 5 Menit  |Memori serah
Kepegawaian dan Umum untuk jabatan terima jabatan
dilakukan serah terima jabatan.

Melaksanakan Serah Terima . Memori serah terima 2 Jam Memori serah
Jabatan. - t *Z <:>- jabatan terima jabatan
Mendokumentasikan kegiatan Memori serah terima| 15 Menit  [Memori serah
Serah Terima Jabatan dan jabatan terima jabatan

mengarsipkan Berita Acara
Serah Terima Jabatan dan
Memori Serah Terima Jabatan.




Nomor SOP AP : |36 Tahun 2022
Tanggal Pembuatan .
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
Judul SOP AP
Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :
1" Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 1 Pendidikan minimal Strata 1
2 ;'ggmran Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2 Menguasai Tata Naskah Dinas

3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19
Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah

4 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

5 Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 309/KEP/HK/2021 tentang Peta Proses
Bisnis Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur

3 Memiliki pengetahuan tentang penyusunan Peta Proses Bisnis

Tahun 2018-2023
|Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1 SOP AP Penyusunan Dokumen Revisi SOP AP 1 Alat Tulis Kantor

2 Internet
3 Komputer/Printer

|Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Apabila kegiatan ini tidak dilaksanakan maka penyusunan SOP AP tidak dapat dilakukan Disimpan sebagai data elektronik dan manual di Sub Bagian Kepegawaian dan
Umum




Memerintahkan membuat Tim Penyusun
Peta Proses Bisnis dan melakukan
pemetaan serta analisis proses bisnis di
lingkungan Dinkes Dukcapil Prov. NTT

10 Menit

Perintah

Memerintahkan membuat Tim Penyusun
Peta Proses Bisnis dan melakukan
pemetaan serta analisis proses bisnis di
lingkungan Dinkes Dukcapil Prov. NTT

Perintah

10 Menit

Perintah

Memerintahkan membuat konsep Keputusan
Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT dan
melakukan pemetaan serta analisis proses
bisnis di lingkungan Dinkes Dukcapil Prov.
NTT

Perintah

10 Menit

Perintah

Membuat konsep Keputusan Kepala Dinas
Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Provinsi NTT perihal Tim Penyusun
Peta Proses Bisnis Dinkes Dukcapil Prov.
NTT. Konsep diserahkan kepada Kasubag
Kepegum.

Perintah

2 Jam

Konsep Keputusan Kepala

Dinas

Memeriksa Konsep Keputusan Kepala Dinas
Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Provinsi NTT. Apabila setuju akan
diserahkan kepada Sekretaris, jika tidak
setuju akan dikembalikan ke Analis Layanan
Umum.

Ya

Tidak

Konsep Keputusan
Kepala Dinas

15 Menit

Konsep Keputusan Kepala
Dinas

Memeriksa Konsep Keputusan Kepala Dinas
Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Provinsi NTT. Apabila setuju akan
diserahkan kepada Kepala Dinas, jika tidak
setuju akan dikembalikan kepada Kasubag
Kepegum untuk diperbaiki.

~Ya

Konsep Keputusan
Kepala Dinas

15 Menit

Konsep Keputusan Kepala
Dinas




Memeriksa Konsep Keputusan Kepala Dinas

Konsep Keputusan
Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Kepala Dinas
Sipil Provinsi NTT. Apabila setuju akan
ditandatangani oleh Kepala Dinas dan
diserahkan kepada Sekretaris, jika tidak
setuju akan dikembalikan kepada Sekretaris
untuk diperbaiki.

8 |Memerintahkan Kasubag Kepegum untuk Surat Keputusan 15 Menit | SK Kadis
melakukan pemetaan dan analisis proses Kepala Dinas

isnis di lingkungan Dinkes Dukcapil Provinsi
NTT.

9 |Melakukan pemetaan dan analisis proses SK Kepala Dinas 30 Hari Hasil pemetaan dan
bisnis di lingkungan Dinkes Dukcapil Prov. :’-r—)-(': analisis probis
NTT - :

10 |- Menyusun konsep Naskah Identifikasi Ya Hasil Pemetaan dan 1 Hari Konsep Naskah Identifikasi
Proses Bisnis dan Naskah Peta Proses analisis probis Proses Bisnis, Naskah
Bisnis berdasarkan hasil pemetaan dan Peta Proses Bisnis, Surat
analisis Proses Bisnis Usulan Probis dan Peta
- Menyusun konsep surat kepada Biro Probis
Organisasi perihal penyampaian usulan
Proses Bisnis dan Peta Proses Bisnis

11 |Memeriksa konsep surat kepada Biro ¥ Konsep Naskah 20 Menit | Konsep Naskah Identifikasi
P n oy <ot
konsep Naskah |dentifikasi Proses Bisnis Proses Bisnis, Surat Usulan Probis dan Peta
dan konsep Naskah Peta Proses Bisnis. Usulan Probis dan Probis
Apabila setuju diserahkan kepada Sekretaris. Peta Probis
Jika tidak setuju maka dikembalikan kepada
Analis Layanan Umum untuk diperbaiki.

12 gemenksa kon:;p surat kepada Biro Konsep Naskah 20 Menit gcnsep BNaskah Identifikasi

rganisasi perihal penyampaian usulan Identifikasi Proses roses Bisnis, Naskah
Proses Bisnis dan Peta Proses Bisnis, Bisnis, Naskah Peta Peta Proses Bisnis, Surat
konsep Naskah Identifikasi Proses Bisnis Y o Proses Bisnis, Surat Usulan Probis dan Peta
dan konsep Naskah Peta Proses Bisnis. ’ Usulan Probis dan Probis
Apabila setuju, diserahkan kepada Kepala Peta Probis
Dinas. Jika tidak setuju, maka dikembalikan
kepada Kasubag Kepegum untuk diperbaiki

13 |Menandatangani surat usulan dan konsep Konsep Naskah 15 Menit  |Konsep Naskah Identifikasi] SOP Surat Keluar
Naskah |dentifikasi Proses Bisnis dan Peta Identifikasi Proses Proses Bisnis, Naskah
Probis. Bisnis, Naskah Peta Peta Proses Bisnis, Surat

Proses Bisnis, Surat Usulan Probis dan Peta
Usulan Probis dan Probis
Peta Probis




Nomor SOP AP 37 Tahun 2022

| Tanggal Pembuatan 18 Mei 2022 ==

| Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SEKRETARIAT

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Judul SOP AP

T g T

|Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025 '

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Pedoman
Umum Penanganan Benturan Kepentingan Bagi Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur

6. Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis|
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Memahami peraturan perundangan yang terkait dengan benturan kepentingan
2. Mampu mengoperasikan Komputer dan Mc. Office

| Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP AP Penanganan Surat Masuk 1. ATK '
2. Komputer / laptop

3.
4.

Telepon/Faximile
Printer

T - ¢ T

=

encatatan dan pendataan :

Peringatan )
IApabila penanganan benturan kepentingan tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka akan
terjadi pengambilan kebijakan yang tidak objektif

Data disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy di Sub Bagian Keegawaian dan
Umum




' Membuat n mnyampaikan urat

surat

surat pernyataan

Mampirkan

pernyataan potensi benturan kepentingan pernyataan bukti-bukti
kepada atasan langsung terkait
menerima surat pernyataan potensi benturan surat 1 hari |surat pernyataan ———
kepentingan dari pegawai dan memeriksa pernyataan diialecican
tentang kebenaran laporan dan setiap 3 bulan
menyampaikan kepada Kepala Dinas

Menerima potensi benturan kepentingan dan surat 2jam |surat pernyataan

memonitor langkah penyelesaian yang pernyataan

diambil oleh atasan langsung dan

melaporkan kepada Tim Penanganan

Benturan Kepentingan

Menerima dan merekapitulasi potensi surat 2 hari  |Laporan

benturan kepentingan dan memonitor hasil pernyataan penanganan

pelaksanaap penanganan benturan benturan

kepentingan yang telah dilakukan pegawai kepentingan

maupun Kepala Dinas




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP : |38 Tahun 2022

Jmﬂ’embuahn : |22 November 2022

 Tanggal Revisi : P T T

| Tanggal Efektif - p4 »

Disahkan oleh : Kepala Dinas catatan Sipil
T 2 o

,i""' = mur /
Judul SOP AP : |Penangana Pelap a

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

3 Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik

4 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

1 Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Administrasi Pemerintahan

2 Mengetahui dan memahami peraturan tentang Layanan Pengaduan
3 Mengetahui dan Memahami Peraturan tentang Keterbukaan Informasi Publik

Keterkaitan : Peralatan/ Perlengkapan :
1. SOP AP Penanganan Whistle Blowing System (WBS) 1. Komputer -
2. SOP AP Pelayanan Pengaduan 2. ATK
3 Printer
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Jika Penangana Pelaporan Gratifikasi tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka akan
menghambat evaluasi terhadap penanganan gratifikasi

Disimpan sebagai hardcopy dan softcopy pada Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

263



mengisi formulir laporan gratifikasi

Menerima, menganalisis dan Laporan gratifikasi 2 jam Laporan gratifikasi
mengadministrasikan laporan penerimaan /

|permintaan gartifikasi
Membuat laporan gratifikasi pada Dinas Laporan gratifikasi 1 minggu |Laporan Pelaksanaan
Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pengendalian Gratifikasi

Provinsi NTT setiap triwulan dan menyampaikan
kepada Tim UPG Pemerintah Provinsi NTT

| Dinkes Dukcapil Prov. NTT




O

Nomor SOP AP :| 30 Tahun 2022
Tanggal Pembuatan : [29 November
| Tanggal Revisi g
| Tanggal Efektif :
Disahkan oleh . “; epdta
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SEKRETARIAT ;
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM Judul SOP AP : |Penyt
Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :

1 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025.

2 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah

4 Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal S1
2. Memahami pengelolaan barang milik daerah

Keterkaitan : Peralatan/periengkapan :
1 SOP AP Penanganan Surat Keluar 1. ATK
2 SOP AP Penanganan Surat Masuk 2. Komputer
3 SOP AP Pemeliharaan Fasilitas Kantor 3. Printer
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :

Apabila prosedur Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran RKBMD tidak dilkasanakan
sesuai prosedur maka pengadaan barang milik daerah tidak terkontrol dengan baik

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy di sub Bagian Kepegawaian dan Umum




Mengumpulkan perencanaan dan
penganggaran barang dari setiap
bidang/sekretariat/UPTD

Laporan pengelolaan Barang
Milik Daerah (BMD)

2 minggu

Perencanaan dan
penganggaran barang dari
setiap
bidang/sekretariat/UPTD

Menginput perencanaan dan penganggaran Perencanaan dan 2 minggu |Konsep RKBMD

barang dari setiap bidang/sekretariat/UPTD penganggaran barang dari Penganggaran dan

dalam format RKBMD Penganggaran dan setiap pemeliharaan untuk tahun

pemeliharaan untuk tahun berikutnya bidang/sekretariat/UPTD berikutnya

Mencetak RKBMD Penganggaran dan Konsep RKBMD 1 hari |Konsep RKBMD

pemeliharaan untuk tahun berikutnya dan Penganggaran dan Penganggaran dan

menyampaikan ke Kasubag pemeliharaan untuk tahun pemeliharaan untuk tahun
berikutnya berikutnya

Memeriksa Konsep RKBMD Penganggaran dan A Konsep RKBMD 1 hari |Konsep RKBMD

pemeliharaan untuk tahun berikutnya. Jika Tidak Ya Penganggaran dan Penganggaran dan

setuju, memaraf dan menyampaikan kepada pemeliharaan untuk tahun pemeliharaan untuk tahun

sekdis. Jika tidak setuju mengembalikan ‘ berikutnya berikutnya

kepada Analis Aset Daerah untuk diperbaiki b

Memeriksa Konsep RKBMD Penganggaran dan Konsep RKBMD 2jam |Draft RKBMD

pemeliharaan untuk tahun berikutnya. Jika Tidak Ya Penganggaran dan Penganggaran dan

setuju, memaraf dan menyampaikan kepada pemeliharaan untuk tahun pemeliharaan untuk tahun

Kepala dinas. Jika tidak setuju mengembalikan berikutnya berikutnya

kepada kasubag untuk diperbaiki

Memeriksa draft RKBMD Penganggaran dan Draft RKBMD Penganggaran 1jam |RKBMD Penganggaran

pemeliharaan untuk tahun berikutnya. Jika
setuju menandatangani dan menyerahkan
kepada sekdis. Jika tidak setuju
mengembalikan kepada sekdis untuk

Tidak

dan pemeliharaan untuk tahun
berikutnya

dan pemeliharaan untuk
tahun berikutnya

diperbaiki
Menyerahkan RKBMD kepada Kasubag untuk

RKBMD Penganggaran dan 10 menit |Dokumen RKBMD,
ditindaklanjuti pemeliharaan untuk tahun disposisi

berikutnya
Menyerahkan RKBMD kepada Analis Aset Dokumen RKBMD, disposisi 10 menit |Dokumen RKBMD,
Daerah disposisi
Mengarsipkan dan mendistribusikan RKBMD Dokumen RKBMD, disposisi 1Jam |Dokumen RKBMD, bukti

kepada Gubernur, Wakil Gubernur. Sekretaris
Daerah, Kepala Badan Aset dan Substansi PDE
Dinkes Dukcapil Prov. NTT untuk dimasukan
dalam perencanaan perangkat daerah tahun
berikutnya.

dokumentasi




4

-

i Nomor SOP 40 Tahun 2022
e, N Tanggal Pembuatan |04 Juli 2022
@j Tanggal Revisi
o, S Tanggal Efektif
- Disahkan oleh
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SEKRETARIAT
SUBSTANSI PROGRAM, DATA DAN EVALUASI (PDE)
Judul SOP AP

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1

2,

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Pemerintah

Peraturan Presiden Nmor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reforasi
Birokrasi 2010-2025

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasionl Prosedur Administrasi Pemerintahan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah

1. Pendidikan Minimal S1.

2. Memahami sistematika penyusunan laporan
3. Memahami tata naskah dinas

4. ASN

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1

SOP AP penanganan surat masuk

2 SOP AP penanganan surat keluar
3 SOP AP pengarsipan dokumen / naskah dinas

1. ATK

2. Komputer/Printer

3. Jaringan Internet

4. Lembar Kerja, Rencana Kerja

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

1.

Jika penyusunan SAKIP tidak dilaksanakan sesuai prosedur, maka akan
berdampak pada kualitas SAKIP yang disampaikan ke Biro Organisasi

Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy di Substansi PDE




rintah setaris Dinas untuk menyusun SAKIP Dinas
Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi
NTT

Surat Masuk

10 menit

' isposisi su

Membuat dan menyampaikan format pengumpulan data dan Disposisi surat 2 jam Format Penyusunan
informasi kinerja dari masing-masing bidang dan sekretariat SAKIP Dinas Kesehatan,
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi
NTT
Mengisi format pengumpulan data dan informasi kinerja Format Penyusunan 3 hari Format Penyusunan
SAKIP Dinas Kesehatan, SAKIP Dinas Kesehatan,
Kependudukan dan Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Pencatatan Sipil Provinsi
NTT NTT
Menghimpun format data dan informasi kinerja dari masing Format Penyusunan 7 hari Draft SAKIP Dinas
masing bidang dan sekretariat, menganalisis dan SAKIP Dinas Kesehatan, Kesehatan,
mengevaluasi data dan informasi kinerja yang telah Kependudukan dan Kependudukan dan
terkumpul, membuat dokumen SAKIP Dinas Kesehatan, Pencatatan Sipil Provinsi Pencatatan Sipil Provinsi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT dan NTT NTT
menyampaikan ke Sekretaris Dinas
Mengoreksi Dokumen SAKIP Dinas Kesehatan, Draft SAKIP Dinas 1 hari Draft SAKIP Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT, jika Ya Tidak Kesehatan, Kesehatan,
setuju memaraf dan menyampaikan ke Kepala Dinas, jika Kependudukan dan Kependudukan dan
tidak setuju mengembalikan ke Sub Koordinator untuk Pencatatan Sipil Provinsi Pencatatan Sipil Provinsi
diperbaiki NTT NTT
Memeriksa dokumen SAKIP Dinas Kesehatan, Draft SAKIP Dinas 10 menit Dokumen SAKIP
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT, jika Kesehatan,
setuju menandatangani, jika tidak setuju mengembalikan ke Kependudukan dan
sekretaris dinas untuk diperbaiki Pencatatan Sipil Provinsi
NTT
Mengarsipkan dan mengirimkan dokumen SAKIP ke alamat Dokumen SAKIP 1jam Dokumen SAKIP

yang dituju




O

Nomor SOP AP : | 41 Tahun 2022
Tanggal Pembuatan : |11 September 2019
Tanggal Revisi ;|25 Oktober 202z
Tanggal Efektif i
Disahkan oleh - Kepala P
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SEKRETARIAT \
SUBSTANSI PROGRAM, DATA DAN EVALUASI Judul SOP AP : |Penyusunan Ke an Kegiatan (TOR) dan Rincian
Anggaran Biaya (RAB) Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi
(PDE)
Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :
1 It:::ia;:’r;;ga-lund:-mg Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 1 Pendidikan minimal sarjana
2 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 2 Mampu mengoperasikan komputer

Birokrasi 2010 - 2025

3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

4 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

5 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 Tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara

Timur
|Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1 SOP AP Penanganan Surat Masuk 1. ATK
2 SOP AP Penanganan Surat Keluar 2. Komputer
3 8SOP AP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 3. Telephon/Faximile
4 SOP AP Pengarsipan Dokumen / Naskah Dinas A Printer
[T’eringatan : Pencatatan dan pendataan :
Apabila Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy di Substansi PDE

(RAB) tidak dilaksanakan sesuai prosedur akan berdampak pada kualitas penyusunan
rencana kerja Dinas




Menugaskan Kasubag untuk menyusun

Agenda Kerja

10 menit

Disposisi/petunjuk

Bulan januari

Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan tahun berjalan
Rincian Anggaran Biaya (RAB) dari tahun
rencana.

2 |Menugaskan pejabat pelaksana untuk Disposisi/petunjuk 10 menit |Disposisi/petunjuk
mengumpulkan bahan penyusunan TOR dan
RAB

3 |Mengumpulkan/menghimpun bahan Disposisi/petunjuk 2 Hari |Bahan atau data
penyusunan TOR dan RAB dan dukung
menyampaikan kepada Sub Koordinator penyusunan TOR

dan RAB

4 |Menyusun konsep TOR dan RAB dan Bahan atau data 1 Minggu |Konsep TOR dan
menyampaikan kepada Sekretaris dukung penyusunan RAB

A TOR dan RAB

5 |Memeriksa konsep TOR dan RAB. Apabila Konsep TOR dan 2Jam |Konsep TOR dan
setuju menyampaikan kepada Kasubag dan Tidak RAB RAB
Pejabat Pelaksana untuk rapat. Jika tidak
setuju mengembalikan kepada Sub

ordinator untuk memperbaiki

6 |Rapat membahas TOR dan RAB yang Konsep TOR dan 2jam |Konsep TOR dan
dipimpin oleh Sekretaris Dinas RAB, daftar hadir. RAB

7 |Menugaskan kasubag untuk memperbaiki Notulen hasil rapat 2 hari  |Notulen hasil rapat,
Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan dan Berita acara Berita acara rapat,
Rincian Anggaran Biaya (RAB) program rapat disposisi/petunjuk
sesuai hasil r !

8 |Menyusun konsep perbaikan TOR dan RAB Notulen hasil rapat, 2 Jam |Draft TOR dan
sesuai notulen rapat, memaraf dan berita acara rapat, RAB
menyampaikan kepada Sekretaris disposisi/petunjuk

9 |Memeriksa kensep perbaikan TOR dan RAB. Draft TOR dan RAB 1Jam |TOR dan RAB
Apabila setuju, menandatangani dan
menyampaikan kepada Kasubag. Apabila
tidak setuju dikembalikan kepada Sub
Koordinator untuk memperbaiki

10 [Menyerahkan dokumen TOR dan RAB TOR dan RAB 10 menit |TOR dan RAB
kepada pejabat pelaksana untuk
didistribusikan dan didokumentasikan.

11 |Mendistribusikan dan mendokumentasikan TOR dan RAB 30 menit |TOR dan RAB, SOP AP

bukti dokumentasi |Pengarsipan
Dokumen /

Naskah Dinas




PEMERINTAH PROVINS| NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SEKRETARIAT
SUBSTANSI PROGRAM, DATA DAN EVALUASI (PDE)

Nomor SOP AP 42 Tahun 2022

Tanggal Pembuatan :|11 September 2019 ===

Tanggal Revisi - |25 Oktober 2022 % © R0, AN

Tanggal Efektif : A -

Disahkan oleh L catatan Sipil
L]

it * |Penyusunan Rekﬁ%ﬂ'ﬁﬁgls (RENSTRA)

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 -
2025

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi NTT Tahun 2005-2025

Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 002 Tahun 2018).

3.

Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal S1
2. Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

5 SOP AP Penyusunan Rencana Kerjan (Renja)

Keterkaitan : Peralatan/periengkapan :
1 SOP AP Penanganan Surat Masuk 1. ATK
2 SOP AP Penanganan Surat Keluar 2. Komputer
3 SOP AP Manajamen Data dan Informasi Kesehatan Sub Bagian PDE 3. Telephon/Faximile/internet
4 SOP AP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 4. Printer

|Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Ifabila Penyusunan Rencana Strategis tidak dilaksanakan sesuai prosedur, maka akan
berdampak pada kualitas penyusunan Rencana Kerja dinas

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy di Substansi PDE




Menelaah SE Gubernur tentang Penyusuna
Renstra Perangkat Daerah dan mendisposisi
kepada Sekretaris.

Sat Eran

10 menit

Surat Edara dn
Disposisi

2 |Menelaah Surat Edaran Gubernur dan disposisi Surat Edaran dan 10 menit |Surat Edaran,
Kadis, selanjutnya mendisposisi kepada Sub Disposisi Disposisi dan
Koordinator untuk menyusun konsep Renstra petunjuk
dinas.

3 |Menelaah konsep Surat Edaran Gubernur dan Surat Edaran, 15 menit | Surat Edaran,
disposisi pimpinan selanjutnya menugaskan Disposisi dan Disposisi dan
analis perencanaan, evaluasi dan pelaporan untuk petunjuk petunjuk
mengumpulkan bahan dari bidang/UPTD dan
menyusun konsep Renstra.

4 |Mengumpulkan dan mengolah data dari tiap Surat Edaran, 1 Bulan |Bahan atau data |Terkait SOP AP
Bidang/UPTD, menyusun konsep Renstra dan Disposisi, petunjuk qpendukung, penerbitan nota
menyampaikan ke Sub Koordinator konsep Renstra |dinas

5 |Menelaah Konsep Renstra dan menyampaikan ke Bahan atau data 1 minggu |Konsep Renstra
Sekretaris pendukung, konsep dinas

Renstra

6 |Menelaah Konsep Renstra dan menyampaikan ke Konsep Renstra 1 Hari |Konsep Renstra
kadis untuk dibahas dalam rapat. - dinas dinas

7 |Mengadakan Rapat bersama seluruh Konsep Renstra 2 Jam |Konsep Renstra |Terkait SOP AP
bidang/UPTD untuk membahas Konsep Renstra dinas dinas, Notulen  |Penyelenggaraan
Dinkes yang dipimpim Kadis dan menugaskan *_(: Rapat Pertemuan/Sosiali
Kasubag untuk menyempurnakan sesuai hasil . #iﬁ sasi/Workshop/Ad
rapat vokasi

8 |Memperbaiki Konsep Renstra Dinkes sesuai hasil Konsep Renstra 3 Hari |Konsep Renstra
rapat, dan menyampaikan kepada Sekretaris dinas, Notulen Rapat dinas, Notulen

) Rapat

9 |Memeriksa konsep Renstra Dinkes. Apabila v I Konsep Renstra 2 Jam |Draf Renstra
setuju, memaraf dan menyampaikan kepada 2 Tidak dinas, Notulen Rapat dinas
Kadis. Apabila tidak setuju, dikembalikan kepada
Sub Koordinator untuk memperbaiki.

10 |Memeriksa Draf Renstra Dinkes. Apabila setuju, Draf Renstra dinas 1Jam |Renstra dinas
menandatangani dan dipreses lebih lanjut oleh b Tidak
analis perencanaan, evaluasi dan pelaporan,

Apabila tidak setuju, dikembalikan kepada
Sekretaris untuk memperbaiki Ya
11 |Menggandakan, menyampaikan Renstra dinas Renstra dinas 2 Hari |Renstra dinas,

kepada Gubernur up. Kepala BAPPEDA,
mendistribusi copy Renstra kepada seluruh
bidang/UPTD dan mengarsipkan

bukti
dokumentasi

e




Nomor SOP AP :| 42 Tahun 2022
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL th-11 Lais] i
SEKRETARIAT , B 19690831 199703 2 001
SUBSTANSI PROGRAM, DATA DAN EVALUASI (PDE) Judul SOP AP : |Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja)
Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 1. Pendidikan minimal S1
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan 2. Fungsional Perencana

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010 - 2025

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

6. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi NTT Tahun 2005-2025

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 Tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Keterkaitan : Peralatan/periengkapan :
1. SOP AP Penyusunan TOR dan RAB Subag/Seksi 1. ATK
2. SOP AP Penyusunan Rencana Kerja (Renja) 2. Komputer
3. Telephon/Faximile
4. Printer
l'PLaringatan : Pencatatan dan pendataan :

Apabila Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) tidak dilaksanakan sesuai prosedur, |Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy di Substansi PDE
maka akan berdampak pada kualitas penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) dan
DPA pada dinas




Menugskn Sub Koordinator PDE untuk myusn
Perubahan Renja dinas provinsi.

Agenda Krja

10 menit

Disposisi/petunjuk

Bulsn fabrn'
tahun berjalan dari
tahun rencana.

Menugaskan analis perencanaan, evaluasi dan
pelaporan untuk mengumpulkan bahan penyusunan
Perubahan Renja dari tiap-tiap bidang teknis/UPTD
dan menyusun konsep Perubahan Renja.

Disposisi

10 menit

Disposisi/petunjuk

Mengumpulkan/menghimpun bahan dari tiap bidang
teknis/UPTD, menyusun konsep Perubahan Renja
dan menyampaikan ke Sub Koordinator.

Disposisi/petunjuk, nota dinas

2 minggu

Kerangka acuan kegiatan dan
RAB, data dukung dari tiap
bidang teknis dan konsep
Perubahan Renja.

Memeriksa konsep Perubahan Renja dinas. Apabila Nota dinas, Kerangka acuan 1 hari |Konsep Perubahan Renja

setuju memberi paraf dan menyampaikan kepada \ kegiatan dan RAB, data

sekretaris. Apabila tidak setuju mengembalikan Ya| Tidak dukung dari tiap bidang teknis

kepada analis untuk diperbaiki. dan konsep Perubahan Renja.

Memeriksa konsep Perubahan Renja dinas. Apabila _ Konsep Perubahan Renja 1Jam |Konsep Perubahan Renja

setuju menyampaikan kepada Sub Koordinator Tidak

untuk melaksanakan asistensi konsep Perubahan

Renja dari tiap bidang teknis/UPTD dan apabila

tidak setuju mengembalikan kepada Sub

Koordinator untuk diperbaiki. Ya

Melaksanakan asistensi konsep Perubahan Renja Nota dinas, konsep 2jam |Notulen dan Berita acara 2 jam untuk setiap
bersama bidang teknis dan menugaskan analis Perubahan Renja, jadwal asistensi bidang teknis
perencanaan, evaluasi dan pelaporan untuk asistensi, dan daftar hadir.

menyusun draf Perubahan Renja dinas. ‘ :t*

Menyusun draf Perubahan Renja dinas dan Notulen dan Berita acara 2 hari |Draf Perubahan Renja dinas
menyampaikan kepada Sub Koordinator. asistensi

Memeriksa draf Perubahan Renja. Apabila setuju, Draf Perubahan Renja dinas 2 Jam |Draf Perubahan Renja dinas

memaraf dan menyampaikan kepada sekretaris.
Apabila tidak setuju dikembalikan kepada analis
perencanaan, evaluasi dan pelaporan untuk

memperbaiki

Tidak




Memeriksa draf Perubahan Renja. Apabila setuju,
memaraf dan menyampaikan kepada kepala dinas.
Apabila tidak setuju dikembalikan kepada Sub
Koordinator untuk memperbaiki.

Ya

Tidak

Ya

Draf Perubahan Renja dinas

Draf Perubahan Renja dinas

10

Memeriksa draf Perubahan Renja. Apabila setuju
menandatangani dan menyampaikan kepada
sekretaris. Apabila tidak setuju dikembalikan kepada
sekretaris untuk memperbaiki.

Tidak

1

Menyerahkan dokumen Perubahan Renja dinas
kepada Sub Koordinator PDE untuk didistribusikan
dan didokumentasikan.

Ya

Draf Perubahan Renja dinas

30 menit

Perubahan Renja dinas

Perubahan Renja dinas

10 menit

Perubahan Renja dinas

12

Menyerahkan dokumen Perubahan Renja dinas
kepada analis perencanaan, evaluasi dan pelaporan
untuk didistribusikan dan didokumentasikan.

Perubahan Renja dinas

10 menit

Perubahan Renja dinas

13

Mendistribusikan dan mendokumentasikan

Perubahan Renja dinas

1 Jam

Dokumen Perubahan Renja
dinas.




Nomor SOP AP : | 44 Tahun 2022
Tanggal Pembuatan : |11 September 2019
Tanggal Revisi : |21 Oktober 2022 === /
Tanggal Efektif hY 0 )
Disahkan oleh dan Pencatatan Sipil
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SEKRETARIAT - 0
SUBSTANSI PROGRAM, DATA DAN EVALUASI Judul SOP AP e porad Rinerj@nstansi Pemerintah (LKIP)
Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Pemerintah. 1. Pendidikan minimal S1
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2. Memahami sistematika penyusunan laporan
2010-2025 3. Memahami tata naskah dinas
3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan| 4. ASN
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
|Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP AP Penanganan surat masuk 1. ATK
2. SOP AP Penanganan surat keluar 2. Komputer, Printer
3. SOP AP Pengarsipan Dokumen / Naskah Dinas 3. Jaringan Internet
4. Lembar Kerja, Rencana Kerja.
[F'erlngatan : Pencatatan dan pendataan :
Jika Penyusunan LKIP dinas kesehatan tidak dilaksanakan sesuai Prosedur , maka akan Disimpan dalam bentuk Sofcopy dan Hardcopy
berdampak pada keterlambatan penyampaian LKIP ke Biro Organisasi




Menugaskan Sub Koordinator
menyusun konsep LKIP Dinas
kesehatan NTT

Agenda Kerja

Disposisi

Menugaskan analis perencanaan, Disposisi 10 menit Disposisi
evaluasi dan pelaporan untuk
mengumpulkan bahan dan menyusun
konsep LKIP dinas kesehatan.
Mengumpulkan bahan dan menyusun " Disposisi, nota dinas, 2 minggu  |Bahan dan konsep
konsep LKIP serta menyampaikan dan instrumen LKIP dinas
kepada Sub Koordinator. * pengumpulan data kesehatan

LKIP dinas kesehatan
Memeriksa konsep LKIP dinas Bahan dan konsep 1 hari Konsep LKIP Dinas
kesehatan. Apabila setuju, memaraf Ya Tidak | LKIP dinas kesehatan Kesehatan
dan menyampaikan kepada sekretaris.
Jika tidak setuju, mengembalikan A
kepada analis perencanaan, evaluasi
dan pelaporan untuk diperbaiki.
Memeriksa konsep LKIP dinas Tidak Konsep LKIP Dinas 2 Jam Draf LKIP Dinas
kesehatan. Apabila setuju, memaraf Kesehatan Kesehatan NTT
dan menyampaikan kepada kepala
dinas kesehatan. Jika tidak setuju, Ya
dikembalikan kepada Sub Koordinator
untuk diperbaiki.
Memeriksa draft LKIP dinas Draf LKIP Dinas 1 jam Dokumen LKIP Dinas
kesehatan. Apabila setuju, Tidak Kesehatan NTT Kesehatan Provinsi
menandatangani dan menyampaikan NTT
kepada sekretaris. Jika tidak setuju,
dikembalikan kepada sekretaris untuk Ya
diperbaiki.
Menyerahkan dokumen LKIP kepada Dokumen LKIP Dinas 10 menit Dokumen LKIP Dinas
Sub Koordinator untuk diproses lebih Kesehatan Provinsi Kesehatan Provinsi
lanjut. NTT NTT
Menyerahkan dokumen LKIP kepada Dokumen LKIP Dinas 10 menit Dokumen LKIP Dinas
analis perencanaan, evaluasi dan Kesehatan Provinsi Kesehatan Provinsi
pelaporan untuk diproses lebih lanjut. NTT NTT
Mendistribusikan dan 4 Dokumen LKIP Dinas 2 jam Dokumen LKIP Dinas|SOP AP
mendokumentasikan dokumen LKIP - Kesehatan Provinsi Kesehatan Provinsi  |Pengarsipan
dinas kesehatan. NTT NTT, bukti Dokumen /

dokumentasi.

Naskah Dinas




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT
SUBSTANSI PROGRAM, DATA DAN EVALUASI

Nomor SOP AP 45 Tahun 2022

Tanggal Pembuatan |04 Juli 2022

Tanggal Revisl

Tanggal Efekfif

Disahkan oleh i ncatatan Sipil
ur ~

Judul SOP AP Pengendalian M garaan SPIP Terintegrasi

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,

3. Peraturan Presiden Rl Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 -
2025,

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,

5. Permendagri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkup Pemerintah
Provinsi dan Kabupaten/Kota;

6. Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Oenyelenggaraan Sistem
Pengemdalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah

7 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 60 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan
Sistem Pengenalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintgrasi Berbasis Elektronik di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,

8 Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 326 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas

Penyelenggara Sistem Pengenalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintgrasi di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Teng_gara Timur,

1. Telah mengikuti Diklat/Bimtek/Workshop Penilaian Maturitas SPIP/Penyelengaraan SPIP

2. Tim Satgas SPIP melalui Surat Keputusan;

3. Tim Satgas Assessor melalui Surat Keputusan;

4. Mampu mengoperasikan Komputer

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
1. SOP AP Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi 1. ATK 7. Alat Ukur
2. Komputer/Printer 8. Sarana Komunikasi
3. Printer 9. Sarana Mobilitas
4. Mesin Photo Copy 10. Kamera
5. Proyektor 11. Buku Kerja/Agenda
6. Lembaran Disposisi 12 Internet

Pencatatan dan pendataan :

Peringatan

1. Jika prosedur ini tidak dilaksanakan maka akan menyebabkan keterlambatan perolehan penilaian
maturitas SPIP Perangkat Daerah;

2. Jika prosedur ini tidak dilaksanakan sesuai standar, maka dapat menyebabkan perbedaan hasil

penilaian Maturitas SPIP yang signifikan setelah dilakukan Quality Assurance oleh Inspektorat

1 Kuesioner persepsi maturitas SPIP

7 Dokumen pembuktian (kuisioner lanjutan, wawancara, reviu dokumen, Obsevasi

3 Draf dan Laporan Penilaian Maturitas SPIP

4 Surat Permintaan Quality Assurance




Menerbitkan/menetapkan Surat Keputusan

SK Satgas SPIP OPD Dinas

Terkait SOP AP Penerbitan Surat

tentang Pembentukan Tim Satgas SPIP di Satgas, Lembar Kesehatan, Kependudukan |Keputusan Kepala Dinas

Perangkat Daerah Disposisi, ATK, dan Pencatatan Sipil Prov. |Kesehatan, Kependudukan dan
Komputer, Printer NTT Pencatatan Sipil Provinsi NTT

Pimpinan PD menerbitkan/menetapkan Surat Lembar Usulan Tim 1 Hari SK Tim Assessor SPIP OPD | Terkait SOP AP Penerbitan Surat

Keputusan tentang Pembentukan Tim Assessor, Lembar Dinas Kesehatan, Keputusan Kepala Dinas

Assessor SPIP di Perangkat Daerah Disposisi, ATK, | Kependudukan dan Kesehatan, Kependudukan dan
Komputer, Printer Pencatatan Sipil Prov. NTT |Pencatatan Sipil Provinsi NTT

Mengumpulkan dokumen infrastruktur SPIP Dokumen, ATK, 14 Hari Dokumen Infrastruktur SPIP

yang ada di masing - masing Komputer, Printer,

Bagian/bidang/Sub bagian/Seksi Notulen Rapat

Menerima dokumen infrastruktur SPIP, Dokumen, ATK, 7 Hari Dokumen Infrastruktur SPIP

melakukan verifikasi dan menginput ke dalam Tidak Komputer, Printer,

aplikasi e - sipintar Notulen R

Ya

Menyampaikan Surat Permohonan kepada ATK, Komputer, Printer 1 Hari Dokumen Infrastruktur SPIP | Terkait SOP AP Penanganan

Inspektorat untuk dilakukan Quaiity Surat Keluar

Assurance

Melakukan Quality Assurance dan membuat ATK, Komputer, 1 Hari Laporan Hasil Quality

Laporan Hasil Quality Assurance untuk Printer, Notulen Rapat Assurance

Melakukan evaluasi atas Laporan Hasil
Quality Assurance dari Inspektorat

Laporan Hasil Quality
Assurance




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SEKRETARIAT
SUBSTANSI PROGRAM, DATA DAN EVALUASI

Nomor SOP AP b Tahun 2022

Tanggal Pembuatan

11 September 2019
¥

Tanggal Revisi

| Tanggal Efektif

Disahkan oleh catatan Sipil

Judul SOP AP

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025

3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Komunikasi Data dalam Sistem Informasi Kesehatan Intergrasi

4 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 tentang Strategi £ -
Kesehatan Nasional

5 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

6 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.00.SJ.SK.V1.1797/2004 tentang
Pedoman Penyusunan Profil Kesehatan Kabupaten/Kota

7 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1 Pendidikan Minimal S1.
2 Menguasai Windows dan Microsoft Office.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1 SOP AP Manajemen Data dan Informasi Sub koordinator/Seksi
2 SOP AP Penerbitan Nota Dinas

1 Format Ketentuan Berita Penulisan Website
2 Perangkat Lunak (Komputer)
3 Printer

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika tidak dilaksanakan sesuai prosedur, maka informasi yang disebarkan lewat website kurang
berkualitas.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy di substansi PDE




Mengumpulkan, menerima, menelaah Instrumen Draf informasi

redaksi artikel informasi kesehatan dari pengumpulan kesehatan

tiap bidang dan menyampaikan ke informasi, nota dinas,

Kasubag / Sub Koordinator / Kasie SK Kepala Dinas

masing-masing

Melakukan penelaahan dan editing Draf informasi 3 hari Draf informasi

informasi kesehatan. Jika setuju, b 4 kesehatan kesehatan

menyampaikan ke sekretaris / Kabid. Tidak "

Jika tidak setuju, kembalikan untuk

diperbaiki. 4

Melakukan penelaahan informasi Tidak Ya Draf informasi 2 Jam Draf informasi

kesehatan. Jika setuju, menyampaikan kesehatan kesehatan

ke kadis. Jika tidak setuju, kembalikan y

untuk diperbaiki.

Melakukan penelaahan informasi Draf informasi 1 Jam informasi kesehatan

kesehatan. Jika setuju, menugaskan Tidak " Ya kesehatan yang disetujui

web admin untuk menyebarkan

informasi kesehatan lewat website

dinas

Mengupload dalam website dinas informasi kesehatan |1 Hari informasi kesehatan
yang disetujui yang di upload




O

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SEKRETARIAT

SUBSTANSI PROGRAM, DATA DAN EVALUASI (PDE)

Nomor SOP AP 47 Tahun 2022
Tanggal Pembuatan : |11 September 2019
Tanggal Revisi : |21 Oktober 2022

Tanggal Efektif

Disahkan oleh : Kepala Dips¥e Setrz

Judul SOP AP

\Wmtan Sipil

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :
1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 1. Pendidikan minimal S1
Nasional

2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

3 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025

4 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

S Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

6 Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi NTT Tahun 2005-2025

7 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Fungsional Perencana

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
1 SOP AP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 1. ATK
2 SOP AP Pengarsipan Dokumen / Naskah Dinas 2. Komputer
3. Telephon/Faximile
4. Printer

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Penyusunan Program Kegiatan DAK (Fisik dan Non Fisik) tidek dilaksanakan sesuai
prosedur, maka akan berdampak pada kualitas penyusunan Program Kegiatan DAK (Fisik dan Non
Fisik) dan DPA pada dinas

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy




Mengaskan Sub Koordinator DE untuk
menyusun Program Kegiatan DAK (Fisik dan Non
Fisik) dinas provinsi.

Agda Kerja

] O enit

Disposisi/petunjuk

Bulan februari =
tahun berjalan dari
tahun rencana.

Menugaskan analis perencanaan, evaluasi dan Disposisi 10 menit [Disposisi/petunjuk

pelaporan untuk mengumpulkan bahan

penyusunan Program Kegiatan DAK (Fisik dan

Non Fisik) dari tiap-tiap bidang teknis/UPTD dan

menyusun konsep Program Kegiatan DAK (Fisik

dan Non Fisik).

Mengumpulkan/menghimpun bahan dari tiap Disposisi/petunjuk, nota | 2 minggu |Kerangka acuan kegiatan dan

bidang teknis/UPTD, menyusun konsep Program dinas RAB, data dukung dari tiap

Kegiatan DAK (Fisik dan Non Fisik) dan bidang teknis dan konsep

menyampaikan ke Sub Koordinator. Program Kegiatan DAK (Fisik
dan Non Fisik).

Memeriksa konsep Program Kegiatan DAK (Fisik \ Nota dinas, Kerangka 1hari  |Konsep Program Kegiatan

dan Non Fisik) dinas. Apabila setuju memberi acuan kegiatan dan DAK (Fisik dan Non Fisik)

paraf dan menyampaikan kepada sekretaris. Ya Tidek RAB, data dukung dari

Apabila tidak setuju mengembalikan kepada analis tiap bidang teknis dan

perencanaan, evaluasi dan pelaporan untuk konsep Program

diperbaiki. Kegiatan DAK

Memeriksa konsep Program Kegiatan DAK (Fisik Konsep Program 1Jam |Konsep Program Kegiatan

dan Non Fisik) dinas. Apabila setuju ) 4 Kegiatan DAK (Fisik dan DAK (Fisik dan Non Fisik)

menyampaikan kepada Sub Koordinator untuk Tidak Non Fisik)

melaksanakan asistensi konsep Program Kegiatan

DAK (Fisik dan Non Fisik) dari tiap bidang

teknis/UPTD dan apabila tidak setuju Ya

mengembalikan kepada Sub Koordinator untuk =

Melaksanakan asistensi konsep Program Kegiatan Nota dinas, konsep 2 jam Notulen dan Berita acara 2 jam untuk setiap

DAK (Fisik dan Non Fisik) bersama bidang/UPTD Program Kegiatan DAK asistensi bidang teknis

dan menugaskan analis perencanaan, evaluasi ‘ :- (Fisik dan Non Fisik),

dan pelaporan untuk menyusun draf Program . jadwal asistensi, dan

Kegiatan DAK (Fisik dan Non Fisik) dinas. daftar hadir.

Menyusun draf Program Kegiatan DAK (Fisik dan Notulen dan Berita acara 2 hari Draf Program Kegiatan DAK

Non Fisik) dinas dan menyampaikan kepada Sub asistensi (Fisik dan Non Fisik) dinas

Koordinator.

Memeriksa draf Program Kegiatan DAK (Fisik dan Draf Program Kegiatan 2 Jam |Draf Program Kegiatan DAK

Non Fisik). Apabila setuju, memaraf dan
menyampaikan kepada sekretaris. Apabila tidak
setuju dikembalikan kepada analis perencanaan,
evaluasi dan pelaporan untuk memperbaiki

Tidak

DAK (Fisik dan Non
Fisik) dinas

(Fisik dan Non Fisik) dinas




Memeriksa draf Program Kegiatan DAK (Fisik dan

Draf Program Kegiatan

Non Fisik). Apabila setuju, memaraf dan Ya DAK (Fisik dan Non
menyampaikan kepada kepala dinas. Apabila tidak Tidak Fisik) dinas
setuju dikembalikan kepada Sub Koordinator untuk
memperbaiki Ya
10 |Memeriksa draf Program Kegiatan DAK (Fisik dan Draf Program Kegiatan 30 menit |Program Kegiatan DAK (Fisik
Non Fisik). Apabila setuju menandatangani dan DAK (Fisik dan Non dan Non Fisik) dinas
menyampaikan kepada sekretaris. Apabila tidak Tidak Fisik) dinas
setuju dikembalikan kepada sekretaris untuk
memperbaiki. Ya
11 [Menyerahkan dokumen Program Kegiatan DAK Program Kegiatan DAK 10 menit |Program Kegiatan DAK (Fisik
(Fisik dan Non Fisik) dinas kepada Sub (Fisik dan Non Fisik) dan Non Fisik) dinas
Koordinator PDE untuk didistribusikan dan dinas
didokumentasikan. '
12 [Menyerahkan dokumen Program Kegiatan DAK \ 4 Program Kegiatan DAK 10 menit |Program Kegiatan DAK (Fisik
(Fisik dan Non Fisik) dinas kepada analis (Fisik dan Non Fisik) dan Non Fisik) dinas
perencanaan, evaluasi dan pelaporan untuk dinas
didistribusikan dan didokumentasikan.
13 |Mendistribusikan dan mendokumentasikan \ Program Kegiatan DAK 1Jam [Dokumen Program Kegiatan |SOP AP
(Fisik dan Non Fisik) DAK (Fisik dan Non Fisik) Pengarsipan
‘ dinas dinas. Dokumen / Naskah

Dinas




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SEKRETARIAT

SUBSTANSI PROGRAM, DATA DAN EVALUASI

Nomor SOP AP :| AR Tahun 2022
Tanggal Pembuatan _ :|11 September 2019
Tanggal Revisi 1121 Oktober 2022
Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Judul SOP AP

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 2025

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah

6. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi NTT Tahun 2005-2025

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal S1

2. Fungsional Perencana

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1 SOP AP Penyusunan TOR dan RAB Subag/Seksi 1. ATK
2 SOP AP Pengarsipan Dokumen / Naskah Dinas 2. Komputer
3. Telephon/Faximile
4. Printer

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Penyusunan Program Kegiatan APBN tidak dilaksanakan sesuai prosedur, maka akan
berdampak pada kualitas penyusunan Program Kegiatan APBN dan DIPA pada dinas

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy




Menugaskan Sub Koordinator PDE untuk menyusun
Program Kegiatan APBN provinsi.

Agenda Kerja

Disposisi/petunjuk

Bulan februari tahun
berjalan dari tahun
rencana.

Menugaskan analis perencanaan, evaluasi dan Disposisi 10 menit |Disposisi/petunjuk
pelaporan/pejabat pelaksana untuk mengumpulkan bahan
penyusunan Program Kegiatan APBN dari tiap-tiap bidang
teknis/UPTD dan menyusun konsep Program Kegiatan
APBN.
Mengumpulkan/menghimpun bahan dari tiap bidang Disposisi/petunjuk, nota 2 minggu |Kerangka acuan kegiatan
teknis/UPTD, menyusun konsep Program Kegiatan APBN dinas dan RAB, data dukung
dan menyampaikan ke Sub Koordinator. dari tiap bidang teknis
dan konsep Program
Kegiatan APBN.
Memeriksa konsep Program Kegiatan APBN . Apabila setuju N Nota dinas, Kerangka acuan| 1hari |Konsep Program 1 Jam per
memberi paraf dan menyampaikan kepada sekretaris. Ya Tidak kegiatan dan RAB, data Kegiatan APBN Satker/bidang Teknis
Apabila tidak setuju mengembalikan kepada analis untuk dukung dari tiap bidang
diperbaiki. teknis dan konsep Program
Kegiatan APBN.
Memeriksa konsep Program Kegiatan APBN . Apabila setuju Kensep Program Kegiatan 1Jam |Konsep Program
menyampaikan kepada Sub Koordinator untuk 3 Tidak APBN Kegiatan APBN
melaksanakan asistensi konsep Program Kegiatan APBN
dari tiap bidang teknis/UPTD dan apabila tidak setuju
mengembalikan kepada Sub Koordinator untuk diperbaiki.
Ya
Melaksanakan asistensi konsep Program Kegiatan APBN Nota dinas, konsep Program| 2 jam |Notulen dan Berita acara |2 jam untuk setiap
bersama bidang teknis dan menugaskan analis Kegiatan APBN, jadwal asistensi bidang teknis
perencanaan, evaluasi dan pelaporan untuk menyusun draf ‘_ i asistensi, dan daftar hadir.
Program Kegiatan APBN .
Menyusun draf Program Kegiatan APBN dan Notulen dan Berita acara 2 hari  |Draf Program Kegiatan
menyampaikan kepada Sub Koordinator. asistensi APBN
Memeriksa draf Program Kegiatan APBN. Apabila setuju, Draf Program Kegiatan 2 Jam |Draf Program Kegiatan
memaraf dan menyampaikan kepada sekretaris. Apabila APBN APBN
tidak setuju dikembalikan kepada analis perencanaan,
evaluasi dan pelaporan untuk memperbaiki
Memeriksa draf Program Kegiatan APBN. Apabila setuju, Draf Program Kegiatan 1Jam |Draf Program Kegiatan
memaraf dan menyampaikan kepada kepala dinas. Apabila Tidak APBN APBN

tidak setuju dikembalikan kepada Sub Koordinator untuk
memperbaiki

Ya




Memeriksa draf Program Kegiatan APBN. Apabila setuju
menandatangani dan menyampaikan kepada sekretaris.
Apabila tidak setuju dikembalikan kepada sekretaris untuk
memperbaiki.

Ya

Draf Program Kegiatan
APBN

Program Kegiatan APBN

1

Menyerahkan dokumen Program Kegiatan APBN kepada
Sub Koordinator PDE untuk didistribusikan dan
didokumentasikan.

Program Kegiatan APBN

10 menit

Program Kegiatan APBN

12

Menyerahkan dokumen Program Kegiatan APBN kepada
analis perencanaan, evaluasi dan pelaporan untuk
didistribusikan dan didokumentasikan.

Program Kegiatan APBN

10 menit

Program Kegiatan APBN

13

Mendistribusikan dan mendokumentasikan

Program Kegiatan APEN

1 Jam

Dokumen Program
Kegiatan APBN .

SOP AP Pengarsipan
Dokumen / Naskah
Dinas




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SEKRETARIAT

SUBSTANSI PROGRAM, DATA DAN EVALUASI

Nomor SOP AP :|48 Tahun 2022

Tanggal Pembuatan __ :|11 September 2019

Tanggal Revisi : |21 Oktober 2022 _ ———=—==.

Tanggal Efektif AL

Disahkan oleh s ete apend n dan Pencatatan Sipil

L4

Judul SOP AP : |Penyusunan na Kerja Anggaran (Perubahan

RKA)

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 -
2025

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi NTT Tahun 2005-2025

Peraturan Gubermnur'Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur'Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemeriritah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal S1
2. Analis Perencana, data dan Evaluasi/Pejabat Pelaksana

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1 SOP AP Penyusunan TOR dan RAB Subag/Seksi 1. ATK
2 SOP AP Pengarsipan Dokumen / Naskah Dinas 2. Komputer
3 SOP AP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 3. Telephon/Faximile
4. Printer

|Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran tidak dilaksanakan sesuai prosedur,
maka akan berdampak pada kualitas penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran dan DPA
pada dinas.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy




Menugaskan Sub rdinator PDE untuk enyusun
Perubahan RKA provinsi.

Agenda Kerj

Disposisi/petunjuk

Bulan februari tahun
berjalan dari tahun
rencana.

menyampaikan kepada kepala dinas. Apabila tidak setuju
dikembalikan kepada Sub Koordinator untuk diperbaiki

Ya

Menugaskan analis perencanaan, evaluasi dan pelaporan Disposisi 10 menit | Disposisi / petunjuk
untuk mengumpulkan bahan penyusunan Perubahan RKA dari
tiap-tiap bidang teknis/UPTD dan menyusun konsep
Perubahan RKA.
Mengumpulkan/menghimpun bahan dari tiap bidang Disposisi/petunjuk, nota 2 minggu |Kerangka acuan
teknis/UPTD, menyusun konsep Perubahan RKA dan dinas kegiatan dan RAB, data
menyampaikan ke Sub Koordinator . _ dukung dari tiap bidang

teknis dan konsep

Perubahan RKA.
Memeriksa konsep Perubahan RKA . Apabila setuju memberi Nota dinas, Kerangka 1 hari Konsep Perubahan 1 jam utk setiap bidang
paraf dan menyampaikan kepada sekretaris. Apabila tidak Ya Tidak acuan kegiatan dan RAB, RKA teknis
setuju mengembalikan kepada analis perencanaan, evaluasi data dukung dari tiap
dan pelaporan untuk diperbaiki. bidang teknis dan konsep

Perubahan RKA.

Memeriksa konsep Perubahan RKA . Apabila setuju Konsep Perubahan RKA 1Jam Konsep Perubahan
menyampaikan kepada Sub Koordinator untuk melaksanakan RKA
asistensi konsep Perubahan RKA dari tiap bidang teknis/lUPTD
dan apabila tidak setuju mengembalikan kepada Sub
Koordinator untuk diperbaiki.
Melaksanakan asistensi konsep Perubahan RKA bersama Nota dinas, konsep 2 jam Notulen dan Berita 2 jam untuk setiap
bidang teknis dan menugaskan analis perencanaan, evaluasi Perubahan RKA, jadwal acara asistensi bidang teknis
dan pelaporan untuk menyusun draf Perubahan RKA . asistensi, dan daftar hadir.
Menyusun draf Perubahan RKA dan menyampaikan kepada Notulen dan Berita acara 3 hari Draf Perubahan RKA
Sub Koordinator . asistensi
Memeriksa draf Perubahan RKA. Apabila setuju, memaraf dan Draf Perubahan RKA 2 Jam Draf Perubahan RKA
menyampaikan kepada sekretaris. Apabila tidak setuju
dikembalikan kepada analis perencanaan, evaluasi dan
pelaporan untuk memperbaiki
Memeriksa draf Perubahan RKA. Apabila setuju, memaraf dan Draf Perubahan RKA 1 Jam Draf Perubahan RKA




Memeriksa draf Perubahan RKA. Apabila setuju
menandatangani dan menyampaikan kepada sekretaris.
Apabila tidak setuju dikembalikan kepada sekretaris untuk
diperbaiki.

Tidak

| Draf Perubahan RKA

Pubahan R =

Ya
Menyerahkan dokumen Perubahan RKA kepada Sub Perubahan RKA 10 menit  [Perubahan RKA
Koordinator PDE untuk didistribusikan dan didokumentasikan.
Menyerahkan dokumen Perubahan RKA kepada analis Perubahan RKA 10 menit  |Perubahan RKA
perencanaan, evaluasi dan pelaporan untuk didistribusikan dan
didokumentasikan.
Mendistribusikan dan mendokumentasikan Perubahan RKA 1 Jam Dokumen Perubahan

RKA




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SEKRETARIAT

SUBSTANSI PROGRAM, DATA DAN EVALUASI

Bb Tahun 2022

Nomor SOP AP

Tanggal Pembuatan 11 September 2019

Tanggal Revisi 21 Oktober 2022

Tanggal Efektif

Disahkan oleh . ‘iepala Di

Judul SOP AP

Penyusunan Renca = aran(RKA}

afijdan Pencatatan Sipil
igur, /

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 -

2025
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah

6. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi NTT Tahun 2005-2025

7. Peraturan Gubermnur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubemnur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal S1

2. Fungsional Perencana

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1 SOP AP Penyusunan TOR dan RAB Subag/Seksi 1. ATK
2 SOP AP Pengarsipan Dokumen / Naskah Dinas 2. Komputer
3. Telephon/Faximile
4. Printer
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :

Apabila Penyusunan Rencana Kerja Anggaran tidak dilaksanakan sesuai prosedur, maka akan
berdampak pada kualitas penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan DPA Dinas

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy




3 [Mengumpulkan/menghimpun bahan dari tiap Disposisi/petunjuk, nota 2 minggu |Kerangka acuan kegiatan
bidang teknis/UPTD, menyusun konsep RKA dan dinas dan RAB, data dukung dari
mer ke Sub Koordinator tiap bidang teknis dan

konsep RKA.

4 |Memeriksa konsep RKA . Apabila setuju memberi [ Nota dinas, Kerangka 2hari  |Konsep RKA
paraf dan menyampaikan kepada sekretaris. Ya acuan kegiatan dan RAB,

Apabila tidak setuju mengembalikan kepada analis data dukung dari tiap
perencanaan, evaluasi untuk diperbaiki. y bidang teknis dan konsep
RKA.
5 MsnwrlhelwnupRKA Apabila setuju Konsep RKA 1Jam |Konsep RKA
p ‘ da Sub Koordinator untuk Tidak

Ik i i k p RKA dari tiap
bidang teknis/UPTD dan npabila tidak setuju Ya
mengembalikan kepada Sub Koordinator untuk
fiperbaiki —

6 |Melaksanakan asistensi konsep RKA bersama Nota dinas, konsep RKA, 2 jam |Notulen dan Berita acara 2 jam untuk setiap
bidang teknis dan menugaskan analis jadwal asistensi, dan daftar asistensi bidang teknis
per luasi dan pelap untuk ‘ hadir.

draf RKA .

7 |Menyusun draf RKA dan menyampaikan kepada _— |Notulen dan Berita acara 2hari  |Draf RKA
Sub Koordinator. I_- |asistensi

8 [Memeriksa draf RKA. Apabila setuju, memaral dan Draf RKA
menyampaikan kepada sekretaris. Apabila tidak L L
setuju mengembalikan kepada analis

an, evaluasi dan pelaporan untuk 1

9 |Memeriksa draf RKA. Apabila setuju, memaraf dan Drafl RKA
menyampaikan kepada kepala dinas. Apabila tidak Tidak
setuju dikembalikan kepada Sub Koordinator untuk
memperbaik A

10 mwmwm Draf RKA

Tidak
sekrataris. Apabila tidak wlu;u dﬂwmballm
kepada sekretaris untuk memperbaiki.

11 |Menyerahkan dokumen RKA kepada Sub Ya RKA
Koordinator PDE untuk didistribusikan dan i

12 |Msrwmhlmndoh¢man RKA kepada analis W RKA
o e [
didistribusikan dan didok B __-I‘

13 |Mendistribusikan dan dok 1t RKA




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SEKRETARIAT
SUBSTANSI PROGRAM, DATA DAN EVALUASI

Nomor SOP AP [ 5| Tahun 2022
Tanggal Pembuatan _ : 11 September 2019
[ Tanggal Revisi - 121 Oktober 202,
Tanggal Efektif :

Disahkan oleh 3 Kepal?‘

Judul SOP AP : lManajemen ‘- niormasi Kesehatan Substansi PDE

Dasar Hukum :

1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

2 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010 - 2025

3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 Tentang
Penyelenggaraan Komunikasi Data dalam Sistem Informasi Kesehatan Integrasi

4 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 Tentang
Strategi E-Kesehatan Nasional

5 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

6 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 Tentang
Petunjuk Teknis'Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kualifikasi pelaksana :
1 Pendidikan minimal S1

2 Memiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data kesehatan

3 Menguasai windows dan microsoft Office

Keterkaitan :
1 SOP AP Penyusunan Profil Kesehatan
2 SOP AP Penanganan Surat Masuk
3 SOP AP Penanganan Surat Keluar

4 _SOP AP Pengarsipan Dokumen / Naskah Dinas

Peralatanfaedengkapan .
1 Sistem Informasi Kesehatan Daerah
2 Laporan bulanan program
3 Data indikator program
4 Perangkat Komputer

Peringatan :

Jika manajemen data dan informasi kesehatan tidak sesuai prosedur maka akan berdampak
pada kualitas informasi yang dihasitkan

Pencatatan dan Pendataan :
Database Sub Bagian PDE




Menugaskan Sub Koordinator
melakukan

Agenda kerja

10 menit

Disposisi

pengumpulan/menghimpun data
Menugaskan Analis Data & Disposisi 10 menit Disposisi
Informasi melakukan pengumpulan
data kesehatan.
Mengumpulkan data kesehatan dari Disposisi 2 minggu |Data kesehatan dari
tiap bidang dan UPTD dan tiap bidang dan
menyampaikan ke Sub Koordinator. UPTD
Melakukan analisa data kesehatan Data kesehatan dari {3 hari Data kesehatan
dengan membandingkan dengan Ya tiap bidang dan UPTD yang telah dianalisa
standar atau target, memaraf dan
menyampaikan kepada sekretaris.
Memeriksa hasil analisa data, Data kesehatan yang |2 Jam Data kesehatan
memaraf dan menyampaikan Tidak telah dianalisa yang telah dianalisa
kepada kepala dinas.
Ya
Menelaah dan menandatangani hasil Data kesehatan yang |30 menit Informasi kesehatan
analisa data kesehatan. telah dianalisa
Tidak
Mengarsipkan dan mendistribusikan Ya Informasi kesehatan |1 Jam Informasi kesehatan
] : . SOP AP
informasi kesehatan sesuai o i
kebutuhan SOgEpecy
Dokumen /
Naskah Dinas




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SEKRETARIAT
SUBSTANSI PROGRAM, DATA DAN EVALUASI (PDE)

Nomor SOP AP 5 2Tahun 2022
Tanggal Pembuatan 11 September 2019
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Judul SOP AP

Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun: 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan ' Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

-

|Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :
i Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 1. Pendidikan minimal S1
2010-2025. 2. Memahami tata naskah dinas
2 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
1 SOP Penanganan Surat Keluar 1. ATK
2 SOP Penanganan Surat Masuk 2. Komputer
3 SOP AP Pengarsipan Dokumen/Naskah Dinas 3. Printer

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Standar Operasional Prosedur penyusunan laporan tahunan tidak dilaksanakan sesuai
prosedur maka akan berdampak pada ketidaktepatan waktu penyampaian laporan

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy




Menugaskan Sub Koordinator PDE untuk
mempersiapkan konsep laporan tahunan.

Agenda Kerja

Disposisi

Memerintahkan analis perencanaan,evaluasi dan
pelaporan untuk mengumpulkan bahan
penyusunan laporan tahunan dari tiap bidang
teknis/UPTD dan menyusun konsep laporan
tahunan.

Disposisi

10 menit

Disposisi

Mengumpulkan bahan laporan, menyusun konsep
laporan tahunan dan menyampaikan kepada Sub
Koordinator PDE.

Disposisi, nota dinas

1 minggu

Bahan laporan, konsep
laporan tahunan

Memeriksa konsep laporan tahunan. Jika setuju,
memaraf dan menyampaikan kepada sekretaris.
Jika tidak setuju mengembalikan kepada analis
perencanaan,evaluasi dan pelaporan untuk
diperbaiki

Ya

Tidak

Bahan laporan, konsep
laporan tahunan

1 hari

Konsep laporan,
disposisi

Memeriksa konsep laporan tahunan. Jika setuju,
memaraf dan menyampaikan kepada kepala
dinas. Jika tidak setuju mengembalikan kepada
Sub Keordinator PDE untuk diperbaiki

Tidak

Konsep laporan,
disposisi

1jam

Draf laporan

Memeriksa draft laporan tahunan. Jika setuju
menandatangani dan menyerahkan kepada
sekretaris Jika tidak setuju mengembalikan kepada
sekretaris untuk diperbaiki.

Tidak

Draf laporan, disposisi.

1jam

Laporan tahunan

Menyerahkan laporan tahunan kepada Sub
Koordinator PDE

Laporan, disposisi

10 menit

Laporan, disposisi

Menyerahkan laporan tahunan kepada analis
perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Laporan, disposisi

10 menit

Laporan, disposisi

Mendistribusikan dan Mendokumentasikan
Laporan tahunan.

Laporan, disposisi

1 Jam

Laporan tahunan dinas
kesehatan, bukti
dokumentasi

Terkait SOP AP
Pengarsipan
Dokumen/Naskah
Dinas




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

SEKRETARIAT
SUBSTANSI PROGRAM, DATA DAN EVALUASI

Nomor SOP AP 53 Tahun 2022
Tanggal Pembuatan  : |11 September 2019
Tanggal Revisi 21 Oktober
Tanggal Efektif

Disahkan oleh &epa - 47

Judul SOP AP Penyusuna

Il-)asar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pereﬁcanaan Pembangunan Nasional

1. Pendidikan minimal S1

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan 2. Fungsional Perencana
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 -
2025
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah
6. Peraturan Daerah Pravinsi NTT Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi NTT Tahun 2005-2025
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
LirMan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
IKeterkaitan : Peralatan/periengkapan :
1 SOP AP Penyusunan TOR dan RAB Subag/Seksi 1. ATK
2 SOP AP Penyusunan Rencana Kerja dan Anggsuran (RKA) 2. Komputer
3. Telephon/Faximile
4. Printer
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :

Apabila' Penyusunan Rencana Kerja tidak dilaksanakan sesuai prosedur, maka akan berdampak pada
kualitas penyusunan Rencana Kerja dan DPA pada dinas

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy




Menuasn Sub Koordinator PDE untuk menyun

enda Kerja

10 menit

Diisifpetunjuk

Bulan februari tahun

Renja dinas provinsi. berjalan dari tahun
rencana.

Menugaskan analis perencanaan, evaluasi dan Disposisi 10 menit | Disposisi / petunjuk
pelaporan untuk mengumpulkan bahan penyusunan
Renja dari tiap-tiap bidang teknis/UPTD dan menyusun
konsep Renja.
Mengumpulkan/menghimpun bahan dari tiap bidang Disposisi/petunjuk, nota 2 minggu [Kerangka acuan
teknis/UPTD, menyusun konsep Renja dan dinas kegiatan dan RAB,
menyampaikan ke Sub Koordinator Substansi data dukung dari tiap

bidang teknis dan

konsep Renja.
Memeriksa konsep Renja dinas. Apabila setuju memberi Nota dinas, Kerangka 2 Hari Konsep Renja
paraf dan menyampaikan kepada sekretaris. Apabila Ya Tidak acuan kegiatan dan
tidak setuju mengembalikan kepada analis perencanaan, RAB, data dukung dari
evaluasi dan pelaporan untuk diperbaiki. tiap bidang teknis dan

konsep Renja.

Memeriksa konsep Renja dinas. Apabila setuju Konsep Renja 1Jam |Konsep Renja
menyampaikan kepada Sub Koordinator untuk
melaksanakan asistensi konsep Renja dari tiap bidang
teknis/UPTD dan apabila tidak setuju mengembalikan
kepada Sub Koordinator untuk diperbaiki.
Melaksanakan asistensi konsep Renja bersama bidang Nota dinas, konsep 2 jam Notulen dan Berita 2 jam untuk setiap
teknis dan menugaskan analis perencanaan, evaluasi Renja, jadwal asistensi, acara asistensi bidang teknis
dan pelaporan untuk menyusun draf Renja dinas. dan daftar hadir.
Menyusun draf Renja dinas dan menyampaikan kepada Notulen dan Berita acara 2 hari Draf Renja dinas
Sub Koordinator. asistensi
Memeriksa draf Renja. Apabila setuju, memaraf dan Draf Renja dinas 2 Jam  |Draf Renja dinas

menyampaikan kepada sekretaris. Apabila tidak setuju
dikembalikan kepada analis perencanaan, evaluasi dan
pelaporan untuk memperbaiki




Memeriksa draf Renja. Apabila setuju, memaraf dan
menyampaikan kepada kepala dinas. Apabila tidak
setuju dikembalikan kepada Sub Koordinator untuk
memperbaiki

Ya

Ya

Draf Rea dinas

1 Jam

Draf Renja dinas

10

Memeriksa draf Renja. Apabila setuju menandatangani
dan menyampaikan kepada sekretaris. Apabila tidak
setuju dikembalikan kepada sekretaris untuk
memperbaiki.

Ya

Draf Renja dinas

30 menit

Renja dinas

1"

Menyerahkan dokumen Renja dinas kepada Sub
Koordinator PDE untuk didistribusikan dan
didokumentasikan.

Renja dinas

10 menit

Renja dinas

12

Menyerahkan dokumen Renja dinas kepada analis
perencanaan, evaluasi dan pelaporan untuk
didistribusikan dan didokumentasikan.

Renja dinas

10 menit

Renja dinas

13

Mendistribusikan dan mendokumentasikan

Renja dinas

1 Jam

Dokumen Renja dinas.




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SEKRETARIAT
SUBSTANSI PROGRAM, DATA DAN EVALUASI

Nomor SOP AP 54 Tahun 2022

Tanggal Pembuatan : |11 September 2019

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Judul SOP AP

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

2 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-

2025
3 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

4 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Komunikasi Data dalam Sistem Informasi Kesehatan Intergrasi

5 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 tentang Strategi E-
Kesehatan Nasional

6 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.00.SJ.SK.VI.1797/2004 tentang
Pedoman Penyusunan Profil Kesehatan Kabupaten/Kota

7 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan Minimal S1.
2. Memiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data kesehatan

3. Memiliki kewenangan dalam penyusunan Profil Kesehatan

4. Menguasai Windows dan Microsoft Office.

Keterkaitan :

Peralataanerlenngapan :

1 SOP AP Penerbitan Nota Dinas
2 SOP AP Manajemen Data dan Informasi Kesehatan
3 SOP AP Pengarsipan Dokumen / Naskah Dinas

1 Intemet

2 Juknis Profil Kesehatan

3 Perangkat Lunak (Komputer)
4 Printer

5 Renstra dinas kesehatan

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika tidak dilaksanakan sesuai prosedur, maka penerbitan Profil Kesehatan akan terhambat

Disimpan dalam bentuk Sofcopy dan Hardcopy di Substansi PDE




Menugaskan Sub Koordinator PDE
menyusun profil kesehatan

Agenda Kerja

Disposisi

Menugaskan analis perencanaan, Disposisi 10 menit |Disposisi

evaluasi dan pelaporan untuk

mengumpulkan bahan dan menyusun

konsep profil kesehatan

Mengumpulkan bahan dari sekretariat, Disposisi, nota 2 minggu |Bahan dan konsep
bidang dan UPTD kemudian menyusun dinas, dan profil kesehatan
konsep profil kesehatan serta instrumen

menyampaikan kepada Sub pengumpulan data

Koordinator. profil kesehatan

Memeriksa konsep profil kesehatan, Bahan dan konsep 1 hari Konsep profil

memaraf dan menyampaikan kepada
sekretaris.

Ya

Tidak

profil kesehatan

Kesehatan

Memeriksa konsep profil kesehatan,

Konsep profil

2 Jam  |Draf profil Kesehatan

memaraf dan menyampaikan kepada Kesehatan
kepala dinas.
Ya
Memeriksa draft profil kesehatan dan Draf profil 1jam  |Dokumen Profil
menandatangani. Kesehatan Kesehatan Provinsi
NTT
Ya
Menyerahkan dokumen profil kesehatan Dokumen Profil 10 menit |Dokumen Profil

kepada Sub Koordinatoruntuk diproses
lebih lanjut.

Kesehatan Provinsi
NTT

Kesehatan Provinsi
NTT

Menyerahkan dokumen profil kesehatan
kepada analis perencanaan, evaluasi
dan pelaporan untuk diproses lebih
lanjut.

Dokumen Profil
Kesehatan Provinsi
NTT

10 menit |Dokumen Profil
Kesehatan Provinsi
NTT

Mendistribusikan dan
mendokumentasikan dokumen profil
kesehatan

Dokumen Profil
Kesehatan Provinsi
NTT

2jam  |Dokumen Profil
Kesehatan Provinsi
NTT, bukti
dokumentasi




Nomor SOP AP : 5’? Tahun 2022
Tanggal Pembuatan | 01 Februag@021,, p o~
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Tanggal Efektif :
Disahkan oleh
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEUANGAN Judul SOP AP

- T

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1 Undang Undang Nomor 17 Tahup 2003 tentang Keugngan Negara

2 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntasi Pemerintahan dan Kaidah Kaidah
Pengelola Keuangan Yang Sehat dalam Pemerintahan

3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

6 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER 3/PB/2014 tentang petunjuk teknis Penatausahaan,
Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara Pada Satuan Kerja serta Verifikasi Laporan
Pertanggung Jawaban Bendahara

7 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan

Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan

Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Nusa Tenggara Timur

8 Peraturan Gubernur NTT Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

9 Surat Edaran Gubernur Nomor 940.KU.2936 AK/2014 tanggal 19 Desember 2014 tentang Penerapan
Akuntansi Bebasis Akrual pada Pemerintah Daerah Lingkup Provinsi NTT

wm A

1 Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait Pertanggungjawaban Keuangan

2 Memiliki kemampuan dalam Pembukuan

Keterkaitan :

Peralqtanlperlengkapan

1 SOP AP Verifikasi Dokumen Surat Pertanggungjawaban (Dokumen SPJ).

1 _ATK : -

2 Komputer/laptop dan printer
3 DPA, Kwitansi, Nota, Pajak

-

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Pencairan Dana Kegiatan tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka kegiatan tidak dapat dilaksanakan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual di Subag Keuangan




Menerahkajn rincian kebutuhan anggaran kegiatan kepada
Kasubag Keuangan dengan melampirkan TOR dan RAB

30 menit

Bukti Panjar dan
Surat Pernyataan
Panjar

Pengajuan panjar

Memerintahkan Verifikator Keuangan untuk meneliti kesuaian Bukti Panjar dan 5 menit |Disposisi Kasubag
judul kegiatan dan kode rekening serta pagu anggaran ‘ Surat Pernyataan
Panjar
Meneliti kesuaian judul kegiatan dan kode rekening serta pagu Disposisi 30 menit | TOR, RAB, Bukti
anggaran. Jika sesuai menyerahkan ke Kasubag untuk disetujui, W Kasubag, TOR, Panjar, Surat
jika tidak sesuai dikembalikan keKasubag / Kasie / Sub Tidak RAB, Bukti Pernyataan Panjar
Koordinator untuk direvisi kembali Panjar, Surat yang telah
Pernyataan diverifikasi
Ya Panjar
Memeriksa, memaraf/menandatangani pengajuan panjar dan TOR, RAB, Bukti | 15 menit |Pengajuan panjar
menyampaikan ke PPK ) Tidak Panjar, Surat yang telah disetujui
Pernyataan oleh Kasubag
Panjar yang telah Keuangan
Ya diverifikasi
Memeriksa, memaraf/menandatangani pengajuan panjar Pengajuan panjar | 30 menit |Pengajuan panjar
kegiatan dap menyerahkan ke Pengguna Anggaran / Kepala Tidak Ya yang telah yang telah disetujui
Dinas — disetujui oleh oleh Kasubag
Kasubag Keuangan dan PPK
Keuangan
Memeriksa,menandatangani dan menyerahkan ke PPK Pengajuan panjar| 30 menit |Persetujuan
yang telah Pengajuan panjar
e disetujui oleh
‘ Kasubag
Keuangan dan
Ya PPK
Menyerahkan pengajuan panjar ke Kasubag Keuangan untuk Persetujuan 15 menit |Persetujuan Kasubag / Kasie
ditindaklanjuti Pengajuan panjar Pengajuan panjar |/ Sub
Koordinatormen
yampaikan SPJ
Menyerahkan Persetujuan Pengajuan panjar ke Bendahara Persetujuan 15 menit |Persetujuan atas kegiatan
untuk diproses lebih lanjut ‘ Pengajuan panjar Pengajuan panjar |yang dipanjar
dengan batas
waktu 14 hari
Mencairkan dana kegiatan Persetujuan 1jam  |dana kegiatan kerja




; ' Nomor SOP AP 56  Tahun 2022
| Tanggal Pembuatan 01 Februari 2021
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 2
Disahkan oleh [ 3 !
i .
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR ti' '¢~'Z
DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1 Kaiskodat, S.Si.f
SEKRETARIAT \ (9690831 199703 2 001
SUB BAGIAN KEUANGAN Judul SOP AP Verifikasi Kebenaran, Kelshgkapan dan Keabsahan Dokumen
Pendukung SPP

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :'

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 fahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi

2010-2025.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah

1. PNS, jujur, teliti, bertanggung jawab

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Operasipnal Prosedur Administrasi Pemerintahan
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan
atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomer 28 Tahun 2017 Tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
| Keterkaitan Peralatan/periengkapan :
1 SOP AP Penpyusunan Laporan Keuangan 1. ATK
2. Komputer/laptop dan printer
3. Telepon/Faximile
4. DPA, TOR, RAB
5. BKU
Peringatan Pencatatan dan pendataan :

Apabila Verifikasi Kebenaran, Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Pendukung SPP tidak

Disimpan sebagai hardcepy di Sub Bagian Keuangan

dilaksanakan sesuai prosedur maka akan menghambat peperbitan SPP.




Menyampaikan dokumen pendukung
SPP kepada Tim Verifikasi SPJ dan

Kwitansi, nota belanja,
pajak, SPK, nota

Kwitansi, nota belanja,
pajak, SPK, nota

SPP pesanan pesanan
Memverifikasi kebenaran, kelengkapan disposisi Kasubag 1jam |dokumen pendukung
dan keabsahan dokumen pendukung SPP terverifikasi dan
SPP dan mengisi checklist. Jika sesuai checklist yang
menandatangani checklist dan Tidak Ya ditandatangani oleh tim
menyampaikan ke Kasubag, jika tidak ) ) verifikasi
setuju mengembalikan ke Petugas
untuk diperbaiki/dilengkapi '
Memeriksa checklist dokumen - | dokumen pendukung 15 menit | dokumen pendukung
pendukung SPP, jika setuju SPP terverifikasi dan SPP terverifikasi dan
menandatangani. Jika tidak setuju Tidak checklist yang cheeklist yang
mengembalikan ketim verifikasi SPJ ditandatangani oleh tim ditandatangani oleh tim
dan SPP untuk diperbaiki verifikasi SPJ dan SPP verifikasi SPJ & SPP
dan kasubag
Ya
Mendistribusikan dan mengarsipkan dokumen pendukung 15 menit [dokumen pendukung
SPP terverifikasi dan SPP terverifikasi dan
checklist yang checklist yang
ditandatangani oleh tim ditandatangani
verifikasi SPJ & SPP

dan kasubag
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PEMERINTAH PROVINS| NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEUANGAN

Tanggal Pembuatan
| Tanggal Revisi

| Tanggal Efektif

;13 Juli 2022

Disahkan oleh

Py
: M Kepala

Judul SOP

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
2. Peraturan Presiden Nomor 16 tahup 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan

Standar Operasional Prosedur Admiinistrasi Pemerintah

Peraturan Gubernur NTT Nomor 22 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Surat Edaran Gubernur NTT Nomor 940.KU.2936.AK/2014 tanggal 19 Desember 2014 tentang
Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah Lingkup Provinsi NTT

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi NTT.

1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait pertanggungjawaban Keuangan
2. Memiliki kemampuan dalam Pelaporan Keuangan

™ ™ L T "r

|Keterkaitan :

_|Peralatan/Perlengkapan :

1 SOP AP Penyusunan Laporan Keuangan

1. Alat Tulis Kantor.

2. Komputer/Laptop dan Printer
3. DPA

4. SPJ Fungsional (SIPKD)

5. Laporan Realisasi Barang dan Jasa

T T u o T T

|Peringatan :

" |Pencatatan dan Pendataan :

Apabila Pelaporan Laporan Realisasi Anggaran Belanja APBD Keuangan tidak dilaksanakan sesuail
prosedur maka akan berdampak pada kinerja unit organisasi

1. Database Subag Keuangan

2. Disimpan sebagai data manual.

T




rincian kegiatan berdasarkan kode rekening dan

kumen Spj

1 Hari

" [Hasil input rincian

besaran pagu dari masing-masing Bidang/Program/Kegiatan - Fungsional kegiatan

Melaksanakan Koordinasi Pelaporan atas realisasi Keyangan dan ' Hasil input rincian 1 Hari Disposisi Sekdis

Barang Jasa serta melaporkan ke Sekretaris Dan Kepala Dinas kegiatan

Menerima hasil input rincian kegiatan yang telah dikoreksi Sekdis i Disposisi Sekdis 3Hari  |Laporanrealisasi

dan Kasubag keuangan ‘

Menginput realisasi keuangan dan realisasi pengadaan pada ) Laporan realisasi 3Hari  |Hasil input realisasi

format Laporan Realisasi APBD berdasarkan kode rekening keuangan dan realisasi

kegiatan dan menyerahkan hasilnya kepada kasubag keuangan, pengadaan

Sekdis dan Kepala Dinas -

Mengoreksi hasil input realisasi keuangan dan realisasi pengadaan ' asil input realisasi " |Laporan Realisasi
keuangan dan realisasi Anggaran Belanja APBD
pengadaan 1 Hari

MengirimkaryEmail Laporan Realisasi APBD pada Biro T Laporan Realisasi 1 Hari Laporan Realisasi

Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Prov. NTT Anggaran Belanja Anggaran Belanja APBD

sebelum tanggal 10 setiap bulan APBD

Mengarsipkan semua dokumen laporan realisasi : Laporan Realisasi 1 jam " |Laporan Realisasi
Anggaran Belanja Anggaran Belanja APBD
APBD




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
SEKSI LEGALITAS TENAGA KESEHATAN
DAN INSTITUSI DIKLAT SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Nomor SOP AP t g Tahun 2022

Tanggal Pembuatan

: |28 Oktober 2022
Tanggal Revisi :

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Judul SOP AP

. |Eva “IW Seksi
o 7

TENGOSZ

|Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksan: =

1. Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

2. Undang-Undang Rl Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

3. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan
4

. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penyerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi NTT

1. Menguasai Windows dan Microsoft Office
2. Memiliki pemahaman terkait program legalitas tenaga kesehatan dan institusi
pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

. SOP AP Penerbitan surat rekomendasi lolos butuh apoteker

. SOP AP Penugasan dokter spesialis

SOP AP Penerbitan surat tanda registrasi tenaga teknis kefarmasian (STRTTK)

SOP AP Penerbitan surat bukti lapor apoteker

SOP AP Manajemen data dan informasi program legalitas nakes dan institusi dikiat SOMK

. SOP AP Penyusunan TOR dan RAB program legalitas nakes dan institusi diklat SDMK
SOP AP Penetapan angka kredit jabatan fungsional tenaga kesehatan
SOP AP Legalisir STR, surat keterangan dalam proses dan perbaikan kesalahan STR
SOP AP Pemilinan temaga kesehatan teladan

. SOP AP Penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan

. SOP AP Pembinaan dan pengawasan mutu SDMK bersama organisasi profesi

12. SOP AP Pemeriksaan Akreditasi Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan

OP®Noohs W

1 ATK

2 Komputer
3 Printer
4 Data

Perinltan

Pencatatan dan Pendataan :

Jika evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi tidak dilaksanakan maka akan berdampak pada target
pencapaian indikator program

Database Seksi Legalitas Tenaga Kesehatan dan Institusi Diklat Sumber Daya

Manusia Kesehatan

TR o Tl . o WL

243



" Pelaksana " Mutu Baku
p ndan | Peningkatan Sekretaris | KepalaDinas |  Kelengkapan waktu Output AR
IR | 7 i ¢ I SRR [] 7 8 g : ; - : 11
Menugaskan kepala seksi untuk ToR Kegiatan 10 menit |Disposisi, Penugasan
melakukan evaluasi pelaksanaan
kegiatan seksi per triwulan
Menugaskan Analis Fasilitasi ToR Kegiatan 10menit  [Disposisi, Penugasan
Peningkatan Kompetensi untuk
menylapkan bahan dan laporan
pelaksanaan masing-masing keglatan
untuk dilakukan evaluasi triwulan
Melaksanakan evaluasi pelaksanaan ToR Kegiatan, RAB, SPJ |1 hari Draft Laporan evaluasi
kegiatan seksi 3 (tiga) bulanan e * kegiatan, materi kegiatan,
- laporan masing-masing
kegiatan, disposisi
Menugaskan analis fasilitasi untuk Draft laporan evaluasi 1 hari Draft Laporan evaluasi
membuat laporan hasil evaluasi
pelaksanaan kegiatan seksi per triwulan Ya
(laporan eksekutif)
Memeriksa draft laporan evalusi dan Draft laporan evaluasi 30 menit  |Draft Laporan evaluasi
memberi paraf untuk selanjutnya
diserahkan ke Kepala Bidang untuk di
tandatangani
Menandatangani laporan evaluasi seksi Draft laporan evaluasi, 30 menit |Laporan evaluasi
dan menyerahkan kembali ke kepala disposisi
seksi
Menyerahkan laporan evaluasi ke analis Laporan evaluasi, disposisi |5 menit Laporan evaluasi

Fasilitasi Peningkatan Kompetensi

P

Mendistribusikan, mengarsipkan dan
mendokumentasikan laporan evaluasi

Laporan evaluasi

1jam

Laporan evaluasi, bukti
dokumentasi
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Nomor SOP AP :| 59 Tahun 2022 :

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi :

Tanggal Efektif

|Disahkan oleh

Judul SOP AP

Penyerapan Standar Operasional Prosedur Administragl Pemerintahan

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomer § Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Provinsi NTT

|Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :
1. Undang-Undang RI Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 1. Menguasai Windows dan Microsoft Office
2. Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Memiliki pemahaman terkait Pembinaan dan Pengawasan Mutu SDM Kesehatan
3. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
4. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 87 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan
5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan

|Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP AP Penanganan Surat Masuk 1 ATK
2. SOP AP Penanganan Surat Keluar 2 Komputer
3. SOP AP Penyusunan Laporan Keanggotaan dan Kegiatan Organisasi Profesi 3 Printer
4 Form Akreditasi
|Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Jika Pembinaan dan Pengawasan Mutu SDM Kesehatan bersama Organisasi Profesi tidak
dilaksanakan maka akan berdampak pada mutu SDM Kesehatan

Database Seksi Legalitas Tenaga Kesehatan dan Institusi Diklat Sumber Daya Manusia
Kesehatan




Pengawasan (Binwas) Mutu SDM
Kesehatan bersama Organisasi Profesi

2 |Menugaskan Analis Fasilitasi Peningkatan ToR Kegiatan 10 menit Disposisi, Penugasan
Kompetensi untuk Membuat Instrumen
Binwas dan Surat Pemberitahuan ke
Organisasi Profesi
3 |Membuat konsep instrumen binwas dan Undang-undang, PP, 4 jam Konsep instrumen binwas
| surat pemberitahuan ke organisasi profesi Ya Permen, Kepmen, daftar dan surat pemberitahuan
organisasi profesi kesehatan
di NTT
4 |Memeriksa konsep instrumen binwas dan Ya Konsep instrumen binwas |30 menit |Konsep instrumen binwas
surat pemberitahuan ke organisasi profesi Tidak dan surat pemberitahuan dan surat pemberitahuan
dan memberi paraf untuk selanjutnya p yang sudah di paraf
diserahkan ke Kepala Bidang e
[idal
5 |Memeriksa dan memberi paraf untuk Konsep instrumen binwas 10 menit Konsep instrumen binwas
selanjutnya diserahkan ke Sekretaris dan surat pemberitahuan dan surat pemberitahuan
yang sudah di paraf yang sudah di paraf
Ya
6 |Memeriksa dan memberi paraf untuk Konsep instrumen binwas 10 menit Konsep instrumen binwas
selanjutnya diserahkan ke Kadis Tidak Ya dan surat pemberitahuan dan surat pemberitahuan
yang sudah di paraf yang sudah di paraf
7  |Mengoreksi dan menandatangani draft Konsep instrumen binwas 10 menit Instrumen binwas & surat
instrumen dan surat pemberitahuan dan dan surat pemberitahuan pemberitahuan yang sudah
selanjutnya diserahkan ke Bidang SDMK yang sudah di paraf ditandatangani
I
8 |Menugaskan dan memberi petunjuk Instrumen binwas dan surat |10 menit Instrumen binwas dan surat
kepada Kepala Seksi untuk melaksanakan pemberitahuan yang sudah pemberitahuan yang sudah
pembinaan dan pengawasan mutu SDMK ditandatangani, disposisi di tandatangani
bersama organisasi profesi
8 |Menugaskan Analis Fasilitasi Peningkatan y Instrumen binwas 10 menit Instrumen binwas
e B e
pembinaan dan pengawasan mutu SDMK ditandatangani, disposisi
bersama organisasi profesisesuai arahan
Kepala Bidang
10 |Melaksanakan pembinaan dan pengawasan Instrumen binwas 3 hari Terlaksananya Pembinaan
mutu SDMK bersama organisasi profesi dan Pengawasan Mutu
dan pembuatan laporan SDMK dan Laporan
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|Nomor SOP AP :| o Tahun 2022

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Judul SOP AP

{Dasar Hukum :

|Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Rl Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran

Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan

Undang-Undang Rl Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2014 tentang ljasah, Sertifikat

Kompetensi dan sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penyerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubermur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

10. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Provinsi NTT

H S h s B

]

1. Menguasai Windows dan Microsoft Office
2. Memiliki pemahaman terkait ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam melakukan
pemantauan institusi pendidikan tenaga kesehatan

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1 SOP AP Penanganan Surat Masuk 1 ATK
2 SOP AP Penanganan Surat Keluar 2 Komputer
3 SOP AP Pemeriksaan Akreditasi Intitusi Pendidikan 3 Printer
4 Instrumen Pemantauan
|Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Jika Pemantauan Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan tidak dilaksanakan sesuai prosedur
maka akan menghambat pengembangan institusi pendidikan dalam membuat kurikulum
Pendidikan

Database bidang SDM Kesehatan




3  |Menyusun konsep instrumen y Undang-undang, PP, |5 Jam Konsep Instrument
Pemantauan Institusi Pendidikan Ya Permen, Kepmen, dan surat
Tenaga Kesehatan dan membuat Juklak, Juknis, daftar pemberitahuan
konsep surat pemberitauan ke institusi |institusi pendidikan

tenaga kesehatan

4 |Memeriksa konsep Instrument dan Ya | Konsep Instrument dan |30 menit | Konsep instrumen dan
surat pemberitahuan ke Institusi Tidak surat pemberitahuan surat pemberitahuan
Pendidikan dan memberi paraf untuk : yang sudah di paraf
selanjutnya diserahkan ke Kepala
Bidano Tidak

5 |Memeriksa dan memberi paraf untuk Konsep instrumen dan |10 menit Konsep instrumen dan
selanjutnya diserahkan ke Sekretaris surat pemberitahuan surat pemberitahuan

% yang sudah di paraf yang sudah di paraf

6 |Memeriksa dan memberi paraf untuk Konsep instrumen dan |10 menit Konsep instrumen dan
selanjutnya diserahkan ke Kadis Tidak Ya surat pemberitahuan surat pemberitahuan

yang sudah di paraf yang sudah di paraf

7 |Mengoreksi dan menandatangani draft Konsep instrumen dan |10 menit Instrumen dan surat
Instrumen dan Surat Pemberitahuan ? surat pemberitahuan pemberitahuan yang
dan selanjutnya diserahkan ke Bidang yang sudah di paraf sudah ditandatangani
SDMK — —

8 |Menugaskan dan memberi petunjuk Instrumen dan surat 10 menit Instrumen
kepada Kepala Seksi untuk pemberitahuan yang Pemantauan
melaksanakan Pemantauan Institusi sudah ditandatangani,

Pendidikan Tenaga Kesehatan disposisi

9 |Menugaskan Analis Fasilitasi z Instrumen dan surat 10 menit Instrumen
Peningkatan Kompetensi untuk - pemberitahuan yang Pemantauan
Melaksanakan pemantauan Institusi sudah ditandatangani,

Pendidikan Tenaga Kesehatan sesuai disposisi
arahan Kepala Bidang

10 |Melaksanakan Pemantauan Institusi Instrumen Pemantauan |3 hari Terlaksananya
Pendidikan Tenaga Kesehatan dan Pemantauan Institusi
Pembuatan Laporan Pendidikan Tenaga

Kesehatan dan




o O

Nomor SOP AP ‘| g\ Tahun2022
| Tanggal Pembuatan
[Tangupet Reviel
[Tanggel Bloktl
|Disahkan oleh
PEMERINTAH PROVINSI| NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
SEKS| LEGALITAS TENAGA KESEHATAN
DAN INSTITUSI DIKLAT SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN [oudul SOP AP
Dasar Hukum : = nay |Kualifikasi pelaksana :
1. Undang-Undang Rl Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 1. Menguasai Windows dan Microsoft Office
2. Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Memiliki pemahaman terkait ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam melakukan
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pemeriksaan akreditasi institusi pendidikan tenaga kesehatan
4. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 48 Tahun 2014 tentang Standar
Nasional Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rl Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem
Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2014 tentang ljasah, Sertifikat
Kompetensi dan sertifikat Profesi Pendidikan Tinggl
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rl Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi
Program Studi dan Perguruan Tinggl
10. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penyerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
11. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
12. Peraturan Gubermnur Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Provinsi NTT
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP AP Penanganan Surat Masuk 1 ATK
2. SOP AP Penanganan Surat Keluar 2 Komputer
3. SOP AP Pemantauan Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan 3 Printer
4 Form Akreditasi
Peri n: Pencatatan dan Pendataan :
Jika Pemeriksaan Akreditasi Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan tidak dilaksanakan sesuai Database Seksi Legalitas Tenaga Kesehatan dan Institusi Diklat Sumber Daya Manusia
prosedur maka akan menghambat jaminan kualitas dan mutu dari lulusan institusi pendidikan tenaga | Kesehatan
kesehatan tersebut




Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan

2 |Menugaskan Analis Fasilitasi Peningkatan ToR Kegiatan 10 menit Disposisi, Penugasan
Kompetensi untuk Membuat formulir
Pemeriksaan Akreditasi Institusi Pendidikan
Tenaga Kesehatan dan Surat
Pemberitahuan ke Institusi Pendidkan
3 |Membuat konsep formulir pemeriksaan Undang-undang, PP, 1 hari Konsep formulir
akreditasi dan surat pemberitahuan ke Ya Permen, Kepmen, daftar Pemeriksaan dan surat
institusi pendidikan institusi pendidikan tenaga pemberitahuan
kesehatan
4 |Memeriksa konsep formulir pemeriksaan Ya Konsep formulir 30 menit  |Konsep formulir
dan surat pemberitahuan ke Institusi T'd—J"‘ Pemeriksaan dan surat pemeriksaan dan surat
Pendidikan dan memberi paraf untuk y pemberitahuan pemberitahuan yang sudah
selanjutnya diserahkan ke Kepala Bidang di paraf
5 |Memeriksa dan memberi paraf untuk Konsep formulir pemeriksaan |10 menit Konsep formulir dan surat
selanjutnya diserahkan ke Sekretaris dan surat pemberitahuan pemberitahuan yang sudah
yang sudah di paraf di paraf
Ya
6 |Memeriksa dan memberi paraf untuk Konsep formulir pemeriksaan |10 menit Konsep formutir
e - L e - sudah di paraf pmvhuﬁul:\m lur:m
yang yang
di paraf
7  |Mengoreksi dan menandatangani draft Konsep formulir pemeriksaan |10 menit Formulir Pemeriksaan &
formulirdan Surat Pemberitahuan dan dan surat pemberitahuan surat pemberitahuan yang
selanjutnya diserahkan ke Bidang SDMK yang sudah di paraf sudah ditandatangani
8 |Menugaskan dan memberi petunjuk Formulir pemeriksaan dan |10 menit Formulir pemeriksaan
kepada Kepala Seksi untuk melaksanakan surat pemberitahuan yang akreditasi dan surat
pemeriksaan akreditasi Institusi Pendidikan sudah ditandatangani, pemberitahuan yang sudah
Tenaga Kesehatan disposisi di tandatangani
9 |Menugaskan Analis Fasilitasi Peningkatan W Formulir dan surat 10 menit Formulir pemeriksaan
Kompetensi untuk melaksanakan - pemberitahuan yang sudah akreditasi
pemeriksaan akreditasi institusi pendidikan ditandatangani, disposisi
tenaga kesehatan sesuai arahan Kepala
Bidang
10 |Melaksanakan Pemeriksaan Akreditasi Formulir Pemeriksaan 3 hari Terlaksananya Pemeriksaan
Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan dan akreditasi Akreditasi Institusi
Pembuatan Laporan Pendidikan Tenaga

Kesehatan dan Laporan




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

SUBSTANSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Nomor SOP AP €2 Tahun 2022
Tanggal Pembuatan 11 September 2019
Tanggal Revisi 09 Novemb: B ,
Tanggal Efektif ,,//\:{\ Y N
Disahkan oleh V Kesé ‘&;a
i
Judul SOP AP Pengusulan Baﬁtﬁieya Pendidikan Bagi Mahasiswa
Kedokteran dan Dokter Muda

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1 Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

2 Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan

3 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010 - 2025

Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Perubahan keempat atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

4

1 Minimal satu tahun bekerja di bidang SDM kesehatan
2 Menguasai Windows dan Microsoft Office

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1 SOP AP Penanganan Surat Masuk 1 ATK
2 SOP AP Penanganan Surat Keluar 2 Komputer/laptop
3 Printer

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika Pengusulan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa kedokteran dan dokter muda
tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka akan menghambat penerimaan bantuan biaya
pendidikan bagi mahasiswa kedokteran dan dokter muda

Database Seksi Pengembangan SDM Kesehatan




Menugkan Sub Koordinator untuk

menindaklanjuti surat permohenan dan
berkas usulan bantuan biaya pendidikan

Surat permohonan,
Berkas Pemohon,
Disposisi

10 menit

Diposisi, Peugasan

2 |Menugaskan Pengelola Penyelenggaraan Surat permohonan, 10 menit | Disposisi, Penugasan
Diklat untuk memverifikasi berkas usulan Berkas, Disposisi
dan membuat konsep surat usulan
bantuan biaya pendidikan

3 |Melakukan verifikasi berkas usulan, bila Surat permohonan, 30 menit |Konsep surat usulan
lengkap dibuat konsep surat yang Berkas, Disposisi
selanjutnya diserahkan ke Sub

rdinator

4 |Memeriksa konsep surat usulan dan Konsep surat usulan 10 menit|Draft surat yang sudah
memberi paraf untuk selanjutnya Ya Tidak di paraf
diserahkan ke Kepala Bidang

5 |Memeriksa konsep surat usulan dan \ Draft surat yang sudah di | 10 menit | Draft surat yang sudah
memberi paraf untuk selanjutnya Tidak paraf di paraf
diserahkan ke Sekretaris

Ya

6 |Memeriksa dan memberi paraf untuk . Draft surat yang sudah di | 10 menit | Draft surat yang sudah
selanjutnya diserahkan ke Kepala Dinas Tidak Ya paraf di paraf

7 |Mengoreksi dan menandatangani draft Draft surat yang sudah di | 10 menit |Surat usulan Bantuan
surat usulan selanjutnya diserakan ke Tidak paraf Biaya Pendidikan
Kepala Bidang Ya

8 |Menugaskan Sub Koordinator untuk Surat usulan Bantuan 5 menit |Surat usulan Bantuan
menindaklanjuti *_ Biaya Pendidikan Biaya Pendidikan

9 |Menugaskan pejabat pelaksana untuk Surat usulan Bantuan 5 menit |Surat usulan Bantuan
menindaklanjuti Biaya Pendidikan Biaya Pendidikan

10 {Membubuhkan nomor surat, Surat usulan Bantuan 30 menit | Surat usulan Bantuan

mengirimkan surat usulan Bantuan Biaya
Pendidikan kepada Gubernur NTT

kemudian diarsipkan

Biaya Pendidikan

Biaya Pendidikan, bukti
dokumentasi




INomor SOP AP

€2 Tahun 2022

Tanggal Pembuatan

|Tanggal Efektif

Tanggal Revisi

1|11 September 2
:]09 Novem N PR o

PEMERINTAH PROVINS|I NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

|Disahkan oleh

SUBSTANSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Judul SOP AP

:|Pengesahan

(D0-D3)

//_a_/_ \V/A

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1 Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010 - 2025

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 Tentang
Kewenangan Pengesahan ljazah

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

o A W N

1 Pendidikan minimal DIll

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1 SOP AP Penanganan Surat Masuk
2 SOP AP Penanganan Surat Keluar

1 Stempel
2 Bantal Stempel

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila pengesahan ijasah dan Transkrip Nilai Tenaga Kesehatan (D0-D3) tidak dilakukan
sesuai prosedur maka fotocopy ijasah tenaga kesehatan tidak diakui keabsahannya

Data Bidang SDM Kesehatan tentang jumiah ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir




Menerima ijasah dan transkrip nilai yang
akan dilegalisir, memverifkasi berkas,
membubuhkan stempel pengesahan
dan menyerahkan kepada Sub
Koordinator

Ya

" [ljazah dan Transkrip Nilai

(Asli dan Fotocopy)

i Fotoc ijah dan

transkrip nilai yang
telah distempel
pengesahan

Memeriksa Fotocopy ijasah dan Fotocopy ijasah dan 10 menit |Stempel Pengesahan
transkrip nilai yang telah distempel Ya transkrip nilai yang telah Jpada Fotocopy ijasah
pengesahan, jika setuju memberi paraf. Tidak distempel pengesahan dan transkrip nilai yang
Jika tidak setuju mengembalikan telah diparaf oleh Sub
kepada Pengelola Penyelenggaraan Koordinator
Diklat untuk diperbaiki
Memeriksa Fotocopy ijasah dan Stempel Pengesahan 10 menit |Fotocopy ijasah dan
transkrip nilai yang telah distempel Tidak pada Fotocopy ijasah dan transkrip nilai yang
pengesahan dan memberi tanda tangan transkrip nilai yang telah telah disahkan
atas nama kepala dinas. diparaf oleh Sub
Koordinator
Menyerahkan fotocopy ijasah dan Fotocopy ijasah dan 5 menit |Fotocopy ijasah dan
transkrip nilai yang telah disahkan transkrip nilai yang telah transkrip nilai yang
disahkan telah disahkan
Mengagendakan dan menyerahkan Fotocopy ijasah dan 15 menit |Fotocopy ijasah dan

fotocopy ijasah dan tranksrip nilai yang
telah disahkan kepada pemohon

transkrip nilai yang telah
disahkan

transkrip nilai yang
telah disahkan




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
BIDANG SUMBER SAYA MANUSIA KESEHATAN
SUBSTANS| PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Nomor SOP AP £A Tahun 2022

Tanggal Pembuatan _ : }11 Septem /'

[Tanggal Revisi : Jo9 Nove
|Tanggal Efektif C o>

Disahkan oleh

- Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan
Rincian Anggaran Blaya (RAB) Program Pengembangan
SDM Kesehatan

Judul SOP AP

2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010 - 2025

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang
Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

|Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan | 1. Pendidikan minimal sarjana
Nasional

2. Memahami proses penyusunan TOR dan RAB

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP AP Penanganan Surat Masuk

2. SOP AP Penanganan Surat Keluar

3. SOP AP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
4.

1. ATK
2. Komputer/Printer
3. Telephon/Faximile

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB)
Program di Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan tidak dilaksanakan
sesuai prosedur akan berdampak pada kualitas penyusunan rencana kerja di Dinas

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy di Seksi Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kesehatan.




Menugaskan Sub Koordinator untuk menyusun Agenda Kerja 10 menit |Disposisi / petunjuk Bulan januari
Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan Rincian tahun berjalan
Anggaran Biaya (RAB) program di Seksi dari tahun
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan rencana
2 |Menugaskan Analis Diklat untuk mengumpulkan Disposisi / petunjuk 10 menit |Disposisi / petunjuk
bahan penyusunan TOR dan RAB program
3 |Mengumpulkan/menghimpun bahan penyusunan TOR Disposisi /petunjuk 1Hari |Bahan atau data dukung
dan RAB dan menyampaikan kepada Sub Koordinator. penyusunan TOR dan
RAB
4 |Menyusun konsep TOR dan RAB program dan va Bahan atau data 1 Minggu |Konsep TOR dan RAB
menyampaikan kepada kepala bidang. dukung penyusunan
TOR dan RAB
5 |Memeriksa konsep TOR dan RAB. Apabila setuju Konsep TOR dan RAB 2Jam |Konsep TOR dan RAB
menyampaikan kepada Sub Koordinator dan staf
untuk rapat. Jika tidak setuju mengembalikan kepada
Sub Koordinator untuk diperbaiki
6 |Rapat membahas TOR dan RAB program Seksi Konsep TOR dan RAB, 2jam |Notulen hasil rapat dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan daftar hadir. Berita acara rapat
yang dipimpin oleh Sub Koordinator
7 |Menugaskan Sub Koordinator untuk memperbaiki Notulen hasil rapat dan 2 hari  |Notulen hasil rapat,
Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) dan Rincian Berita acara rapat Berita acara rapat,
Anggaran Biaya (RAB) program di Seksi disposisi / petunjuk
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan
sesuai hasil rapat.
8 |Menyusun konsep perbaikan TOR dan RAB program Notulen hasil rapat, 2Jam |Draft TOR dan RAB
sesuai notulen rapat, memaraf dan menyampaikan berita acara rapat,
kepada kepala bidang disposisi / petunjuk
9 |Memeriksa konsep perbaikan TOR dan RAB program. Draft TOR dan RAB 1Jam |TOR dan RAB
Apabila setuju, menandatangani dan menyampaikan Tidak
kepada para Sub Koordinator. Apabila tidak setuju
dikembalikan kepada Sub Koordinator untuk
dinerbaiki
10 [Menyerahkan dokumen TOR dan RAB kepada Analis TOR dan RAB 10 menit |TOR dan RAB
Diklat untuk didistribusikan dan didokumentasikan.
11 |Mendistribusikan dan mendokumentasikan TOR dan RAB 30 menit |TOR dan RAB, bukti
dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
BIDANG SUMBER SAYA MANUSIA KESEHATAN
SUBSTANSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Nomor SOP AP 65 Tahun 2022

Tanggal Pembuatan : |11 September 2019

Tanggal Revisi

: |09 Novembe Jﬁ
= f

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Manajemenw Wr@:ﬁasl Program Pengembangan

Judul SOP AP " |SDM Kesehatan

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

2 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010 - 2025

3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 Tentang
Penyelenggaraan Komunikasi Data dalam Sistem Informasi Kesehatan Integrasi

4 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

5 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1 Pendidikan minimal S1
2 Memiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data kesehatan

3 Menguasai windows dan microsoft Office

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1 SOP AP Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi NTT
2 SOP AP Penanganan Surat Masuk
3 SOP AP Penanganan Surat Keluar

1 Sistem Informasi Kesehatan Daerah
2 Laporan bulanan program

3 Data indikator program

4 Perangkat Komputer

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika manajemen data dan informasi kesehatan tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka
akan berdampak pada kualitas informasi kesehatan

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy di Seksi Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kesehatan.




Menugaskan Sub Koordinator

melakukan pengumpulan/menghimpun
data kesehatan

Agenda kerja

Disposisi

Menugaskan Analis Diklat melakukan Disposisi 10 menit |Disposisi
pengumpulan data kesehatan
Mengumpulkan data kesehatan sesuai \ Disposisi 3 Hari |Data kesehatan yang
tupoksi seksi dan menyampaikan ke Sub terkait dengan
Koordinator I _* tupoksi
Melakukan verifikasi dan analisa data Data kesehatan yang 3hari  |Draf informasi
kesehatan dengan membandingkan Tidak terkait dengan kesehatan dari seksi
dengan standar atau target, mengolah tupoksi
menjadi informasi kesehatan dan
menyampaikan kepada kabid
Menelaah informasi kesehatan dari Draf informasi 2Jam |Informasi kesehatan
seksi, jika setuju menandatangani dan Tidak kesehatan dari seksi seksi
menugaskan Analis Diklat Pengembangan
menindaklanjuti SDM Kesehatan
Mendistribusikan dan mengarsipkan Informasi kesehatan | 30 menit |Informasi kesehatan
informasi kesehatan sesuai kebutuhan seksi seksi

* Pengembangan Pengembangan

SDM Kesehatan SDM Kesehatan




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
SUBSTANSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Nomor SOP AP

£, Tahun 2022

Tanggal Pembuatan

11 September 2019

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Judul SOP AP

Pengusulan Peserta Program Pendidikan Tugas Belajar
(Tubel) SDM Kesehatan

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1 Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
2 Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan

3 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010 - 2025

4 Peraturan Menteri Kesehatan Rl Nomor 28 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan

5 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

6 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun
2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur

3 Pendidikan minimal D 111

1 Minimal satu tahun bekerja di bidang SDM Kesehatan
2 Menguasai Windows dan Microsoft Office

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1 SOP AP Penanganan Surat Masuk 1 ATK
2 SOP AP Penanganan Surat Keluar 2 Komputer/ laptop
3 Printer

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika Pengusulan peserta Tubel SDM Kesehatan tidak dilakukan sesuai prosedur maka
akan menghambat SDM Kesehatanuntuk mendapatkan kesempatan untuk
memperoleh bantuan biaya pendidikan dari Kemenkes RI

Data Bidang SDM Kesehatan Tentang peserta Tubel SDM Kesehatan




‘ Menugskan ub Koordinator untuk

menindakianjuti surat permohonan dan berkas
pemohonan peserta Program Pendidikan Tugas
Belajar (Tubel)

Berka peohonan

dan disposisi

10 menit

Berkas Pemohon,
Disposisi

2 |Menugaskan pejabat pelaksana untuk Berkas permohonan | 10 menit | Berkas permohonan dan
menverifikasi berkas permohonan dan membuat dan disposisi disposisi
surat usulan Peserta Program Pendidikan Tubel ke
Badan PPSDM Kemenkes RI
3 |Memverifikasi berkas fisik dan online, membuat Berkas permohonan | 30 menit | Konsep Surat Usulan Hasil Verifikasi
konsep surat usulan Peserta Program Pendidikan Y dan disposisi langsung diketahui
Tubel ke Badan PPSDM Kemenkes R| serta L oleh yang
menyampaikannya kepada Sub Koordinator bersangkutan dan
BPPSDM Kemenkes
4 |Memeriksa dan mengoreksi konsep surat usulan, Konsep Surat 10 menit | Konsep Surat Usulan
bila setuju memberi paraf dan menyerahkan ke Ya Tidak Usulan
Kepala Bidang, bila tidak setuju mengembalikan ke
pejabat pelaksana untuk diperbaiki
5 [Memeriksa dan mengoreksi surat usulan, bila Tidak Konsep Surat 10 menit | Draft Surat Usulan
setuju memberi paraf dan menyerahkan ke Usulan
Sekretaris, bila tidak setuju dikembalikan ke Sub
Koordinator
6 |Memeriksa dan memberi paraf untuk selanjutnya Draft Surat Usulan | 10 menit | Draft Surat Usulan
diserahkan ke Kepala Dinas Tidak Ya
7 |Memeriksa dan menandatangani Surat usulan dak Draft Surat Usulan | 10 menit |Surat Usulan Peserta
Peserta Program Pendidikan Tubel Program Pendidikan
Tubel
8 |Menugaskan Sub Koordinator untuk T Surat Usulan 5 menit |Surat Usulan Peserta
menindaklanjuti surat usulan Peserta Program Peserta Program Program Pendidikan
Pendidikan Tubel Pendidikan Tubel Tubel
9 |Menugaskan pejabat pelaksana untuk A Surat Usulan 5 menit |Surat Usulan Peserta
menindaklanjuti surat usulan Peserta Program Peserta Program Program Pendidikan
Pendidikan Tubel Pendidikan Tubel Tubel
10 |Membubuhkan cap, mengirimkan surat usulan Surat Usulan 30 menit | Surat Usulan Peserta

Peserta Program Pendidikan Tubel ke Badan
PPSDM Kemenkes Rl kemudian mengarsipkan

Peserta Program
Pendidikan Tubel

Program Pendidikan
Tugas Belajar (Tubel)
SDM Kesehatan




Nomor SOP AP £7 Tahun 2022
Tanggal Pembuatan 11 September 2019
Tanggal Revisi e L2072
Tanggal Efektif
Disahkan oleh
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
SUBSTANSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Judul SOP AP \"’1"'""".4“',_'/. m Pendidikan Dokter
SpeslallsIDokter gi Spesialis (PPDS/PPDGS)
Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :

1 Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
2 Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan

3 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010 - 2025

4 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

5 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Program
Pemberian Bantuan Pendidikan Bagi Peserta Program Pendidikan Dokter
Spesialis/Dokter Gigi Spesialis Dalam Rangka Percepatan Peningkatan Akses dan
Mutu Pelayanan Spesialistik

6 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur

1 Minimal satu tahun bekerja di bidang SDM Kesehatan
2 Menguasai Windows dan Microsoft Office

3 Pendidikan minimal DIl

|Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1 SOP AP Penanganan Surat Masuk 1 ATK
2 SOP AP Penanganan Surat Keluar 2 Komputer/ laptop
3 Printer

IPeringatzn :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika pengusulan peserta PPDS-PPDGS tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka
akan berdampak pada ketersediaan tenaga dokter/dokter gigi spesialis untuk
Ipeningkatan akses dan mutu pelayanan spesialistik

Database Bidang SDM Kesehatan tentang usulan peserta PPDS-PPDGS




Menugaskan Sub Krdinator untuk

Berkas
menindaklanjuti surat permohonan dan berkas .. |Berkas Pemohon,
pemohonan peserta PPDS/PPDGS 5;:;"0:?;“" e | 10 ek Disposisi
2 |Menugaskan Pengelola Penyelenggaraan
Diklat untuk menverifikasi berkas permohonan Berkash d 10 it Berkas permohonan dan
dan membuat surat usulan Peserta p;ermor clman A inen disposisi
PPDS/PPDGS ke Badan PPSDM Kemenkes disposisi
3 |Memverifikasi berkas fisik dan online, Ya \
membuat konsep surat usulan Peserta Berkas
PPDS/PPDGS ke Badan PPSDM Kemenkes permohonan dan | 30 menit |Konsep Surat Usulan
Rl serta menyampaikannya kepada Sub disposisi
Kaordinator
4 |Memeriksa dan mengoreksi konsep surat
usulan, bila setuju memberi paraf dan Ya K st
menyerahkan ke Kepala Bidang, bila tidak Tidak U‘s’“f": o 10 menit |Konsep Surat Usulan
setuju mengembalikan ke pejabat pelaksana U
untuk diperbaiki
5 [Memeriksa dan mengoreksi surat usulan, bila
setuju memberi paraf dan menyerahkan ke Tidak K il
Sekretaris, bila tidak setuju dikembalikan ke U"“l“" w 10 menit |Draft Surat Usulan
Sub Koordinator siian
6 |Memeriksa dan memberi paraf untuk
Seionistrys Sssniionn ke Kapeln Dirim Draft Surat Usulan | 10 menit |Draft Surat Usulan
7 |Memeriksa dan menandatangani Surat usulan
Peserta PPDS/PPDGS Surat Usulan Peserta
Draft Surat Usulan | 10 menit PPDS/PPDGS
8 |Menugaskan Sub Koordinator untuk
Surat U
menindaklanjuti surat usulan Peserta P:;: nasulan 5 menit Surat Usulan Peserta
PPDS/PPDGS PPDS/PPDGS PPDS/PPDGS
9 |Menugaskan Pengelola Penyelenggaraan Surat Usulan
Diklat untuk menindaklanjuti surat usulan Peseris y— Surat Usulan Peserta
Peserta PPDS/PPDGS PPDS/PPDGS PPDS/PPDGS
10 |Membubuhkan cap, mengirimkan surat usulan Surat Usulan Peserta
Peserta PPDSIPPDqs ke Badan -PPSDM Surat Usulan Program Pendidikan
Kemenkes RI kemudian mengarsipkan Peserta 30 menit |Dokter Spesialis/Dokter
PPDS/PPDGS Gigi Spesialis
(PPDS/PPDGS)




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
SUBSTANSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Nomor SOP AP 1 68 Tahun 2022

Tanggal Pembuatan _ : |02 Oktober 2020

Tanggal Revisi : |08 November )2/0%

Tanggal Efektif : AN PR /

Disahkan oleh ] ; a epgl kan,dan Pencatatan

Judul SOP AP - |Penyusunan Da Pefierima Bantuan Biaya Pendidikan Bagi
Mahasiswa Kedokteran dan Dokter Muda

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1 Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

2 Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan

3 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010 - 2025

4 Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 99 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

5 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

6 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

1 Minimal satu tahun bekerja di bidang SDM kesehatan
2 Menguasai Windows dan Microsoft Office

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1" SOP AP Pengusulan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Kedokteran dan 1 ATK
Dokter Muda 2 Komputer/laptop
| 2 SOP AP Penanganan Surat Keluar 3 Printer
|Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Jika Penyusunan Daftar Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Kedokteran
dan Dokter Muda tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka akan menghambat pencairan
Bantuan Biaya Pendidikan

Database Seksi Pengembangan SDM Kesehatan




Memerintahkan Pengelola Penyelenggara
Diklat untuk memverifikasi berkas

SK Gubernur NTT tentang
Penetapan Penerima Bantuan

membuat daftar penerima bantuan biaya Biaya Pendidikan, berkas 10 menit |Disposisi Kepala Seksi
pendidikan penerima bantuan biaya
pendidikan
2 [Memverifikasi berkas membuat daftar ’ 3
g i . |Daftar penerima bantuan biaya
penerima bantuan biaya pendidikan dan Disposisi Kepala Seksi 1 hari pends d;:':] y
menverahkan ke Sub koordinator
3 |Memeriksa daftar penerima bantuan biaya
pendidikan jika setuju memberi paraf dan ,
menyampaikan kepada Kepala Bidang. Daftar penerima bantuan biaya i Daﬂalr Penenma bantuap blaye
. : 3 Tidak : 30 menit |pendidikan yang telah diparaf
Jika tidak setuju mengembalikan kepada — pendidikan olel Sub Koordinator
Pengelola Penyelenggara Diklat untuk
diperbaiki
4 |Memeriksa daftar penerima bantuan biaya L Xa
pendidikan jika setuju memberi paraf dan Dl et bantuar b Daftar penerima bantuan biaya
menyampaikan kepada Sekretaris. Jika Tidak Ya pend dim yang telah dipar:fya 20 menit pendidikan yang telah diparaf
tidak setuju mengembalikan kepada Sub olel SUb iaordinalor oleh Sub Koordinator dan
Koordinator untuk diperbaiki Kepala Bidang
5 = ; =
Men;_e;:sa d rstpe.nenma:: [‘t“ar:fb'dam Daftar penerima bantuan biaya Daftar penerima bantuan biaya
pendh aﬂ‘}l:alli( up;m;m I" ga .r; Ya pendidikan yang telah diparaf — pendidikan yang telah diparaf
g‘;’:’:gm‘ m:ﬂ:g‘;b:"k:ﬁ‘k:p;g:s' i oleh Sub Koordinator dan oleh Sub Koordinator, Kepala
Kepala Bidang untuk diperbaiki Kepala Bidang Bidang dan Sekretaris
8 |Memeriksa daftar penerima bantuan biaya i i
pendidikan jika setuju menadatangani dan Tidak Diaftar psnstima bantizari bisys .
sican ks Sekretarie. s ek pendidikan yang telah diparaf 10 menit Daftar penerima bantuan biaya
HISIOTURG 1 S8 el : oleh Sub Koordinator, Kepala pendidikan
setuju mengembalikan kepada Sekretaris Bidang dan Sekretarie
untuk diperbaiki
7 Meneruskan daftar penerima bantuan Daftar penerima bantuan biaya 16 men Daftar penerima bantuan biaya
biaya pendidikan kepada Kepala Bidang pendidikan pendidikan
Meneruskan daftar penerima bantuan Daf : 7 . :
8 |biaya pendidikan kepada Kepala Seksi . d;menma bR b 10 menit E::;rapkear;‘enma BN iy
untuk ditindaklanjuti e
Menugaskan Pengelola Penyelenggara = < z
9 [Dikiat untuk menindakianjuti daftar Dar?;:‘ﬁ;’:f“'“a BRI DWW | o mecit penanmdi;ﬁ(:’:’“’“a S g
penerima bantuan biaya pendidikan P
Mengarsipkan dan menyerahkan daftar : Daftar penerima bantuan biaya
10 |penerima bantuan biaya pendidikan gemmeﬂma bantuan blaya 30 menit |pendidikan bagi mahasiswa

kepada Petugas untuk proses selanjutnya

kedokteran dan dokter muda




Nomor SOP :| o Tahun 2022
Tanggal Pembuatan 111 Juli 2022
Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif
Disahkan oleh
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
SUBSTANSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Judul SOP AP 1

Kabupaten/Kota

Dasar Hukum :
1 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional Tahun 2005-2025

Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apratur Sipil Negara

Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaran

Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga

6 Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT Provinsi NTT

7 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

o bhwWwN

Kualifikasi Pelaksana :

Minimal Sarjana

Menguasai Windows dan Microsoft Office
Menguasai kurikulum pelatihan

Menguasai pedoman penyelenggaraan pelatihan

BWN =

Keterkaitan :
1 SOP AP Penyusunan Perlengkapan Administrasi Dalam Rangka Pelatihan SDM Kesehatan
2 SOP AP Pengusulan Perencanaan Pelatihan SDM Kesehatan
3 SOP AP Pengusulan Peserta Pelatihan TOT/MOT

Peralatan/Perlengkapan:
1 Data Pelatihan

Data Fasilitator

Kurikulum Pelatihan

Komputer

Printer

ATK

Db WON

Peringatan :
Penunjukkan fasilitator pelatihan untuk pelatihan di kab/kota berdampak pada terselenggaranya
pelatihan di kab/kota se-Provinsi NTT

Pencatatan dan Pendataan:
Disimpan sebagai softcopy dan hardcopy di Substansi Pengembangan SDM Kesehatan

Yo
-~



Menugaskan Kasie untuk menindaklanjuti
permintaan fasilitator/narasumber Pelatihan

Surat permintaan
Fasilitator/Narasumber

5 menit

Disposisi

SDM Kesehatan dari Kab/Kota Pelatihan SDM

Kesehatan dari kab/kota
Menugaskan Analis Diklat untuk membuat Disposisi 5 menit |Disposisi
surat dan mendata fasilitator/narasumber
Pelatihan SDM Kesehatan
Membuat konsep surat dan data Disposisi 1jam konsep surat dan data
fasilitator/narasumber Pelatihan SDM fasilitator/narasumber
Kesehatan dan menyerahkan ke Sub Pelatihan SDM
Koordinator Kesehatan
Menyusun data dan surat penunjukkan konsep surat dan data 1 jam Data dan konsep surat
fasilitator pelathan SDM Kesehatan di fasilitator/narasumber penunjukkan fasilitator
kab/kota dan menyerahkan ke Kepala Pelatihan SDM pelatihan SDM
Bidang Kesehatan Kesehatan di kab/kota
Memeriksa konsep surat dan data fasilitator, Data dan konsep surat 15 Menit |Data dan draft surat
jika setuju memberi paraf dan menyerahkan penunjukkan fasilitator penunjukkan fasilitator
ke Kepala Dinas, jika tidak setuju Tidak pelatihan SDM pelatihan SDM
mengembalikan ke Sub Koordinator untuk Kesehatan di kab/kota Kesehatan di kab/kota
diperbaiki Ya
Memeriksa draft final surat dan data ¥ Data dan draft surat 10 Menit |Surat penunjukkan
fasilitator. Jika setuju menandatangani dan| |Tidak 4 penunjukkan fasilitator fasilitator pelatihan
menyerahkan ke Kabid, Jika tidak setuju pelatihan SDM SDM Kesehatan di
mengembalikan ke Kabid untuk diperbaiki Ya Kesehatan di kab/kota kab/kota
MenyerahkanSurat penunjukkan fasilitator| Surat penunjukkan 5 menit |Surat penunjukkan
pelathan SDM Kesehatan di kab/kota ke fasilitator pelatihan SDM fasilitator pelatihan
Kasie untuk ditindaklanjuti Kesehatan di kab/kota SDM Kesehatan di

kab/kota, disposisi

Memerintah Analis Diklat untuk mengirimkan Surat penunjukkan 5menit |Surat penunjukkan
Surat penunjukkan fasilitator pelatihan SDM fasilitator pelatihan SDM fasilitator pelatihan
Kesehatan ke kab/kota Kesehatan di kab/kota, SDM Kesehatan di

disposisi kab/kota, disposisi
Menggandakan, mendidtribusikan dan Surat penunjukkan 1 hari Surat penunjukkan
mendokumentasikan Surat penunjukkan fasilitator pelatihan SDM fasilitator pelatihan

fasilitator pelatihan SDM Kesehatan di

kab/kota

Kesehatan di kab/kota,

disposisi

SDM Kesehatan di
kab/kota




Nomor SOP 70 Tahun 2022
Tanggal Pembuatan . |11 Juli 2022
Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif :
Disahkan Oleh . Kepala £
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
SUBSTANSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 4 Pk
Wil SOP ' IPengusuIan Peserta Pelatihan TOT/MOT
|Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 1 Pendidikan minimal strata 1 (S1)
2 Undang- Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Apratur Sipil Negara 2 Menguasai Windows dan Microsoft Office
3 Undang - Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 3 Menguasai kurikulum pelatihan
4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 4 Menguasai pedoman penyelenggaraan pelatihan |
5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaran Pelaksanaan
Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
6 Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi NTT
7 Peraturan Gubemnur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tah<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>